STUDI ANALISIS FATWA ‘ALI JUM‘AH (MUFTI AGUNG
MESIR) TENTANG NIKAH ‘URFI DALAM KITAB
AL-KALIM AT-TAYYIB FATAWA ‘ASRIYYAH

TESIS

OLEH:

ULYA HIKMAH SITORUS PANE

NIM. 92214023193

PROGRAM STUDI: HUKUM ISLAM

=)

I/I\"n
@ : r‘
\‘ i
5, e fvia

Ny T

N

—.U
MEDAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2016




SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ulya Hikmah Sitorus Pane

Nomor Induk Mahasiswa : 92214023193

Tempat, tanggal Lahir : Labuhan Deli, 16 Januari 1982
Pekerjaan : Guru

Alamat : Pondok Karya Prima Indah Blok B No 1

JI. Karya Kasih Kel. Pangkalan Masyhur
Kec. Medan Johor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul Studi Analisis Fatwa
‘Ali Jum ‘ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-
Tayyib Fatawa Asriyyah, benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan
yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di

dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Februari 2016

Yang membuat pernyataan

Ulya Hikmah Sitorus Pane




PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

STUDI ANALISIS FATWA ‘ALI JUM‘AH (MUFTI AGUNG MESIR)
TENTANG NIKAH ‘URFI DALAM KITAB AL-KALIM
AT-TAYYIB FATAWA ‘ASRIYYAH
Oleh:

ULYA HIKMAH SITORUS PANE
NIM. 92214023193

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master
Hukum Islam (MH]I) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan

Medan, 22 Februari 2016

Pembimbing | Pembimbing Il

Prof. Dr. Pagar, M.Ag. Dr. H. M. Jamil, MA
NIP.195812311988031016 NIP.196609101999031002




PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: “Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung
Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah”
an. Ulya Hikmah Sitorus Pane, NIM. 92214023193 Program Studi Hukum Islam,
telah diujikan dalam Sidang Munagasah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara (UIN-SU) Medan pada tanggal 24 Februauri 2016.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (MHI) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 24 Februari 2016
Panitia Ujian Munagasah
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua Sekretaris
(Dr. H. M. Jamil, MA) (Dr. Hafsah, MA)
NIP. 196609101999031002 NIP. 196405271991032001
Anggota Penguji

1. (Prof. Dr. Pagar, M.Aq.) 2. (Dr. H. M. Jamil, MA)

NIP. 195812311988031016 NIP. 196609101999031002
3. (Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA) 4. (Dr. Hafsah, MA)

NIP. 195910011986031002 NIP. 196405271991032001

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan

(Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA)
NIP. 195412121988031003




ABSTRAKSI

Nama : Ulya Hikmah Sitorus Pane

Nim. : 92214023193/HUKI

Judul . Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum ‘ah (Mufti Agung Mesir)
Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Tayyib
Fatawa Asriyyah

Pembimbing | : Prof. Dr. Pagar, MA.

Pembimbingll : Dr. H. M. Jamil, MA.

Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli, 16 Januari 1982

Nama Ayah : Agus Sitorus Pane

Nama Ibu : Maimunah Muhammad Yusuf

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti
Agung Mesir) tentang nikah ‘urfi dalam kitab al-Kalim a¢-Tayyib Fatawa
Asriyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan
menelaah tulisan-tulisan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara kritis dan
mendalam. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, nikah ‘urfi adalah nikah yang
terpenuhi semua rukun dan syarat, namun tidak tercatat di lembaga pencatatan
nikah. Kedua, Nikah ‘urfi merupakan nikah yang lengkap syarat dan rukunnya,
nikah ini sah dan telah dilegalisasi oleh lembaga fatwa Dar al-Ifta’ Mesir, melalui
fatwa muftinya ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir). Fatwa ini diterbitkan karena
maraknya nikah ‘urfi dan mahalnya biaya pernikahan. Ketiga, para ulama berbeda
pandangan tentang hukum nikah ini, ulama klasik membolehkan nikah ‘urfi,
karena masalah pencatatan tidak ada di zaman sebelumnya, sementara ulama
kontemporer terdapat perbedaan pendapat, sebagian menghalalkan dan sebagian
lagi mengharamkan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini.



ABSTRACT

Name : Ulya Hikmah Sitorus Pane

Nim. : 92214023193/HUKI

Title . Study Analysis of fatwa ‘Ali Jum'ah (Grand Mufti of Egypt)
about ‘Urfi Marriage in al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah

Supervisor : Prof. Dr. Pagar, MA.

Co-Supervisor : Dr. H. M. Jamil, MA.

Place, date of birth : Labuhan Deli, 16" January 1982
Father’s name : Agus Sitorus Pane

Mather’s name : Maimunah Muhammad Y usuf

This study aims to analyze fatwa ‘Ali Jum‘ah (Grand Mufti of Egypt)
about “Urfi Marriage in al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah. This study used a
qualitative descriptive approach, and the type of research literature (Library
Research). This research was conducted by examining the writings to solve a
problem with a critical and in-depth manner. The findings of this study are: First,
‘Urfi Marriage is a marriage that all the pillars and conditions, just not recorded in
the institution of marriage registration. Second, ‘Urfi Marriage is complete terms
and pillars, marriage is valid and has been validated by the fatwa institution Dar
al-Ifta’ Egypt, through a fatwa ‘Ali Jum‘ah (Gand Mufti of Egypt). The fatwa was
issued due to rampant ‘Urfi Marriage and the high cost of the wedding, with this
fatwa ‘Urfi Marriage be legal. Third, the scholars differ on this marriage law, the
classical scholars allowing this marriage, because the problem does not exist at the
time of registration before, while contemporary scholars there are disagreements,
partly justified and partly forbidden to see the conditions that developed at this.
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TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah pedoman
transliterasi Arab - Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pedidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 tahun 1987 dan
Nomor: 0543/b/u/1987 tentang pembakuan pedoman transliterasi Arab - Latin,

sebagai berikut:

A. Konsonan
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
. Tidak . .
| Alif dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
- Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha H Ha (dengan titik di bawah)
£ Kha Kh Ka dan ha
5 Dal D De
3 Zal 4 Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
J
. Zai Z Zet
J
Sin S Es
S
P Syim Sy Es dan ye
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
P Dad D De (dengan titik di bawah)
5 Ta T Te (dengan titik di bawah)
5 Za Z Zet (dengan titik di bawah)




¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

B Fa F Ef

; Qaf Q Qi

5 Kaf K Ka

J Lam L El

. Mim M Em

3 Nun N En

5 Waw \W We

N Ha H Ha

. Hamzah ‘ Apostrof
< Ya Y Ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= Fathah A a
— Kasrah I i
~ Dammah U u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan | Nama | Gabungan |




Huruf Huruf
— Fathah dan Ya Al adani
-, Fathah dan Waw Au adanu
Contoh:
Kataba: s
Fa’ala: b
Zukira: S5
Yazhabu: -y
Sw’ila: Jee
Kaifa: oy
Haula: Jen
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf
Nama dan Nama
Huruf
tanda
s\ Fathah dan Alif atau Ya A A dan garis di atas
= Kasrah dan Ya I | dan garis di atas
oy Dammah dan Wau U U dan garis di atas
Contoh
Qala: Ji
Rama: sy
Qila: S8
Yaqulu: Jsi

4. Ta Marbutah



Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup. Ta Marbutah hidup atau mendapat harkat fathah,
kasrah dan dammabh, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat fathah
sukun, transliterasinya adalah /h/.
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:
Raudah al-atfal: JUbYI dog,
Al-Madinah al-Munawwarah: 3y dyudl
Al-Madinatul Munawwarah: 5yl anyall
Talhah: ilb

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Rabbana: Ly
Nazzala: Jy
Al-Birr: S
Al-Hajj: =
Nu’ima: =

6. Kata Sandang



Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu: Ji, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang
diikuti huruf gamariah.
a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang diikuti oleh huruf gamaraiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun gamariah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang menggikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:
Ar-Rajulu: J=J
As-Sayyidatu: 8!
Asy-Syamsu: o)
Al-Qalam: 2Ol
Al-Badru: )

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



Ta’khuzina: Osi=b

An-Nau’: ¢l
Syai’un: £
Inna: ol

Umirtu: <)

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda)
maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada
huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
Wa innallaha lahua khair ar-razigin: (3! x> sb b Ol

Wa innallaha lahua khairuraziqin: (3} s ob &1 Olg

Fa aufu al-kaila wa al-mizana: O g LSl 19340
Fa auful-kaila wal-mizana: O g LSl 19340
Ibrahtm al-Khalil: S e 1
Ibrahimul-Khalil: Jo) o 1l

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistm tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf kata

sandangnya.



Contoh:
Wa ma Muhammadun 1113 rastl
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’anu

Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil Qur’anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
Nasrun minallahi wa fathun garib.
Lillahi al-amru jami’an.

Lillahil-amru jami’an.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan masalah yang sangat penting,
meskipun secara syariat tidak termasuk dalam kewajiban, namun benar-benar
dianjurkan sehingga manusia memahami bahwa Allah swt sangat menekankan
masalah ini. Islam menilai pernikahan merupakan kebutuhan alami manusia, jalan
yang sehat untuk memenuhi kebutuhan ini telah ditetapkan yaitu melalui
pernikahan. Manusia memiliki kebutuhan seksual, namun harus pada tempat yang
dibenarkan tidak bisa dibiarkan liar dan memerlukan batasan. Pembatasan tersebut
adalah melalui pernikahan, hal ini dipandang penting sehingga Rasul saw
bersabda:

bl ot B oY s el o Wi i S e il U
ol e BB g Wi ey W Wi o) Blwn] o g >
Gl JoS A deall =55 13) :ijw;mg‘p‘&\ gy JB 1 JB6 UL oy

LW el A gl

[Telah menceritakan kepada kami Abdullah al-Hafiz, menceritakan kepada kami
Abu al-Abbas, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib, telah
menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ishaq al-Hadhrami, telah menceritakan
kepada kami al-Khalil bin Murrah, telah menceritakan kepada kami Yazid al-
Ragqasyi, dari Anas bin Malik ia berkata: Rasul saw bersabda: ‘Apabila menikah
seorang hamba maka telah sempurna sebagian agamanya maka bertakwalah
kepada Allah untuk sebagian lainnya’].

Hadis ini juga dapat dilihat dari jalur yang berbeda dan redaksi sedikit

berbeda namun memiliki makna yang sama, sebagai berikut:

! Abu Bakr Ahmad bin al-Husin al-Baihagi, Syah al-Iman (Beirut: Dar al-Kitab al-
‘Ilmiyah, 1410 H.), jilid IV, h. 382.
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[Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, menceritakan kepada
kami Muhammad bin Sahal bin Mukhlid al-Ishthakri, menceritakan kepada kami
‘Ushamah bin al-Mutawakil, menceritakan kepada kami Zafir bin Sulaiman dari
Isra’il bin Yunus dari Jabir dari Yazid ar-Raqasi dari Anas bin Malik berkata,
Rasul saw bersabda: ‘Apabila menikah seorang hamba maka telah sempurna
sebagian agamanya maka bertakwalah kepada Allah untuk sebagian lainnya’].

Hadis dalam redaksi yang sama namun disebutkan dari jalur sanad yang
lain diceritakan sebagai berikut:

OF B o W o e B Lo oy B e Wi (ot e Wi
o ik s ade B o ) Jsy JB U6 L oy T e BB A e e

s U Gl 3 gl OLY) Caal JaSnl A g

[Telah menceritakan kepada kami Mathlab bin Syuaib, telah menceritakan
kepada kami Abdullah bin Saleh, telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin
al-Khalil bin Murrah dari ayahnya dari Yazid al-Ragasyi dari Anas bin Malik ia
berkata, Rasul saw bersabda: ‘dpabila menikah seorang hamba maka telah
sempurna sebagian agamanya maka bertakwalah kepada Allah untuk sebagian
lainnya’].

Maksud sempurna sebagian agama di sini adalah pada bagian yang
terancam oleh kecenderungan seksual. Sebab kecenderungan seksual bisa

menghancurkan agama seseorang, bisa memunculkan masalah dan menyesatkan.

2 Abii al-Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Tabrani, al-Mu ‘jam al-Awsat (Kairo: Dar al-
Haramain, 1415 H.), jilid VII, h. 332.
* Ibid., h. 335.



Cara mencegahnya adalah dengan dipenuhi, bukan ditumpas. Kebutuhan ini
bukan hanya berkaitan dengan manusia saja, akan tetapi makhluk selain manusia
juga mempunyai keinginan yang sama untuk kesinambungan generasi. Namun
ada perbedaan antara manusia dan makhluk lain, akal menuntun manusia
mematuhi aturan yang telah ditetapkan Allah swt, dalam proses penyaluran
kebutuhan ini. Aturan dan cara ini untuk menunjukkan betapa pentingnya
peristiwa ikatan dua makhluk dan ikatan antara dua hati, sehingga menciptakan
sebuah lembaga baru dalam lingkungan sosial. Aturan dan cara tersebut juga
bukan khusus Islam saja, tetapi semua bangsa dan agama memiliki aturan dan cara
pernikahan. Tentu saja Islam berusaha untuk lebih menyederhanakan dan
mempermudah cara ini.

Islam menganggap pernikahan ini adalah suatu hal penting, sehingga
dianjurkan bagi para pemuda untuk menikah. Karena usia muda lebih berpotensi
menghanyutkan dan rentan terhadap kemaksiatan. Untuk mencegah potensi itu
maka dianjurkan untuk menikah, yakni pada saat membutuhkan. Bukan berarti
bahwa semakin cepat semakin baik, akan tetapi ketika merasa membutuhkan,
maka hendaklah segera terpenuhi. Baik bagi perempuan maupun laki-laki, hal ini
sesuai dengan anjuran Rasul saw, tentunya atas dasar kemauan dan pilihan sendiri
bukan pilihan orang lain.

Di beberapa negara mayoritas berpenduduk Muslim, pernikahan sudah
diatur berdasarkan undang-undang negara masing-masing. Sehingga suatu cara
yang sederhana dalam Islam, akan menjadi sedikit berat pelaksanaanya. Karena
dalam aturan yang dibuat oleh suatu negara tidak sama dengan negara lain. Di
Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974, yang mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.* Undang-
undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan bahwa falsafah Negara
Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat undang-undang
perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Bagi umat Islam di Indonesia,

undang-undang tersebut meskipun tidak sama persis dengan hukum pernikahan di

* Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.



dalam fikih, namun dalam pembuatannya telah dicermati secara mendalam
sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9
tahun 1975. Peraturan pemerintah tersebut terdiri atas 10 Bab dan 49 Pasal, yang
ditetapkan di Jakarta pada April 1975.° Dengan adanya undang-undang
perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,
diharapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia
akan dapat teratasi. Selain itu masalah perkawinan juga diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kompilasi hukum di Indonesia yang berarti
“Buku Kumpulan-Kumpulan Hukum Islam”. Usaha untuk mengadakan kompilasi
hukum Islam telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan penyebarannya
berdasarkan Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1991° dan
ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154
tahun 1991.” Kompilasi hukum Islam di Indonesia telah menjadi semacam “fikih
keindonesiaan” yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material
bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sehingga terjamin adanya
kesatuan dan kepastian hukum. Kompilasi itu terdiri atas tiga buku: tentang
perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Di Mesir, undang-undang pernikahan sudah diatur pada tahun 1920 atas
pengaruh pembaruan hukum keluarga di Turki pada tahun 1917. Setelah Turki
mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga, membuat Republik Arab Mesir
terbawa untuk mengadakan hal yang sama. Jika Turki mengadakan pembaharuan
Hukum Keluarga dengan adopsi hukum Code Civil Switzerland, maka Republik
Arab Mesir memperbaharuinya dengan melakukan reformasi hukum terhadap
hukum-hukum fikih yang telah berlaku. Mesir adalah negara pertama di Arab dan
negara kedua setelah Turki mengadakan pembaharuan hukum keluarga.
Pembaharuan ini sebagai wujud perkembangan zaman dan beranjak dari fikih

konvensional menuju konfigurasi hukum keluarga modern. Terutama penyetaraan

® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975.
® Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1991.
" Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991.



dan pengangkatan status wanita dalam perkawinan yang menjadi obyek
marjinalisasi. Bukan hanya tentang wanita dalam perkawinan saja yang dilindungi
oleh Undang-undang Republik Arab Mesir, bahkan lebih luas Undang-undang
tersebut mengatur kebebasan rakyatnya dalam menganut agama dan menjalani
ajaran agamanya itu. Diatur pula di sana kebebasan beraspirasi dan
mempropagandakan aspirasinya tanpa takut terancam hukuman.

Proses pembaharuan Undang-undang Keluarga Mesir pun bertahap,
dimulai pada tahun 1920 lahir Undang-undang No. 25 tahun 1920 dan Undang-
undang No. 20 tahun 1929, vyang kemudian kedua Undang-undang ini
diperbaharui dengan lahirnya Undang-undang yang dikenal dengan Hukum Jihan
Sadat yaitu Undang-undang No. 44 tahun 1979. Undang-undang ini kemudian
diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Law No. 100 tahun 1985. Secara
mendalam peneliti lebih mengarah pada Undang-undang yang berkaitan tentang
perdata yaitu perkawinan. Walaupun pada dasarnya Undang-undang Republik
Arab Mesir jelas merujuk pada ketentuan agama Islam.

Republik Arab Mesir yang memiliki Undang-undang pada tanggal 11
September 1971. Sebagai negara yang pernah diduduki oleh Turki, atau menjadi
bagian negara itu. Dalam hukum tentu merujuk pada hukum yang berlaku di Turki
masa itu, sebelum akhirnya Turki sendiri merubah Undang-undangnya. Sedang
Mesir sendiri masih menganut hukum yang diwariskan. Menurut pasal 1 Undang-
undang itu negara tersebut adalah suatu negara demokrasi, negara sosialis yang
didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh. Meskipun sebagai
negara sosialis, namun dalam pasal 2 Undang-undangnya dengan tegas dinyatakan
bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara.’
Nilai-nilai agama sangat kental menyertai kehidupan bermasyarakat termasuk
dalam bidang Hukum Keluarga, maka wajar bila sebagian besar hukum keluarga
negara ini bersumber dari Islam dalam hal ini fikih.

Republik Arab Mesir sebagai negara Islam yang ada Afrika diperkirakan

memiliki penduduk sekitar 61 juta jiwa, adalah mayoritas Muslim Sunni, jumlah

8 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, cet. 1 (Jakarta: Prenada Mulia, 2003), h.
225-226.



mereka hampir 90 persen. Agama sangat berperan besar di negara tersebut.’
Mayoritas penduduk Mesir adalah pengikut mazhab Syafi’i dan sebagian terdapat
golongan Hanafiyah.’® Ada beberapa minoritas religius, yang terbesar adalah
minoritas Kristen pribumi yang merupakan Gereja Koptik. Pada tahun 1990,
perkiraan jumlah penduduk Koptik adalah tiga sampai tujuh juta orang, sedangkan
pengikut Kristen lainnya mencakup sekitar 350000 pengikut Gereja Ortodok
Yunani, 175000 Katolik Ritus Latin dan Timur Seria dan 200000 Protestan. Pada
tahun ini juga diperkirakan terdapat sekitar 1000 orang Yahudi yang tinggal di
Mesir. Populasi Yahudi ini menggambarkan satu fragmen komunitas yang
berjumlah 80000 orang. Yahudi yang hidup di Mesir sebelum tahun 1948.
Besarnya toleransi keagamaan merupakan ciri budaya Mesir tradisional, dan
kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi Mesir 1971, meskipun ketegangan
antar agama sempat meningkat tajam sejak tahun 1970-an.

Pengaruh pembaharuan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917
terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-
undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun
1929. Kalau sedikit di-zafsil-kan, usaha pembaharuan ini dimulai dengan
mengangkat panitia pada tahun 1915 yang dipimpin oleh Rektor Universitas al-
Azhar, Syekh Mustafa al-Maragi. Namun, dengan meletusnya Perang Dunia |
telah menghambat kelangsungan usaha pembaharuan ini, yang kemudian diikuti
oleh pengangkatan panitia berikutnya. Adapun hasil dari kepanitiaan tersebut
adalah dengan lahirnya; 1. Undang-undang No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan
Perceraian; 2. Undang-undang No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan; 3.

Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian; 4. Undang-undang No. 77

® John L Posite, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2001), h. 48.

%M Atho Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam
Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih,
cet. 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 13. Lihat juga: Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia
Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia
dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), h. 94. Lihat juga: Tahir Mahmood, Family Law Reform in the
Muslim World (New Delhi: N. M. Tripathi, 1972), h. 48.



tahun 1943 tentang Waris; dan 5. Undang-undang No. 71 tahun 1946 tentang
Wasiat."

Isi pokok dari Undang-undang No. 56 tahun 1923 dan UU No. 25 tahun
1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua Undang-undang ini kemudian
diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya Undang-undang yang dikenal
dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. Undang-undang ini pun
diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (Amandemen) Law No. 100
tahun 1985."

Meskipun ide-ide Muhammad ‘Abduh, Qasim Amin, Safwat dan pemikir
Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang
habis-habisan, namun pada kenyataannya ide-ide mereka banyak memberikan
inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut. Tambahan pula, bahwa Malik Hifni
Nasif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan
wanita, yang diserahkan kepada Badan Legislatif Mesir tahun 1911. Empat di
antaranya adalah pendidikan wanita, poligami, umur nikah, dan masalah jilbab.*?

Usaha pembaharuan Hukum Kelurga Mesir juga ditopang oleh tuntutan
Gerakan Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari The Egyptian Feminist Umon yang
berdiri pada tahun 1923, dipimpin oleh Huda Sya‘rawi. Kelompok ini mengajukan
32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Di antara tuntutan itu
adalah: 1. Pendidikan kepada wanita, 2. Pembaharuan hukum keluarga, 3. Batas
minimal perkawinan, 4. Pembatasan poligami, 5. Pembatasan hak cerai laki-laki.
Menurut N. J. D. Anderson seperti dikutip oleh Khoiruddin, isi Pembaharuan
Hukum Keluarga Mesir lebih radikal dan lebih luas daripada Hukum Keluarga
Turki.

Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam
Undang-undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di pengadilan
tahun 1897 (Egyptian Code of Organization and Prosedure for Syari’ah Court of

1897). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemberitahuan suatu perkawinan

1 Nasution, Status Wanita, h. 94.
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Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid., h. 95.



atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hal inilah yang kemudian
diperluas dengan peraturan perundang-undangan tahun 1909-1910, dan diubah
tahun 1913 di mana pada pasal 102 disebutkan bahwa perdebatan sekitar
perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga
tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya
saja menurut Undang-undang tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup
dengan oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara.
Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi
pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang
yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan
kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (official certificate).

Perjanjian Perkawinan atau Peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan
untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk
mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekangan salah satu pihak
untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian jika perjanjian itu batal
dan merugikan pihak lain baik secara moral ataupun material, maka pihak yang
dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut.'® Jadi
pertunangan bisa dilakukan dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan ada
kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa
dirugikan. Perjanjian ini pula tidak mengharuskan kepada salah satu atau kedua
pihak untuk melakukan perkawinan meskipun mereka sudah tidak saling
mencintai lagi.

Mengenai pembatasan usia perkawinan di Mesir, terdapat dalam Undang-
undang No. 56 tahun 1923 Pasal 1 yang menyatakan bahwa usia minimal
perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria pada saat
menikah.

Ada dua hal untuk mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yaitu: Akte Kelahiran atau berupa surat resmi yang dapat

menaksir tanggal kelahiran seseorang, dan sertifikat kesehatan yang

* Dawoud Sudqi el-Alami, The Marriage Contract in Islamic Law in the Syari’a and
Personal Status Laws of Egypt and Maroco, cet. 1 (London: Hartnoll Ltd, 1992), h. 16.



memperlihatkan taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh
Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan setempat. Jika keduanya atau salah satu
pihak calon suami atau istri tidak memenuhi ketentuan umur perkawinan dalam
Undang-undang tersebut, maka dilarang untuk melakukan pendaftaran
perkawinan.

Undang-undang Mesir No. 25 tahu 1920 mengenal dua reformasi dalam
talak atau cerai, yaitu: 1. Hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan
gagal memberikan nafkah, dan 2. Talak jatuh karena alasan adanya penyakit yang
membahayakan. Sementara Undang-undang No. 25 tahun 1929 mempunyai
reformasi hukum lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena:
perlakuan yang tidak baik dari suami dan pergi dalam waktu yang lama. Jadi
Undang-undang tahun 1920 memberdayakan pengadilan dan memperluas difinisi
penyakit membahayakan dalam perceraian, sementara Undang-undang tahun 1929
memberdayakan pengadilan.

Undang-undang No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian pasal 5, wanita
yang dicerai mempunyai hak pembelanjaan dari suami bila talaknya bersifat
raj’iah, sedang terhadap ketiga jenis talak berikut ini, lepas dari tanggungan
suami, yakni: 1. Talak Ketiga; 2. Talak sebelum sempurnanya pernikahan; dan 3.
Talak yang diajukan seorang Istri. Dengan demikian bahwa Mesir dalam
menentukan hak-hak wanita dalam perceraian lebih bersumber dari pendapat-
pendapat para imam mazhab.

Mesir memperbolehkan praktek poligami dengan adanya kesempatan isteri
untuk mengajukan gugat cerai karena poligami tersebut sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 100 tahun 1985. Dalam materi Undang-undang tersebut
ditentukan bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bahwa poligami dapat
menjadi alasan perceraian bagi isteri dengan alasan, poligami mengakibatkan
kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Bila
suami berencana poligami harus seizin pihak pengadilan dan pengadilan harus
memberitahukan kepada isterinya tentang rencana poligami tersebut. Dalam pasal
11A Undang-undang No. 100 tahun 1985 dinyatakan seseorang yang akan

menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan
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perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai isteri harus mencantumkan nama dan
alamat isteri-isterinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan isterinya tentang
rencana perkawinan tersebut. Seorang isteri yang suaminya menikah lagi dengan
wanita lain dapat minta cerai atas dasar kemudaratan ekonomi yang diakibatkan
oleh poligami, dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama dengan
suaminya secara rukun. Hak cerai dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak
dalam taklik talak. Jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka perceraianlah
yang terjadi. Hak isteri hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya
selama waktu satu tahun dan dia mengetahui perkawinan dimaksud. Tetapi, hak
ini tetap menjadi hak isteri setiap kali suaminya menikah lagi. Seorang isteri yang
dinikahi dan tidak mengetahui kalau suaminya telah memiliki isteri, berhak minta
cerai segera setelah mengetahuinya.

Berdasarkan pasal ini maka ada beberapa ketentuan mengenai poligami: 1.
Adanya pemberitahuan kepada isteri oleh pencatat nikah tentang pernikahan
suaminya; 2. Isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan alasan poligami
suaminya dalam waktu satu tahun; 3. Hak cerai gugat isteri gugur setelah satu
tahun; dan 4. Jika sebelumnya isteri tidak mengetahui poligami tersebut maka ia
berhak minta cerai setelah mengetahuinya. Dengan demikian, untuk
melaksanakan poligami lebih longgar daripada di Negara Islam lainnya.
Walaupun demikian, hukuman terhadap pelanggaran ketentuan poligami termasuk
tindak pidana.

Hal Kawin Campur terdapat dalam Law No. 68 tahun 1947 yang
diamandemen oleh Law No. 103 tahun 1976 yang memindahkan pasal 2, 5, 6, 9
dan 12 kepada peraturan baru. Dalam pasal 5 dikatakan bahwa notaris, sebelum
mencatat perkawinan harus memperjelas identitas kedua mempelai. Jika terdapat
perkawinan antara wanita Mesir dengan pria non Mesir, maka Dinas Perkawinan
harus memastikan hal-hal berikut: 1. Kehadiran mempelai pria saat akad; 2.
Perbedaan umur antara keduanya tidak lebih dari 25 tahun; 3. Pihak pria harus
menyertakan dua buah sertifikat dari negara asal atau kedutaannya. Pertama
menyatakan bahwa negara asal tidak melarang pernikahan itu dan kedua

menggambarkan identitasnya meliputi tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan,
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tempat di negara asal, status perkawinan, jumlah isteri dan anak, sirkulasi
keuangan dan sumber penghasilan. Kedua sertifikat itu harus ditandatangani oleh
pihak pemerintahan Mesir; 4. Kedua mempelai harus mempunyai Akta Kelahiran
atau surat resmi lain yang menunjukkan tanggal lahir. Dalam hal ini maka jelas
Hukum Keluarga Mesir menitikberatkan pada legalitas pihak asing
memperbolehkan untuk menikahi warganegaranya, tanpa ada persyaratan yang
memberatkan.

Ketentuan Pidana dalam Perkawinan menyangkut pada pelanggaran
ketentuan poligami, yakni suami yang melanggar pasal 11A Undang-undang No.
100 tahun 1985 dapat diberikan sanksi hukuman penjara atau denda, atau bahkan
kedua-duanya sekaligus. Hal ini diatur dalam pasal 23A Undang-undang no. 100
tahun 1985, yaitu: seorang yang menceraikan isterinya, bertentangan dengan
aturan yang ada dalam pasal 5A undang-undang ini, dapat dihukum dengan
hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda 200 pound Mesir atau kedua-
duanya. Sama juga dengan orang yang membuat pengakuan palsu. Kepada
pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum
dengan hukuman penjara maksimal satu bulan dan dengan hukuman denda
maksimal 50 pound Mesir. Pegawai yang bersangkutan dapat dinonaktifkan
selama maksimal satu tahun.

Ketentuan kebebasan telah pula diatur, ditransformasikan kedalam
Undang-undang Republik Rakyat Mesir, sebagaimana yang ditegaskan dalam
pasal 46 yang berbunyi The state shall guarantee freedom of belief and freedom to
exercise religion. Sebagai lanjutan dari ketentuan kebebasan beragama, maka
pada pasal 47 Undang-undang mengatur tentang jaminan Negara terhadap
kebesan berpendapat, dan mempropagandakan pendapatnya itu. Sehubungan
dengan itu maka kebabasan pers, percetakan, publikasi, dan berbagai cara
informasi lainnya dijamin oleh Negara. Ketentuan ini diatur dalam pasal 48
Undang-undang. Mesir pun mengatur kebebasan berkumpul dan berserikat yang
diatur dalam pasal 54 dan 55 Undang-undang.

Walaupun masalah pernikahan sudah diatur dalam Undang-undang

Keluarga Mesir, namun sampai saat ini ada sebuah tradisi yang masih berlangsung
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di Mesir tentang pernikahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Pernikahan ini di kenal dengan sebutan Zawag ‘Urfi, fenomena ini
menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dan mempengaruhi para pemuda
di Mesir. Hal ini terjadi karena tingginya biaya pernikahan yang memaksa banyak
pasangan muda untuk menunggu beberapa tahun sebelum mereka menikah.'®
Masyarakat Mesir konservatif melarang hubungan seks sebelum menikah, maka
nikah ‘urfi dianggap sebagai solusi. Secara umum nikah ‘urfi dilakukan oleh
seorang ulama di hadapan dua orang saksi. Namun, mereka tidak terdaftar secara
resmi di instansi pencatatan pernikahan. Proses pernikahan dilakukan dengan
mengulangi kata-kata, ‘kami menikah’ dan berjanji komitmen di hadapan Allah
swt oleh kedua pasangan. Keterangan pernikahan ditulis di atas kertas yang
menyatakan bahwa keduanya menikah dan ditandatangani oleh dua orang saksi.

Pasangan menikah dengan cara ini sering melakukan pertemuan secara
rahasia dan menghindari biaya menyewa flat/apartemen.’” Di lain pihak, nikah
‘urfi dapat menjadi bencana bagi perempuan, karena apabila ditinggalkan
perempuan tidak punya hak hukum untuk meminta cerai dengan alasan bahwa
nikah ‘urfi dianggap ilegal berdasarkan status hukum sebelumnya. Keadaan isteri
akan semakin sulit, jika suami menikah lagi, berbeda dengan keadaan isteri,
apabila menikah lagi dalam keadaan ditinggal suami, maka bisa dituduh poliandri
dan bisa dijatuhi hukuman berat yaitu dipenjara selama tujuh tahun.

Pemerintah Mesir tidak mengakui nikah ‘urfi sampai tahun 2000, dan
catatan pernikahan dapat digunakan hanya untuk membuktikan hubungan di
pengadilan. Seorang perempuan tidak bisa bercerai karena pemerintah tidak
mengakui pernikahan tersebut. Namun belakangan nikah ‘urfi sudah diakui pada
tanggal 29 Januari 2000, namun menyangkal tentang hak-hak pengasuhan dan
dukungan terhadap anak.

Nikah ‘urfi di Mesir selalu ada tapi untuk alasan yang berbeda, pada masa
lalu biasa terjadi terhadap para janda tentara yang memiliki pensiunan besar dari

mantan suami. Mereka akan kehilangan dana pensiunan dari suami pertama

1 Wafa Abd al-Majid, Al-Zawaj al-‘Urfi wa Musykilatuhu (Tesis: Fakultas Dirasat
Islamiyah Universitas al-Azhar, 2012), h. 10.
Y Umumnya rumah di Mesir berbentuk flat/apartement yang bentuk dan ukurannya sama.
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karena menikah secara resmi, usaha yang dilakukan untuk itu adalah menikah
tetapi tidak tercatat di pemerintahan. Namun saat ini, hal itu terjadi pada sebagian
besar mahasiswa dan pasangan muda yang tidak mampu membayar tingginya
biaya perkawinan. Walaupun hal ini masih terjadi di Mesir, namun tidak jarang
terjadi kontroversial terhadap nikah ‘urfi. Hal ini dikarenakan sebagian orang
menjadikan dokumen dan tanda-tanda yang menyatakan diri sudah menikah
diselewengkan untuk hal-hal yang menyimpang. Sebagian pasangan tidak
menginformasikan kepada keluarga mereka tentang pernikahannya. Karena hal ini
sering menimbulkan polemik maka sebagian ulama Mesir menentang nikah ‘urfi,
dengan alasan sebagai kedok untuk melakukan seks pra-nikah. Nikah ‘urfi, sering
juga dijadikan sebagai jalan untuk menghalalkan prostitusi, beberapa perempuan
melakukan kontrak nikah ‘urfi dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Mesir
pada musim panas. Kontrak ini dibuat tanpa saksi dan biasanya berakhir dengan
perceraian pada akhir musim panas.’® Karena alasan-alasan tersebut maka
sebagian besar ulama Mesir mengutuk penggunaan nikah ‘urfi ini.

Namun legalitas atas nikah ‘urfi ini bahkan datang dari lembaga fatwa
Mesir, yang menyatakan nikah ini sah secara syariat Islam. Salah satu ulama yang
sering menyampaikan fatwa tersebut adalah Mufti Agung Mesir yang telah lalu
yaitu ‘Ali Jum‘ah. Fatwa yang disampaikan bukan hanya secara lisan namun
sudah dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul: Al-Kalim af-Tayyib
Fatawa Asriyyah.19 Tentunya ‘Ali Jum‘ah, punya argumen yang kuat atas fatwa
yang dikeluarkannya tersebut. Walaupun demikian fatwa yang dikeluarkan ini
tentunya mendapatkan reaksi yang beragam dari ulama lain, namun tidak sedikit

juga yang sependapat dengannya.?

18 Katarzyna Gorak-Sosnowska dan Maciej Klimiuk, “Romans Czy Rodzina? Malzenstwo
‘urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie”, dalam: InterAlia. A Journal of Queer
Studie, vol. 8 tahun 2013, h. 201.

9 <Ali Jum‘ah Muhammad, al-Kalim af-Tayyib Fatawa Asriyyah (Kairo: Dar as-Salam,
2013), h. 308.

% Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa dengan ‘Ali Jum‘ah, dapat dilihat
dalam beberapa buku sebagai berikut: Muhammad Mutawali asy-Sya‘rawi, Yasalunaka fi ad-Din
wa al-Hayat (Kairo: Al-Maktabah at-Taufigiyah, t.t.), h. 332. Wizarah al-‘Adl Dar al-Ifta’ al-
Masriyah, al-Fatawa al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Ifta’ al-Masriyah Jumhiiriyah Masr al-Arabiyah,
1996), jilid XXIII, h. 8892. ‘Atiyah Saqar, Fatawa wa Ahkam li al-Mar’ah al-Muslimat (Kairo:
Maktabah Wahbah, 2002), h. 80.
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Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti
sejauh mana kedudukan nikah ‘urfi dalam perspektif Islam, dalam hal ini fatwa
yang dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir ‘Ali Jum‘ah, yang memberikan
pernyataan baik secara lisan maupun tulisan bahwa nikah ‘urfi ini dibolehkan.
Kontroversi yang terjadi di kalangan ulama ini akan membangun nuansa baru
dalam pemahaman pada masalah hukum Islam. Hal ini sangat menarik untuk
dikaji lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berbentuk tesis,
dengan argument utama bahwa pentingnya dalam Islam untuk mempermudah
pernikahan, karena Islam menganjurkan pernikahan bagi orang yang sudah
mampu. Tidak ditetapkannya pencatatan sebagai rukun maupun syarat dalam
pernikahan, hanya sebagai sarana untuk mendengarkan gugatan saja. Penelitian ini
penting karena Pertama, adanya anggapan atau pandangan miring tentang nikah
‘urfi, yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa nikah yang tidak tercatat
adalah nikah yang tidak sah, pernikahan ini dianggap nikah liar. Kedua,
pencatatan nikah yang diwajibkan oleh pemerintah terkadang tidak terjangkau
oleh kalangan yang berada jauh di pedalaman desa, sehingga pencatatan nikah
sulit dilakukan dan nikah ‘urfi menjadi solusinya. Ketiga, faktor-faktor seseorang
yang melakukan nikah ‘urfi yang dipandang sebagai solusi seperti: perawan tua,
janda, seorang suami yang melakukan perjalanan jauh dan memerlukan waktu

yang lama.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

masalah pokok yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana nikah ‘urfi
dalam perspektif Islam? Penelitian ini akan mengkaji fatwa ‘Ali Jum‘ah, yang
merupakan Mufti Agung Mesir, fatwa tersebut telah dirangkum dalam kitab al-
Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah. Untuk itu diperlukan beberapa sub masalah
yang akan diteliti, masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan nikah ‘urfi?

2. Bagaimana pandangan ‘Ali Jum‘ah tentang nikah ‘urfi dalam kitab al-Kalim

at-Tayyib Fatawa Asriyyah dan apa saja dalil-dalilnya?
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3. Bagaimana pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang nikah

Urfi?

C. Batasan Istilah
Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang
ada pada penelitian ini, peneliti membatasi beberapa istilah yang digunakan.

Adapun batasan istilah yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah:

1. Fatwa

Salah satu produk hukum Islam adalah fatwa, fatwa disebut juga
dengan petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan
hukum, jamaknya adalah fatawa. Fatwa merupakan salah satu institusi
dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap
problem yang dihadapi umat. Fatwa dalam sistem hukum Islam sangat
penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin
banyak dan kompleks dibandingkan permasalahan yang terjadi pada masa
Nabi Muhammad saw.?! Sebagaimana yang disampaikan Muhammad

Sayyid Tantawi bahwa fatwa akan ada sampai kapan pun dan di mana pun.

2.2y Dl Vly aSVly 1) oo ot sl i

[Fatwa bisa berkembang seiring perkembangan masa, perubahan letak
geografis, peralihan kondisi, dan pergeseran niat]. Fatwa merupakan hasil
ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk
lisan dan tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan fatwa-fatwa
berharga untuk kepentingan umat manusia, keadaan saat itu. Adapun fatwa
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung
Mesir) yang mengeluarkan fatwa terkait dengan nikah ‘urfi yang menjadi

pembahasan dalam penelitian ini.

! Ridwan Nurdin, Kedudukan Fatwa MUI dalam pengembangan Ekonomi Syari’ah di
Indonesia (Makalah tidak diterbitkan).

2 Muhammad Sayyid Tantawi, ljtihad fi al-dhkam asy-Syar’iyyah, cet. 1 (Kairo:
Mujamma’ Mutabi al-Azhar Syarif, 2007), h. 3.
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2. Nikah ‘Urfi

Menurut istilah fikih kontemporer nikah ‘urfi adalah suatu
pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat
secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.?®
Disebut dengan nikah ‘urfi (nikah adat), karena pernikahan ini merupakan
adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat Muslim sejak masa
Nabi saw, dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk
mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati
mereka. Nikah ‘urfi yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah
pernikahan yang terjadi di Mesir tempat lahirnya fatwa ‘Ali Jum‘ah

tersebut.

3. Dar al-Ifta’ al-Misriyah

Dar al-Ifta’ al-Misriyah merupakan lembaga fatwa pertama yang
didirikan di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895
berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang
ditujukan kepada Nizarah Haqqaniyah No. 10 tanggal tanggal 21 November
1895. Surat tersebut telah diterima oleh Nizarah yang bersangkutan tanggal
7 Jumadil Akhir 1313 No. 55. Dar al-Ifta’ al-Misriyah merupakan salah satu
pilar institusi Islam di Mesir selain al-Azhar asy-Syarif, Universitas al-
Azhar dan Kementerian Wakaf. Pada mulanya, Dar al-Ifta’ al-Misriyah
merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen
Kehakiman. Mufti Agung Mesir selalu diminta pendapatnya tentang vonis
mati dan sebagainya. Namun, tugas dan peran lembaga fatwa Mesir tidak
terbatas di sana saja bahkan jangkauannya pun tidak hanya Mesir namun
menjamah ke seluruh dunia. Hal itu dapat diketahui dengan banyaknya
pertanyaan yang dilayangkan ke lembaga fatwa Mesir di mana para

penanyanya berasal dari berbagai penjuru dunia, ditambah dengan

% Ad-Dirasat Islamiyah, Majalah al-Buhiis al-Fighiyyah, ed. 36, th. 9/Rajab-Sya’ban-
Ramadhan (Riyadh: Majalah Mustagilah, 1428 H.), h. 194.
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diadakanya pelatihan fatwa untuk mahasiswa asing. Terdorong dari faktor
ini ditambah lagi dengan posisi Dar al-Ifta’ al-Misriyah yang selalu
dijadikan rujukan (marji’iah) karena metodenya yang moderat (tawasut)
maka Dar al-Ifta’ al-Misriyah hingga saat ini selalu mengikuti
perkembangan teknologi terkini agar dapat merealisasikan tuntutan ini
semua. Secara global tugas lembaga ini terbagi menjadi dua; tugas
keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Adapun tugas
keagamaan, di dalamnya terdapat beberapa poin di antaranya: menerima
permohonan dan pertanyaan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai
bahasa, menentukan setiap permulaan bulan hijriyah, mengadakan pelatihan
fatwa kepada mahasiswa asing, mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan
dengan masalah keagamaan, menyusun riset-riset ilmiyah, menjawab
kesalahpahaman terhadap Islam serta mengadakan sistem belajar jarak jauh.
Adapun tugas lembaga fatwa Mesir yang berkaitan dengan pengadilan
berupa pemberian keputusan menurut syarak terhadap vonis mati terdakwa.
Dalam hal ini Mufti Agung Mesir mengecek seluruh berkas yang ada (bukti-
bukti dari awal hingga akhir) serta mencari dalil dalam agama dan pendapat
para ulama terhadap kasus tersebut yang pada akhirnya akan dikembalikan

kepada pihak kehakiman dalam pembacaan vonis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di

atas, maka penelitian ini hendak mencari dan mendeskripsikan nikah ‘urfi dalam

perspektif Islam: Analisis fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir) dalam kitab al-

Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah. Secara rincinya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan maksud nikah ‘urfi.

2. Menjelaskan pandangan ‘Ali Jum‘ah dalam kitab al-Kalim az-Tayyib

Fatawa Asriyyah dan apa saja dalil-dalilnya.

3. Mengetahui pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang nikah

‘urfi.
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E. Kegunaan Penelitian

Berbagai temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya khazanah pengetahuan tentang nikah ‘urfi. Dengan harapan
penelitian ini berguna bagi pengembangan studi hukum Islam baik dalam bidang
pemikiran maupun pengembangan dan penerapan syariat Islam di Indonesia.

Bagi program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian tentang kebiasan-kebiasan
yang dilakukan oleh masyarakat Muslim khususnya di Mesir dalam melaksanakan
pernikahan. Selain nikah sirri di Indonesia banyak lagi jenis-jenis nikah lain yang
dilakukan di negara-negara lain walaupun legalitasnya masih menuai kontradiksi
namun dinyatakan sah menurut hukum Islam jika ditinjau dari mazhab yang
empat. Hasil penelitian ini diharapkan berguna pula bagi para peneliti yang ingin
memperdalam penelitian tentang nikah ‘urfi. Sehingga apa yang ditemukan dalam
penelitian ini bisa menjadi perbandingan dan menjadi dasar bagi peneliti lain

untuk mengumpulkan data-data terkait dengan nikah ‘urfi.

F. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan judul dan pembahasan dalam penelitian ini,
peneliti melakukan peninjauan terhadap berbagai literatur, terutama di
perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan mengakses
berbagai media untuk menemukan judul atau pembahasan yang sama. Sepanjang
penelusuran yang peneliti lakukan belum menemukan judul maupun pembahasan
yang sama, namun ada beberapa penelitian dengan judul berbeda akan tetapi
berkaitan dengan nikah ‘urfi, di antaranya:

Penelitian Abdul Bagi Muhammad Farj al-Ham, dengan judul: Al-Hukm
asy-Syar i li al-Ziwdj al-‘Urfilg #9020 oS4 [Hukum Islam Terhadap Nikah

‘Urfi]. Tulisan ini dipublikasikan dalam sebuah Jurnal University of Bakht Alruda

Scientific Journal Issue/ids) o) <2 wl~ a2, pada tahun 2013. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui tentang nikah ‘urfi dalam Islam dengan

mendeskripsikan bagaimana pernikahan dalam Islam, perbedaan antara nikah ‘urfi
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dan nikah yang mengikuti syariat dan menjelaskan hukum Islam tentang akad dari
pernikahan ini. Dari fenomena yang ada seputar nikah ‘urfi dan banyaknya
pemuda terjebak dalam pernikahan ini, sehingga Abdul Bagi Muhammad Farj al-
Ham beranggapan bahwa pentingnya memperhatikan akad dalam sebuah
pernikahan dalam Islam, adanya wali dan perlunya saksi dalam pernikahan serta
tercatat di lembaga pencatatan nikah. Jika tidak dicatatkan, maka hukumnya
menjadi batal.

Penelitian Gorak Sosnowska dan Maciej Klimiuk, yang berjudul: Romans
Czy Rodzina? Malzenstwo ‘Urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w
Egipcie [Romantis Apakah Family? Nikah ‘Urfi, Pernikahan yang Dibayangkan
Turis Perempuan Barat di Mesir]. Penelitian ini diterbitkan dalam InterAlia, A
Journal of Queer Studies. vol. 8 tahun 2013. Penelitian ini mendiskripsikan
tentang fenomena pernikahan yang terjadi di Mesir yang diakibatkan oleh
tingginya biaya pernikahan. Peran nikah ‘urfi menjadi alat agama untuk
melegitimasi sebuah hubungan. Pada masa yang sama juga merupakan langkah
untuk memasuki sebuah pembenaran tentang pernikahan resmi. Nikah ‘urfi telah
diterapkan selama beberapa tahun terakhir bagi hubungan wisatawan perempuan
Barat dan laki-laki lokal yang disebut wisata seks atau asmara. Penelitian ini
menganalisis cara pemahaman dan persepsi nikah ‘urfi oleh wisatawan perempuan
Barat. Sumber-sumber yang terdiri dari postingan perempuan secara online di
forum-forum khusus untuk menjalin kemesraan antara perempuan Eropa dan
lelaki Arab. Beberapa jenis narasi dapat dipastikan, seperti adanya potensi
mencari pasangan seks, dan ‘urfi menjadi alat untuk menyudutkan wanita Barat
yang terlibat dalam model ini, legitimasi untuk berhubungan seks, atau niat yang
tulus dari seorang habib (kekasih). Keluarga menjadi hal yang tidak begitu
penting dari hubungan ini, yang lebih ditekankan adalah kealamian sebuah
hubungan.

Penelitian Shahreena Shahrani, yang berjudul The Social (Re)
Construction of ‘Urfi Marriage. Penelitian ini ditulis untuk menyelesaikan
program doktoral di Near Eastern Languages and Cultures the Ohio State

University pada tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan bahwa pada masa lalu,
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nikah ‘urfi digunakan untuk menggambarkan semua pernikahan sosial dan
keagamaan di masyarakat Mesir. Namun, ketika Mesir memberlakukan
persyaratan untuk pendaftaran pernikahan, pada tahun 1931, hal ini menciptakan
perpecahan antara budaya yang telah ada dan hukum modern, yang
menghancurkan tradisi dari nikah ‘urfi ini yang sudah ada sejak lama. Sejak akhir
abad ke-20, nikah ‘urfi kembali menjadi alternatif sebagai pernikahan yang sah
bagi mereka yang menemukan tradisi pernikahan modern secara sosial atau belum
mapan dari segi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas
dalam merekonstruksi dan mendefinisikan nikah ‘urfi dan merenungkan apakah
praktek sosial kontemporer (dalam satu atau lebih variasi) suatu hari sepenuhnya
akan diterima dalam masyarakat Mesir. Untuk mencapai hal tersebut, Shahreena
Shahrani, mengambil karya-karya klasik dari Berger dan Luckman, pada
konstruksi sosial dari realita untuk menjelaskan bagaimana berbagai wacana film,
blog, wacana hukum, televisi dan populer lain-menginterogasi kategori ‘urfi,
konteks definisi sesat, dan berusaha untuk membongkar negosiasi sosial
berlangsung di sekitarnya dan yang bertentangan pengertiannya dalam rangka
untuk memahami mengapa hal tersebut muncul kembali dan memperoleh
legitimasi di antara banyak segmen masyarakat. Seperti penelitian dalam
permasalahan ‘urfi dan topik terkait yang disajikan melalui media seni film,
penelitian lapangan, sumber daya online juga memungkinkan untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih luas tentang persepsi, makna, dan ide-ide yang berkaitan
dengan pernikahan juga pada praktek saat ini nikah ‘urfi sering dianggap topik
tabu, dengan segmen bervariasi dari masyarakat Mesir. Karena pernikahan adalah
suatu ikon yang kuat untuk generasi yang akan datang di Mesir. Pada akhirnya,
perdebatan ini dalam bentuk apa pun dari nikah ‘urfi akan menimbulkan dampak
yang kompleks, isu yang terkait seperti kebebasan individu, kedewasaan, keluarga
dan kewajiban bermasyarakat, pilihan seseorang dalam perkawinan, hak
pewarisan, etika ilmu kedokteran, moralitas, dan terutama relevansi dan integrasi
orang dewasa muda di masyarakat Mesir kontemporer dan masa depan.

Penelitian Wafa Abd al-Majid, yang berjudul: Al-Zawaj al-‘Urfi wa
Musykilatuhuls>Ssay 32 2199 [Nikah ‘Urfi dan Permasalahannya]. Penelitian ini
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ditulis untuk menyelesaikan Program Magister Fakultas Dirasat Islamiyah di
Universitas al-Azhar pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan tentang nikah
‘urfi dan permasalahan yang timbul dari pernikahan ini. Nikah ‘urfi ini telah
menjamur dikalangan masayarakat khususnya di kalangan pemuda-pemudi,
pernikahan ini hanya sebagai pelarian dari tanggung jawab, menghindari syariat,
mencoba melegitimasi hukum dan kurangnya pengetahuan agama yang baik.
Penelitian ini menyoroti masalah yang paling penting yang timbul dari
pernikahan urfi terhadap permasaahan undang-undang yang berlaku, seperti
ketidakmampuan untuk mengklaim nafkah (tunjangan), dan untuk membuktikan
keturunan anak dan perceraian, serta permasalahan sosial yang berkaitan dengan
hilangnya martabat sebuah keluarga dan anggapan masyarakat yang beragam,
apalagi jika pernikahan ini tidak diiklankan (diberitahukan), maka akan
menyebabkan krisis kejiwaan yang berujung kepada rasa bersalah, depresi dan
bunuh diri. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada kaitan antara
masalah yang timbul dari nikah ‘urfi, dan nilai-nilai umum yang berlaku, selain
tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rentannya terhadap masalah yang
ditimbulkan dari pernikahan ini sebagai akibat dari perbedaan dalam tingkat
sosial, ekonomi dan budaya.

Penelitian Hamdani Rokan, yang berjudul Peraktik Nikah Sirri pada
Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Medan Estate. Penelitian ini
ditulis untuk memperoleh gelar Magister di Institut Agama Islam Negeri Medan
pada tahun 2012. Penelitian ini dilakukan dengan observasi terhadap pasangan
yang melakukan peraktik nikah sirri. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok
masalah adalah (1) Bagaimana praktik nikah sirri pada masyarakat di Kecamatan
Percut Sei Tuan Desa Medan Estate Kabupaten Deliserdang? (2) Bagaimana
keabsahan nikah sirri menurut masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa
Medan Estate Kabupaten Deliserdang dan Undang-Undang No. 1 tahun 19747 (3)
Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga pada
nikah sirri? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan studi kasus, yang dilakukan di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa

Medan Estate Kabupaten Deliserdang. Hasil penelitian ini adalah peraktik nikah
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sirri pada masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan desa Medan Estate layaknya
pernikahan pada umumnya, peraktik nikah sirri dilaksanakan sesuai dengan
prosesi pernikahan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan syarat, yang membedakan
dalam peraktiknya adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah
(PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi hanya mendapatkan selembar
kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan sebagai bukti telah menikah
(surat pernyataan akad nikah). Keabsahan nikah sirri menurut masyarakat bahwa
pernikahan tersebut hukumnya sah, jika pernikahan tersebut telah memenuhi
ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Sedangkan status hukum
pernikahan sirri dalam perspektif hukum positif dapat dirumuskan tidak menurut
ketentuan hukum positif, semua implikasi yang timbul di dalamnya dianggap
ilegal. Pandangan masyarakat terhadap hubungan rumah tangga yang dirasakan
oleh pelaku nikah sirri yang bercerai terputus. Hubungan pada pasangan nikah
sirri yang tidak bercerai tetap baik.

Penelitian Khofid Tahtayani, yang berjudul Nikah di Bawah Tangan dan
Faktor Penyebabnya, sebuah skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang tahun 2006. Penelitian ini mendiskrifsikan bahwa
pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan
rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain,
sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu,
pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam
di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa
sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara

resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah
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tangan. Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, penulis
mengadakan penelitian lapangan tentang nikah di bawah tangan di Desa
Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati
Kabupaten Pati terdapat sepuluh pasangan nikah di bawah tangan. Nikah bawah
tangan menurut mereka dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan
prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Nikah bawah tangan
mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan
sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah
tangan semacam itu semua syarat dan rukun telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor
yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalnya biaya
perkawinan, kendala pada masa studi, kurangnya pendidikan dan pemahaman
ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: Pertama, tujuan yang
bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan
yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah; Kedua, tujuan yang bersifat
psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa: Ketiga,
tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan
seksual; dan Keempat, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari
keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya. Dengan memfokuskan
analisis atau interpretasi kepada aspek rasionalitas tindakan atau perilakunya maka
dapat dibedakan kepada tindakan yang rasional, dan non rasional. Dengan
menganalisis perilaku nikah bawah tangan di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati
Kabupaten Pati, maka dapat dinyatakan bahwa hal itu jelas merupakan tindakan
rasional, karena dilakukan atau berhubungan dengan pertimbangan yang sadar.

Penelitian Muhammad Saleh Ridwan, yang berjudul Perkawinan Sirri,
dipublikasikan dalam Jurnal al-Qadau, pada tahun 2014. Dalam penelitian ini
diungkapkan bahwa pernikahan atau perkawinan bagi umat Islam merupakan
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami
isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah

tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan dalam Islam
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dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah. Oleh karena pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus
dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya
perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam suatu
masyarakat, tidak dapat dipungkiri terjadinya praktek-praktek perkawinan seperti
kawin siri. Masyarakat memahami nikah siri sebagai sebuah pernikahan yang
tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) alias nikah di bawah tangan.
Keberadaan nikah sirri dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum
positif (hukum negara). Nikah sirri adalah nikah tanpa wali pihak istri. Jika nikah
sirri tanpa wali, maka hukumnya tidak sah baik secara agama maupun secara
hukum negara.

Penelitian Erlina, yang berjudul Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa
(Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Malang), sebuah tesis di Universitas Islam
Negeri Malang tahun 2014. Penelitian ini mendiskrifsikan tentang nikah sirri
yang merupakan alternatif dari kebuntuan para pasangan mahasiswa yang
keinginan menikahnya sudah membuncah dan memenuhi ruang batin, tetapi tidak
mampu melangsungkan pernikahan karena adanya hambatan dan ketidakpastian
psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Nikah sirri merupakan pernikahan yang
dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah
(PPN). Dinamakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup,
rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi dalam bentuk resepsi.
Meskipun dari sisi Hukum Islam nikah sirri tidak mengakibatkan pernikahan itu
batal atau tidak sah, asalkan memenuhi rukun nikah, yaitu: 1. Calon suami dan
calon istri; 2. Wali; 3. Saksi; 4. Akad; dan 5. Mas kawin. Tetapi banyak
mahasiswa yang menikah sirri tanpa wali nikah terutama untuk pihak perempuan.

Hal ini mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan model ini tidak
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memiliki legalitas hukum formal kenegaraan. Sistem hukum Indonesia tidak
mengenal istilah nikah sirri dan tidak mengaturnya secara khusus dalam sebuah
Undang-Undang. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang nikah sirri di
kalangan mahasiswa di Malang dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang
mahasiswa melakukan nikah sirri dan untuk mengetahui kehidupan rumah tangga
mereka dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam arti yang
dibahas adalah kasus-kasus secara intensif dan mendalam. Sumber data dalam
penelitian ini adalah empat pasang atau delapan informan mahasiswa pelaku nikah
sirri. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik
wawancara, sedangkan teknik analisa datanya menggunakan analisa deskriptif
kualitatif secara prosedural. Hasil penelitian ini adalah, faktor penyebab
mahasiswa melakukan nikah sirri adalah karena mereka mempunyai motivasi dan
tujuan. Adapun motivasi nikah sirri adalah karena lamanya pacaran, Marriage by
Accident (MBA), tuntutan orang tua yang ingin segera menimang cucu, nhikah
sirri sebagai tahap awal untuk mendapat restu dari orang tua, dan nikah sirri
karena pemahanan nilai-nilai agama yang begitu kuat. Sedangkan tujuan
mahasiswa menikah sirri ada yang bersifat normatif, psikologis, biologis, sosial-
ekonomis dan tujuan yang berorientasi nilai. Secara umum, mahasiswa yang
menikah sirri masih tinggal secara terpisah dan mereka memiliki konsep menikah
dahulu rumah tangga kemudian.

Penelitian lim Aziza, yang berjudul Nikah Sirri, Pencatatan Nikah, dan
Isbat, dipublikasikan pada tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan bahwa nikah
sirri adalah istilah untuk sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi.
Dari analisis pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinannya
tetap sah secara agama, tapi tidak diakui oleh negara, karena sebuah perkawinan
harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Fakta ini membingungkan dan
tidak tegas, sehingga masih banyak terjadi pernikahan di bawah tangan (nikah
sirri). Alhasil, ketentuan pencatatan perkawinan itu hanya dianggap sebagai
masalah administrasi negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah
atau tidaknya sebuah perkawinan. Faktanya, perkawinan hanya dapat dibuktikan
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dengan Akta Nikah. Jika pernikahan tidak dicatatkan, berarti ilegal dan
berimplikasi sangat jauh. Karena undang-undang/peraturan tidak bisa berlaku
surut, bagaimana dengan perkawinan yang tidak dicatatkan sebelum
diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974? Solusinya Isbat
Nikah, namun perkawinan yang tidak dicatatkan dan berlangsung setelah tahun
1974 —bahkan masa sekarang pun— dapat dimintakan isbat nikahnya kepada
Pengadilan Agama. Sebagai solusi, isbat nikah tentu berdampak sangat positif,
karena sebuah pernikahan diakui legalitasnya oleh hukum negara. Implikasinya,
segala hak keperdataan sebagai akibat hukum pernikahannya juga diakui. Namun
bisa menjadi masalah baru, jika isbat nikah diberikan kepada pelaku poligami,
menjadi petaka bagi istri pertama dan keluarganya. Dampak lainnya, jika isbat
nikah diputuskan dengan mudah akan menjadi preseden buruk, yaitu massifnya
pernikahan di bawah tangan. Padahal pernikahan di bawah tangan hanya akan
diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga. Jika hal ini terjadi, maka tidak
ada artinya Undang-Undang Perkawinan yang diperjuangkan sekuat tenaga
sebagai salah satu bentuk formalisasi Hukum Islam dalam percaturan Hukum
Nasional.

Alasan nikah sirri, di antaranya: 1. Mempelai laki-laki masih terikat
perkawinan (poligami); 2. Mempelai laki-laki tidak memiliki identitas diri yang
jelas, baik karena pendatang atau orang asing; 3. Mempelai perempuan tidak
mendapat restu dari orang tua atau walinya; 4. Mempelai laki-laki —ada juga
perempuan— hanya ingin mendapatkan kepuasan seksual, bukan bertujuan
membentuk keluarga sakinah; 5. Mempelai perempuan adalah janda mati dari
seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mau kehilangan pensiun; 6).
Mempelai perempuan masih di bawah umur bahkan anak-anak (pedofilia); dan 7.
Untuk tujuan trafficking, karena perkawinan adalah cara paling mudah untuk
merampas anak-anak perempuan dari keluarganya. Jadi, kalau seseorang memang
bersungguh-sungguh dan mempunyai niat baik untuk membangun keluarga
sakinah, mengapa mereka menghindari pencatatan? Karena itu, dapat dipastikan
bahwa nikah sirri hanya dilakukan oleh mereka yang bermasalah atau mempunyai

maksud-maksud tidak baik. Argumentasi pro-nikah sirri, ada tiga, yaitu: 1.
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Negara tidak boleh mencampuri urusan agama warganya; 2. Kalau nikah sirri
dilarang —dan apalagi dianggap kriminal— prostitusi menjadi marak; 3. Nikah
sirri sah dalam ajaran Islam.

Penelitian Ali Uraidy, yang berjudul Perkawinan Sirri dan Akibat
Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, penelitian ini
dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Fenomena, pada tahun 2012. Penelitian ini
menjelaskan bahwa perkawinan sirri adalah agad nikah antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-
ketentuan agama Islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sirri ini
merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah.
Perkawinan sirri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami
istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan
sirri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang autentik
sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga bagi para warga masyarakat
yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya sesuai dengan ketentuan Undang-
undang yang berlaku.

Penelitian Dewi Rochmah, yang berjudul Perempuan yang Terbelenggu
(Pendampingan Perempuan Korban Nikah Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan
Rembang Kabupaten Pasuruan), sebuah skripsi di Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini membahas tentang pendampingan
perempuan korban nikah sirri di Desa Kalisat. Dalam praktek nikah sirri ini
perempuan Desa Kalisat mengalami ketidakberdayaan. Hal ini disebabkan
perempuan masih terbelenggu dengan adanya pemikiran tradisional (takut
dibilang perawan tua). Selain itu adanya latar belakang perekonomian keluarga
yang rendah dan akibat perceraian, serta adanya pihak-pihak yang berperan aktif
dan bepengaruh terhadap jalannya proses nikah sirri. Pihak tersebut antara lain
calon wali perempuan dan kiyai. Perempuan korban nikah sirri juga masih
mematuhi apa yang menjadi keinginan dan perintah dari orang tua. Apabila tidak
mengikuti perintah orang tua maka perempuan tersebut akan dianggap durhaka

(kualat) kepada orang tua. Hal ini yang dapat memicu motivasi perempuan korban
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nikah sirri melakukan praktek nikah sirri. Sehingga perempuan korban nikah sirri
tidak memiliki kekuatan atas dirinya. Untuk itu perlu adanya pendampingan
dalam membebaskan perempuan dari belenggu praktek nikah sirri yang menjadi
fokus pendampingan yang dilakukan. Berangkat dari realitas problematika salah
satu metode pendampingan yang digunakan dalam pendampingan perempuan
korban nikah sirri adalah metode PAR. Metode ini terdapat beberapa langkah
PAR, mulai dari inkulturasi dengan masyarakat Desa Kalisat, identifikasi masalah
dengan pihak-pihak terkait, mengorganisir perempuan, merencanakan aksi
perubahan hingga proses penyadaran permasalahan dalam forum group discussion
(FGD). Aksi yang dilakukan dengan cara merubah pola pikir perempuan korban
nikah sirri dengan kegiatan belajar bersama dengan menggunakan prinsip-prinsip
dasar pembelajaran andragogi, experiential learning dan kesadaran kritis. Aksi ini
dilakukan dengan harapan agar muncul kesadaran terhadap dampak negatif
praktek nikah sirri bagi kehidupannya. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang
kuat antara pendamping sebagai fasilitator dengan perempuan korban nikah sirri
yang dibantu oleh local leader (pemimpin lokal) di Desa Kalisat. Sehingga
selanjutnya dari kegiatan ini tetap berkelanjutan ketika pendamping selesai
melakukan pendampingan. Dari hasil kegiatan tersebut, tampak adanya sebuah
perubahan pada perempuan korban nikah sirri, dimana perempuan mulai
menyadari bahwa praktek nikah sirri dapat merugikan dirinya dan anaknya.
Kesadaran tersebut diperkuat dengan munculnya komitmen untuk melindungi
anak-anak mereka dari praktek nikah sirri. Maka dari itu proses pendampingan ini
masih belum selesai diharapkan dapat berlanjut seterusnya.

Penelitian Syukri Fathudin A.W., dan Vita Fitria, yang berjudul
Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan, dalam Jurnal
Penelitian Humaniora tahun 2010. Pernikahan sirri, yang secara agama dianggap
sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang
berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai
jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan
tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang pencatatan perkawinan. Peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor
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apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, disamping
problem-problem dan dampaknya yang berimbas pada perempuan. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang
mendalam di balik fenomena yang terjadi seputar pernikahan sirri dan
problematikanya. Analisis data menggunakan SWOT gender analisis. Dengan
meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan beberapa kasus pembanding, hasil penelitian ini mengungkapkan
bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan sirri secara kasus per
kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan sirri dilakukan karena
alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, sehingga tercipta ketenangan
batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat. Dengan menggunakan
wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang
dialami para responden dalam pernikahan sirri-nya. Problem mendasar yang
dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah sirri justru problem psikis dan
tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status
pernikahannya. Beban psikis tersebut juga terjadi karena stereotipe masyarakat
terhadap perempuan pelaku nikah sirri yang dianggap sebagai isteri simpanan,
hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya. Melihat lebih banyak kelemahan
dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan sirri, maka kelebihan yang ada tidak
akan bisa mengatasi problem yang dihadapi kecuali memanfaatkan peluang yang
ada yaitu itshat nikah. Berbagai bahaya yang muncul dalam pernikahan sirri,
nampaknya juga perlu dikaji lebih serius lagi tentang keabsahan nikah sirri yang
selama ini dijadikan jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.
Penelitian Cut Manyak Zakiah, yang berjudul Pandangan Hukum
Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Perkawinan Sirri di Indonesia:
Analaisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI nomor 253 K/P1D/1999,
merupakan sebuah tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun
2007. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkawinan yang didasari karena
faktor sosial, dilaksanakan dengan singkat tanpa memikirkan biaya, tidak
memperhatikan peraturan undang-undang perkawinan, merupakan perkawinan

yang mudah dilakukan atau lebih dikenal dengan nikah sirri, perkawinan yang
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tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatat menurut peraturan perundang-
undangan negara yang berlaku. Perkawinan sirri banyak merupakan pihak
perempuan dan anak-anak karena perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian
hukum, perkawinan sirri tidak mempunyai surat atau akta nikah. Dengan
maraknya perkawinan sirri, penulis, dalam tesis ini meneliti bagaimana akibat
hukum dari perkawinan sirri berdasarkan sebuah kasus dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 253K/PID/1999, yaitu kedudukan istri, hak anak dan harta bersama
apakah mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinan sirri, apakah istri dan
anak berhak atas harta bersama.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.
Penelitian dilakukan dengan bahan hukum primer vyaitu Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perundang-undangan lainnya, dilakukan
dengan menganalisa data secara kualitatif yaitu dengan cara meneliti akibat
hukum dari perkawinan sirri. Dengan menggunakan pola pikir induktif deduktif
diperoleh kesimpulan yaitu perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai
Pencatat Perkawinan dan tidak terdaftar adalah perkawinan yang tidak sah,
perkawinan dianggap tidak pernah ada, karena tidak sesuai dengan Undang-
Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, kedudukan sebagai isteri pun tidak sah,
tidak berhak atas nafkah dan waris, begitu pula dengan status anak adalah anak
luar kawin yang tidak berhak mewaris. Saran yang diharapkan agar menghindari
perkawinan sirri, lakukan pencatatan perkawinan dan pemerintah meninjau
kembali Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dari beberapa penelitian tersebut ditemukan kesamaan, pembahasan, dan
isu-isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Akan tetapi lebih mengarah pada
permasalahan sosial yang disebabkan oleh nikah ‘urfifsirri di tengah-tengah
masyarakat Mesir dan Indonesia. Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan
pembahasan pada analisa fatwa ‘Ali Jum‘ah tentang kebolehan nikah ‘urfi di
dalam Kitab al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyah. Walaupun demikian peneliti
berusaha menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar untuk menggali
kebenaran berbagai informasi yang ada dan membandingkannya dengan hasil

temuan di dalam penelitian ini.
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H. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode
penelitian hukum jenis ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum
doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum
doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-
peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada
perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder
pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada
studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder
seperti pasal-pasal perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap
berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (nikah ‘urfi),
undang-undang pernikahan di Indonesia No. 1 tahun 1974, undang-undang
pernikahan di Mesir No. 25 tahun 1920. Pendekatan ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah
kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis
ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data
bersifat kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah tulisan-
tulisan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada
dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan. Tegasnya, penelitian kepustakaan membatasi
kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa

memerlukan riset lapangan.?

# Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

% Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008), h. 1-2.
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Untuk menjadikan penelitian lebih akurat sistematis dan mempunyai
analisis yang baik terhadap kajiannnya diperlukan langkah-langkah,? dalam
penulisan tesis ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu: a.
pemilihan topik; b. pengumpulan sumber; c. pemeriksaan sumber; dan d.

penulisan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
(primery data), dan data sekunder (secondary data). Adapun data primer
adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan
dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang
sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya
disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.?’

Berdasarkan teori tersebut maka penelitian inipun memerlukan dua

data tersebut yaitu data primer, dan data sekunder.

a. Data Primer
Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-
tulisan atau teoritis yang orisinil. Dalam hal ini sumber data primer yang
digunakan adalah kitab al-Kalim ar-Tayyib Fatawa Asriyyah, karangan
‘Ali Jum‘ah, dan beberapa kitab lain seperti: Figih Mazahib al- ‘Arba’
karangan Abdurrahman al-Jazairi; Figh Islam wa ‘Adilatuh, karangan

Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data-data yang erat hubungannya

dengan data primer. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah:

% Faisar Ananda Arfa, Metedologi Penelitian Hukum Islam (Medan: Cita Pustaka Media
Perintis, 2010), h. 45.

" Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu Hukum
(Bandung, Mandar Maju, 1995), h. 65.
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Asanid al-Mishriyyin, Az-Ziwaj al-‘Urfi, Az-Ziwaj al-‘Urfi wa
Musykilatuhu, Muwayta’ Imam Malik, Usul al-Figh Abz Zuhrah, Mugni
Ibnu Qudamah, kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris dan Arab,
beberapa jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar yang

berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui bahwa penelitian ini adalah library
research, karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
dengan mengumpulkan literatur berupa bahan-bahan pustaka yang koheren
dengan objek pembahasan.”® Data yang ada dalam kepustakaan selanjutnya
dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut: a) Editing, yaitu
pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan,
kejelasan dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain; b)
Organizing, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka
yang sudah diperlukan; c) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan
analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan
kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh

kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, akan dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data
yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh sesuai dengan
kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan kaidah-kaidah
hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban

atas permasalahan yang dirumuskan.?®

%8 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 1990), h. 24.

# Burhan Bungin (ed.) Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis kearah
Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2004), h. 139-142.
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Peneliti merumuskan permasalahan ini dalam bentuk tesis dan juga
berusaha memberikan penafsiran terhadap permasalahan yang diangkat
dalam kajian ini, dengan judul: Studi Analisis Fatwa ‘Ali Jum‘ah (Mufti
Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Tayyib Fatawa
Asriyyah. Langkah ini merupakan tahapan akhir dari prosedur penelitian, hal
ini dilakukan setelah sumber-sumber ditemukan, dianalisis, dan ditafsirkan
yang akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan, sesuai dengan kaidah
penelitian ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
(UIN-SU) Medan.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa dengan metode dan pendekatan yang telah
dijelaskan di atas, pada tahap selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah berbentuk
tesis yang terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang merupakan kerangka dasar
penelitian ini, terdiri dari uraian tentang; latar belakang, pentingnya penelitian ini
diangkat sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya diformulasi dalam
rumusan masalah, batasan istilah, tujuan, kegunaan penelitian, metodologi
penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang biografi Mufti
Diyar Masriyah yaitu ‘Ali Jum‘ah, yang meliputi biografi intelektual beliau mulai
dari pendidikan formal pada jenjang Ibtidaiyah, @anawiyah dan pendidikan tinggi.
Selanjutnya menguraikan guru, murid, tulisan dan kontribusi pemikirannya
terhadap hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan kajian pustaka yang membahas tentang temuan-
temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nikah ‘urfi di Mesir.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut peneliti akan mendalami data-data yang ada
untuk penyelesaian tesis ini.

Bab keempat, membahas temuan dan hasil penelitian dan menganalisa

fatwa ‘Ali Jum‘ah tentang nikah ‘urfi, yang terdiri dari menemukan definisi nikah
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‘urfi, dalil-dalil yang digunakan oleh ‘Ali Jum‘ah tentang nikah ‘urfi dan
bagaimana pandangan ulama klasik dan Kontemporer.
Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini yang berupa

kesimpulan dan saran-saran.



BAB I1
‘ALI JUM‘AH DAN KITAB AL-KALIM AT-TAYYIB FATAWA ‘ASRIYYAH

‘Ali Jum‘ah adalah ulama yang jarang ada bandingnya saat ini, beliau
adalah mujtahid yang tegas dalam fatwa-fatwanya, meski banyak kalangan yang
berseberangan dengan fatwanya. Sumbangan besar yang dilakukannya di medan
ilmu, dakwah dan survival umat teramat besar. Kedudukan sebagai mufti yang
diembannya selama dua priode tentunya memberikan banyak solusi dari
permasalahan yang ada saat ini, tidak hanya terbatas di negaranya saja, namun
banyak sekali manfaatnya bagi dunia Islam umumnya. Beliau sangat memahami
bahwa kedudukan beliau adalah satu amanah yang amat besar risikonya yang akan
dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah swt kelak. Berikut ini petikan
kehidupan beliau dan keilmuan beliau dalam mencari ilmu sehingga menjadikan

beliau seorang mufti yang sangat disegani.

A. Biografi ‘Ali Jum‘ah (1952 M)
1. Keluarga

Nama lengkap beliau adalah Abii Ubadah Niur ad-Din ‘Ali bin
Jum‘ah bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salim bin Abdullah bin
Sulaiman, al-Azhari asy-Syafi‘i al-Asy‘ari. Beliau lahir di Kota Bani Suef
pada hari Senin 7 Jumadal Akhir 1371 H/3 Maret 1952 M.!

Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat, ibunya adalah Fatiyah
Hanim binti ‘Ali bin ‘ld, seorang wanita yang dikenal berakhlak baik, selalu
menjaga salat dan puasa sejak masuk usia balig. Ibunya meninggal dengan
doa kepadanya tentang ilmu dan kebaikan. Ayahnya adalah Jum<ah bin
Muhammad, seorang ahli fikih lulusan dari Fakultas Hukum Universitas

Kairo.?

! Usamah Zaid al-Azhari, Asanid al-Misriyyin (Kairo: Dar al-Faqih, 2011), h. 539.

% Universitas Kairo berdiri pada tanggal 21 Desember 1908. Pada awalnya Universitas
Kairo bernama Universitas Mesir (al-Jami‘ah al-Misriyyah) dengan status sebagai universitas
swasta. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1925, pemerintah mengeluarkan keputusan pendirian
universitas negeri dengan nama Universitas Mesir dan menggabungkan Universitas Mesir swasta
tersebut ke dalamnya. Pada tanggal 23 Mei 1940 keluar keputusan pemerintah No. 27 yang

36
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‘Ali Jum‘ah dibesarkan dalam didikan kedua orang tuanya, diajarkan
tentang ilmu dan takwa, diajarkan akhlak dan kemuliaan. Sejak kecil telah
terbiasa dengan banyaknya buku di perpustakaan ayahnya, bahkan hingga
saat ini banyak dari buku warisan ayahnya masih tersimpan dengan baik di

perpustakaan pribadi beliau.

2. Pendidikan

Beliau memulai perjalanan intelektualnya pada umur lima tahun.
Beliau mendapatkan ijazah madrasah ibtidaiyah pada tahun 1963 dan
mendapatkan ijazah madrasah tsanawiyah pada tahun 1966 di kota Bani
Suef. Di sana beliau menghafalkan Alguran kepada beberapa syekh hingga
selesai pada tahun 1969. Setelah menamatkan madrasah tsanawiyah pada
tahun 1966, beliau pindah ke Kota Kairo bersama kakak perempuannya
yang masuk ke Fakultas Arsitektur di Universitas Kairo. ‘Ali Jum‘ah muda
menamatkan jenjang pendidikan madrasah aliyah pada tahun 1969.
Kemudian masuk ke Universitas ‘Ain Syams dan mendapatkan gelar sarjana

di Fakultas Perdagangan pada bulan Mei 1973.°

menyatakan perubahan nama dari Universitas Mesir menjadi Universitas Fu‘ad al-Awwal (Fu‘ad
). Kemudian pada tanggal 28 September 1953, keluar keputusan tentang perubahan nama
universitas ini menjadi Universitas Kairo. Lihat: http://cu.edu.eg, diakses pada tanggal 10 Januari
2016.

% Ain Shams University, as the third Egyptian university, was founded in July 1950 under
the name of "lbrahim Pasha University". It participated with the two earlier universities, "Kairo
University" (Fua'd the 1¥) and "Alexandria University" (Farouk the 1% in fulfilling the message of
universities and meeting the increasing demand of youth for higher education. When it was first
established, Ain Shams University comprised a number of distinguished faculties and academic
institutes, which were later developed into university. After the revolution of the 23" of July 1952,
it was suggested that Egyptian universities be given names that were strongly linked with the roots
and historical landmarks of the country. Thus on 21* of February, 1954 the name of the university
was changed to "Heliopolis", and then changed in the same year to its present name "Ain Shams",
the Arabic for "Heliopolis", or "O'n", which was the oldest university in history. "O'n" University
was established about 5000 years ago, and it had a wide fame as a center of knowledge and
learning, especially in astronomy, engineering and medicine. Perhaps a perfect example of the
knowledge and skill of "O'n" teachers is Imhotep, the chief priest, minister, and architect, who in
2700 B.C. designed the first large structure of stone known in history, Zoser's Step Pyramid in
Sakkara. Westcar Papyrus also states that the founder of the Fifth Dynasty was the Rector of "O'n"
University before ascending the throne. However, the most important achievement of "O'n"
University was the call for worshipping a single deity, the solar disk of Aton, at the hands of
Akhenaton, who was influenced by the ideas of "O'n" priests. [Universitas Ain Shams, sebagai
universitas ketiga di Mesir, didirikan pada bulan Juli 1950 dengan nama "Universitas Ibrahim
Pasha". Didukung dengan dua universitas sebelumnya, "Universitas Kairo" (Fuad 1) dan
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Setelah mendapatkan gelar sarjana kemudian beliau belajar di
Universitas al-Azhar,* di sana beliau bertemu dengan para guru dan
masyayikh. Kepada para guru dan masyayikh ini beliau menghafal berbagai

kitab ilmu-ilmu dasar, seperti Kitab Tuhfatul Atfal dalam llmu Tajwid, kitab

"Universitas Alexandria” (Farouk 1) dalam memenuhi tingginya permintaan pemuda untuk
pendidikan yang lebih tinggi. Ketika pertama kali didirikan, Universitas Ain Shams terdiri dari
sejumlah fakultas dan lembaga akademis, yang kemudian berkembang di dalam universitas.
Setelah revolusi 23 Juli 1952, disarankan bahwa perguruan tinggi yang ada di Mesir hendaknya
diberikan nama yang sangat terkait dengan akar dan bangunan bersejarah yang ada di Negara
tersebut. Maka pada tanggal 21 Februari 1954 nama universitas diubah menjadi "Heliopolis", dan
kemudian berubah di tahun yang sama dengan namanya sekarang "Ain Shams", bahasa Arab
untuk "Heliopolis", atau "O'n", yang merupakan universitas tertua dalam sejarah. Universitas "O'n"
ini didirikan sekitar 5000 tahun yang lalu, dan memiliki ketenaran yang luas sebagai pusat
pengetahuan dan pembelajaran, terutama dalam astronomi, teknik dan kedokteran. Dosen-dosen
yang mengajar memiliki ilmu pengetahuan yag luas dan keterampilan yang diakui, pada 2700 SM
telah dirancang struktur batu besar pertama yang dikenal dalam sejarah, Zoser Step Pyramid di
Sakkara. Westcar Papyrus juga menyatakan bahwa pendiri Dinasti Kelima adalah Rektor
Universitas "O'n" sebelum naik tahta. Namun, pencapaian yang paling penting dari Universitas
"O'n" adalah panggilan untuk menyembah Tuhan yang Esa, disk surya dari Aton, di tangan
Akhenaton, yang dipengaruhi oleh ide-ide dari Pemimpin "O'n"]. Lihat: http://www.asu.edu.eg,
diakses pada tanggal 10 Januari 2015. Lihat juga: http//:wikipedia.com, diakses pada tanggal 2
Nopember 2015.

* Universitas al-Azhar, berdiri pada tahun 969 M., merupakan perguruan tinggi Islam
yang menjadi bukti monumental peradaban Islam di Mesir, pada awalnya adalah bangunan masjid
yang tidak berbeda dengan masjid-masjid lain pada umumnya yang ada pada saat itu, dibangun
oleh Jauhar al-Shaqali, seorang panglima perang pada Dinasti Fathimiyah, pada tanggal 24
Jumadil Ula 359 H / 970 M. Namun, al-Azhar selain sebagai tempat ibadah juga digunakan untuk
menanamkan faham Syiah Ismailiyah. Dengan mazhab Syiah inilah masjid al-Azhar menjadi
pencetak dan penguat Dinasti Fatimiyah (969). Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti
Syiah dalam Islam. Lihat: Hasan Ibrahim, Tarikh al-Daulah al-Fatimiah (Kairo: Jannah at-Ta’lif,
1958), h. 469. Al-Azhar sebagai universitas tertua kedua setelah Universitas al-Qarawiyin di Kota
Fes Maroko tidak luput dari kepentingan penguasa negeri tersebut, sejarah mencatat al-Azhar telah
banyak mengalami masa tarik-menarik oleh kalangan yang memiliki kepentingan. Lihat: Abuddin
Nata, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 89. Mulai sejak
didirikannya pada masa dinasti Fatimiyah, hingga kemudian berubah pada dinasti Ayubiyah
(1171) yang berfaham Sunni. Lihat: Hanun Asrahah, Sejarah Pendidikan Islam (Ciputat: Logos
Wacana llmu, 1999), h. 61. Al-Azhar sempat diistirahatkan sementara waktu sambil dibentuk
lembaga pendidikan alternatif guna mengikis pengaruh Syiah. Pada saat itu pula mulai dimasukkan
perubahan orientasi besar-besaran dari mazhab Syiah ke mazhab Sunni yang berlaku hingga
sekarang meski tak dipungkiri paham syiah dari sudut akademis masih tetap dipelajari. Sampai
saat ini pemerintah Mesir mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap keberadaan al-
Azhar. Pembaruan yang amat kentara sekali telah dilakukan oleh Muhammad Abduh ketika masih
memegang kendali al-Azhar. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan fungsi al-Azhar
sebagai pusat pemurnian pemahaman Ajaran Islam dan diharapkan dapat mencetak kader-kader
dai yang tangguh. Dibentuklah dalam tubuh al-Azhar beberapa jenjang pendidikan, mulai dari
tingkat dasar sampai jenjang akademi. Juga membuka fakultas-fakultas umum yang semuanya
dengan sistim terpisah antara putra dan putri. Semakin hari, al-Azhar berkembang semakin besar.
Sehingga tidak hanya berpusat di Ibukota, Kairo, tapi hampir menyeluruh di setiap provinsi di
Mesir dibuka cabang al-Azhar. Kebesaran tersebut lebih terasa lagi, demi mengetahui bahwa al-
Azhar adalah lembaga sosial yang teramat sosial. Al-Azhar tidak menarik uang kuliah dari
mahasiswa. Bahkan tiap tahunnya membuka pendaftaran beasiswa. Juga terus mengadakan
pembangunan dan membuka cabang-cabang baru di daerah-daerah.



39

Alfiyah Ibnu Malik dalam llmu Nahwu, kitab al-Rahabiyah dalam ilmu
waris, kitab al-Gayah wa al-Taqrib dalam llmu Fikih, al-Manzumah al-
Bayquniyah dalam llmu Mustalah Hadis, dan beberapa ilmu dasar lain yang
menjadi awal batu loncatan beliau dalam melangkah kepada jenjang yang
lebih tinggi lagi.

Sebagaimana anak-anak Mesir lainnya, menghafal Alquran dan
beberapa kitab lain sudah menjadi kebiasaan ‘Ali Jum‘ah, mulai beliau
berada di ma’had, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh muridnya Usamah

Zaid al-Azhari, sebagai berikut:
DL e Laim i 5 Bee it (3 f8 OF Ll 2l Ols e 0S5
S el E el ) adll Caaly eyl 3 a2 S
@G ml )l Gaall ) S oY1 el e a1 sl e 3 Al
el Gl (3 AL ) Bliey deehy Bsdl ke e ailsll pslall
Bl & o ) o BB Lz Rede asl e Led b Loy
Lt Lede STy 3,080 syl Csnall Jo dbg k)l llzall )
e Yl

Beliau mendapatkan gelar sarjana (License) dari Fakultas Dirasat
Islamiyah wa al-‘Arabiyah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1979.
Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana Universitas al-
Azhar Kairo di Fakultas Syari‘ah wa al-Qanun dengan spesifikasi Ushul
Fikih hingga mendapatkan gelar Magister pada tahun 1985 dengan
peringkat Cumlaude. Kemudian beliau mendapatkan gelar Doktor pada
bidang yang sama dari universitas yang sama pada tahun 1988 dengan
peringkat Summa Cumlaude. Di samping itu juga beliau selalu menghadiri
majlis ilmu di masjid al-Azhar mempelajari berbagai macam cabang ilmu

dari pengajian di sana.

® http//:wikipedia.com, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.
® al-Azhari, Asanid al-Misriyyin, h. 542.
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Beliau merupakan orang yang sangat luas ilmunya, beliau
mencurahkan semua fikiran dan waktunya dalam hal keilmuan, Usamah
menyatakan ‘sesungguhnya aku mendengarnya membacakan dua ratus
pengarang dalam ilmu hadis, sehinga membuat kekaguman para ulama hadis
yang hadir ketika itu’. Beliau mampu memahami perkataan ahli hadis dan
sekaligus kritik terhadap hadis tersebut, beliau mampu mengurai satu demi
satu perawi hadis. Selain itu beliau juga beliau juga mampu memahami
tujuan-tujuan ahli hadis dan menganalisanya, mampu menguraikan masalah
dan memberikan solusinya.’

‘Ali Jum<ah, merupakan seorang penuntut ilmu yang gigih sehingga
beliau menjadi ulama yang kritis dan memiliki analisis yang dalam tentang

beberapa bidang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hadis.

3. Guru-Guru ‘Ali Jum<ah
Beliau termasuk seorang ulama yang dilahirkan oleh al-Azhar
dengan bimbingan para guru dan masyayikh yang ahli dalam berbagai
disiplin ilmu pengetahuan. Di antara guru-guru ‘Ali Jum‘ah dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 1
Guru ‘Ali Jum‘ah

No | Nama Guru Keterangan

1) (2) (3)

Seorang pakar hadis pada zamannya, yang telah
menghafal lebih dari lima puluh ribu hadis

Abdullah bin lengkap dengan sanadnya. ‘Ali Jum‘ah membaca
1 | Siddiq al- di hadapannya kitab Sahih Bukhari, Kitab Muwatta
Ghumari Imam Malik, kitab al-Luma’fi Usul Figh karya

Imam Syairazi. Abdullah al-Ghumari memberikan
beliau ijazah dalam meriwayatkan hadis dan telah
memberi beliau ijazah dalam berfatwa. Beliau

" Al-Azhari, Asanid al-Misriyyin, h. 549.
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juga menganjurkan para muridnya yang lain untuk
mengambil ilmu dari ‘Ali Jum‘ah dan menyatakan
bahwa beliau adalah salah satu muridnya yang
terpandai di Mesir.

Abdul Fattah
Abu Guddah

Seorang ulama yang terkenal dengan keluasan
ilmunya pada saat itu. Kepadanya beliau
membacakan kitab al-Adab al-Mufrad karya
Imam Bukhari. Suatu saat ‘Ali Jum‘ah melakukan
penelitian ulang terhadap kitab Usul Fikih karya
Muhammad Abunnur  Zuhair, dan beliau
menuliskan ijazah yang beliau dapatkan dari
Muhammad Abunnur di dalam buku itu.
Kemudian Abdul Fattah Abu Guddah berkata,
“Kami terima ijazah buku ini darimu” Sebuah
kehormatan yang besar bagi ‘Ali Jum‘ah saat
gurunya yang telah dikenal dengan keluasan
ilmunya mengambil riwayat sebuah buku darinya.

Muhamamd
Abunnur Zuhair

Wakil Rektor Universitas al-Azhar, seorang pakar
Ushul Fikih dari Universitas al-Azhar, anggota
lembaga fatwa. Kepadanya ‘Ali Jum‘ah
membacakan kitabnya Usul Fikih yang memiliki
tebal empat jilid di rumahnya, dan Muhammad
Abunnur telah memberinya ijazah untuk mengajar
dan berfatwa.

Jadurrabi
Ramadan
Jum‘ah

Dekan Fakultas Syariah wa al-Qanun Universitas
al-Azhar saat itu, yang dikenal dengan sebutan
“Syafi‘i Kecil” karena keluasan ilmunya dan
keahliannya dalam bidang fikih mazhab Imam
Syafi‘i. Syekh ‘Ali Jum‘ah belajar fikih Syafi‘i
kepadanya, begitu juga belajar kitab al-Asybahu
wa an-Nazair tentang kaidah fikih karya Imam
Suyuti hingga beliau menghafalkannya. Jadurrabbi
suatu saat pernah berkata kepada ‘Ali Jum‘ah di
hadapan kawan-kawannya, “Penamu ini lebih
baik dari penaku”.

Jad al-Hag Ali
Jad al-Haq

Syekh al-Azhar yang juga memasukkannya ke
dalam lembaga fatwa.

Abdul Jalil al-
Qaransyawi al-
Maliki

Guru besar lImu Fikih di Universitas al-Azhar
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- Abdul Aziz al- | Dihadapannya membacakan kitab Mugni Muhtaj
Zayyat Syarh al-Minhad, kitab fikih mazhab Syafi‘i
Muhammad Dihadapannya membacakan Alquran dengan

8 | Ismail al- sempurna (merupakan guru qira’at di Universitas
Hamdani al-Azhar)

Ahmad

9 Muhammad Belajar dengannya selama bertahun-tahun dan
Murst al- banyak sekali ilmu yang dipelajarinya
Nagsyabandi.

Beliau dikabarkan pernah mengikuti majelis

10 | Yasin al-Fadani. | riwayat hadis yang diajar oleh Yasin al-Fadani di

Masjidil Haram Makah.

11 Al-Husaini Guru besar ilmu Syariah dan Usul Fikih di
Yasuf al-Syekh, | Universitas al-Azhar.

Muhammad al- . e

12 Hafiz al-Tijani Syekh Torigah Tijaniyah.

13 Ibrahim Aba al- | pengajar Sastra di Universitas al-Azhar, penyair
Khasyab revolusi tahun 1919.

Muhammad .
14 Mahmud Fargali Dekan Fakultas Syariah dan Perundang-undangan.
15 :AA\I-Sayyld Salih Dekan Fakultas Syariah dan Perundang-undangan.
wad
Ismail al-Zain

16 | al-Yamani al-
Syafi'i

17 Muhammad
Alwi al-Maliki
‘Awad al-

18 | Zubaidi, al
Makki

19 | Salih al-Ja'fari
Ahmad ) ) _ )
Hamadah al- Murid dari Muhammad Amin al-Bagdadi.

Syafi‘i al-
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Nagsyabandi

Muhammad
Zakiyuddin
20 | Ibrahim al-
Hanafi al-
Syadzili

Isa Abduh Ali Jum’ah belajar darinya Ilmu Ekonomi Islam

21 Ibrahim

Yahya Uwais, Ali Jum’ah belajar Ilmu Ekonomi Barat

22| Ali Luthfi

Sami Madkur, Para ilmuwan yang ahli dalam bidang perundang-
Hamdi Abdur undangan, Ali Jum’ah belajar dari mereka
Rahman, Husein
Nawawi

23

Al-Jaziri, Ahli akuntansi

24 Utsmawi

Fathi Ahli dalam bidang matematika
25 | Muhammad Alj,
Daud Mansi

Tabel di atas menggambarkan bahwa ‘Ali Jum‘ah, pernah belajar
dengan sejumlah ulama besar baik di Mesir maupun di Makkah. Salah satu
nama ulama yang terkenal dalam dunia Islam adalah Muhammad Yasin bin
Muhammad Isa al-Padani (1915-1990) di Makkah.® Imam Besar Masjidil

® Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Padani, adalah rektor Dar al-‘Ulum ad-
Diniyah Makkah (madrasah kedua setelah madrasah Shaulatiyah, tempat orang-orang Indonesia
belajar). Lihat: Martin Van Bruinessen, Kitab kuning, Pesantren dan Tarekat (Yogyakarta: Gading
Publishing, 2012), h. 108-109. Muhammad Yasin al-Padani mulai mempelajari Islam dari ayahnya
Muhammad Isa al-Padani. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah ash-
Shaulathiyyah. Karena guru-guru asal India menghina para pelajar Indonesia, maka ia mendirikan
madrasah Darul Ulum ad-Diniyyah, dan menamatkan pendidikannya di sekolah ini. Setelah
menjalani pendidikan formal, ia berpindah-pindah untuk berguru ke beberapa ulama Timur
Tengah. Disamping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan
madrasah yang didirikannya. la mengajar terutama pada mata kuliah ilmu hadis. Dia juga
merupakan seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlul Sunnnah wal Jamaah. Dia sering
berseberangan dengan para ulama Haramain yang menganut paham Wahabi. Selain aktif
mengajar, ia juga rajin menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai Sembilan puluh tujuh kitab, di
antaranya sembilan buku tentang ilmu hadis, dua puluh lima buku tentang ilmu dan ushul fikih,
serta tiga puluh enam buku tentang ilmu falak. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan
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Haram yang dikenal dengan gelar Sanad ad-Dunya ini merupakan putra
ulama terkenal Muhammad Isa al-Padani kelahiran Indonesia asal Sumatera
Barat.

Beliau pernah menjabat sebagai Mufti Agung Republik Arab Mesir
dari tahun 2003 sampai tahun 2013, Anggota Majma‘ al-Buhus$ al-
Islamiyyah mulai tahun 2004 sampai sekarang, Anggota Majma‘ al-Figh
dalam muktamar Islam di Jeddah, Guru besar Ushul Fikih Fakultas Dirasat
Islamiyyah wa al-Arabiyyah li al-Banin di Universitas al-Azhar, Anggota
Mu‘tamar Fikih Islam di India dan Sekjen Hai’ah Kibar Ulama (Dewan
Ulama Senior Universitas al-Azhar) dan sebagainya.’

Saat ini beliau tidak lagi menjabat sebagai Mufti Agung Mesir,
namun akivitasnya mengajar di Universitas al-Azhar tetap dilakukannya
terutama mengajar secara talaqqi di Masjid al-Azhar. Dalam talaqqi ini
beliau mengajar mahasiswa yang dating dari berbagai negara, begitu juga

dari Indonesia.

4. Jasa-Jasa ‘Ali Jum‘ah
Usamah Sayyid al-Azhari, salah seorang murid setia beliau

menuliskan tentang ‘Ali Jum‘ah, sebagai berikut:

oleb ,Slse Jsb day Captd) a1 3 iy ) o s A Ll s,
o e le" Vsaneg i, ’y}"’”fﬁ e ‘T’JQ‘ Oge8 4 E.L"

. e w2l B0 62 e slalal)

[Beliau (semoga Allah meridhainya) datang ke masjid al-Azhar selepas
terbit matahari, kemudian duduk di sana membuka pelajaran hingga tiga
jam lebih setiap harinya. Mengajarkan berbagai macam cabang ilmu dari
hadis, usul fikih, fikih, giraah, dan berbagai cabang ilmu lain. Allah telah

menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di
Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal: al-Fawaid al-Janiyyah, menjadi materi silabus
dalam mata kuliah ushul figih di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Kairo.

® http//:wikipedia.com, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.

10 Al-Azhari, Asanid al-Misriyyin, h. 544.
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menghidupkan kembali ilmu dan majlis ilmu di al-Azhar melalui beliau. Di
al-Azhar kembali dibacakan buku-buku hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab.
Setelah lama saya memperhatikan kecerdasan dan pemahaman beliau, saya
melihat kemampuan beliau yang luar biasa dalam menyelesaikan
permasalahan kontemporer dan kemampuannya dalam mengklarifikasinya
terhadap pendapat-pendapat para ulama].

‘Ali Jum‘ah, juga dianggap sebagai mufti yang berani. Hal ini dapat
dilihat pada zaman pemerintahan presiden Mesir tergulingkan, Husni
Mubarak. Seorang intelijen keamanan negara Mesir telah membuat alat
rahasia dan mata-mata untuk ‘Ali Jum‘ah, bukan saja sampai di situ bahkan
intelijen keamanan negara Mesir telah mengancam beliau, dikarenakan
fatwa yang tidak menyenangkan pihak pemerintah dan polisi, diantara
fatwanya adalah:

a) Haramnya sistem waris kedudukan dan kepresidenan. Fatwa ini
benar-benar membuat pemerintah marah, sebab Husni Mubarak telah
berencana mewariskan tahtanya kepada putra bungsunya Jamal Mubarak,
fatwa ini juga membuat jalan Jamal Mubarak meraih tahta menjadi jauh;
b) Haramnya pungutan polisi di jalan raya. Fatwa ini menjelaskan bahwa
uang yang di ambil oleh polisi dari para pemandu kendaraan di jalan raya
dan uang yang di pungut dari rakyat merupakan raswah ( uang suap-red)
yang haram dimakan, fatwa ini membuat para polisi menjadi marah
sebab banyak diantara polisi-polisi yang menyalah gunakan kekuasaan;
c) Haramnya membeli suara ketika pemilihan umum. Fatwa ini
menggegerkan pemerintah dan seluruh calon parlemen dari partai
Wathan Demokrasi, sebab banyak diantara mereka yang membeli suara
rakyat agar menang di dalam pemilihan umum, fatwa ini menjatuhkan
muka para pejabat dan anggota parlemen.™

Karena fatwa-fatwa beliau yang kontroversial dengan penguasa
Mesir ketika itu, ‘Ali Jum‘ah tidak diangkat menjadi Syekh al-Azhar.
Padahal beliau telah memiliki syarat yang layak, dan paling berhak untuk
menduduki jabatan Syekh al-Azhar, sebab selama ini setiap Syekh Azhar
meninggal dunia maka akan digantikan oleh Mufti yang masih memegang
jabatan Mufti ketika wafatnya Syekh Azhar, ketika Jadul Haq (Syekh Azhar

sebelum Tantawi) meninggal dunia maka Sayyid Tantawi yang ketika itu

! http//:wikipedia.com, diakses pada tanggal 2 Nopember 2015.
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menjabat sebagai Mufti Agung Mesir diangkat menjadi Syekh al-Azhar
Syarif. Namun di bawah tekanan pemerintah tersebut, saat mengajar di
Masjid Sultan Hasan beliau dengan tegas mengatakan: "Saya tidak takut
diturunkan dan diberhentikan", benar Syekh ‘Ali Jum‘ah selama ini masih
tetap dengan pendiriannya seperti sebelum diangkat menjadi Mufti Agung
Mesir.*?

Salah satu prestasi Dar al-Ifta’ al-Misriyah® di masa kepemimpinan

‘Ali Jum‘ah selama masa kepemimpinan beliau sejak tahun 2003 dari

2 Ibid.

3 Dar al-Ifta’ al-Misriyah terus memperbaiki kinerjanya, hal ini terlihat dari bidang-
bidang yang ada di dalamnya. Tak kurang dari lima bagian berada di bawah naungannya; bagian
dewan fatwa, pusat riset Islam, pusat pelatihan fatwa, pusat terjemah, pusat komunikasi dan fatwa
elektronik serta bidang-bidang pendukung. Selain bidang-bidang di atas Dar al-Ifta’ al-Misriyah
juga memiliki tim khusus, di antarnya; tim khusus magqasid syari’ah dan tim pengawas dan
sosialisasi data ilmiyah. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di mana setiap
institusi dituntut untuk terus mengikutinya maka lembaga fatwa Mesir mulai melebarkan sayapnya
dalam menyebarkan misi dan visinya. Berbagai cara dan media ditempuh di antarnya melalui
website (yang dapat dilihat di www.dar-alifta.org, facebook, twitter hingga youtube), majalah,
buletin bulanan, khazanah fatwa klasik (ensiklopedia yang berisi seluruh fatwa dari mufti pertama
hingga terkini, bahkan diwacanakan seluruh fatwa ini akan dikomputerisasikan). Sejak berdirinya
hingga sekarang Dar al-Ifta’ al-Misriyah ini telah dipimpin oleh Sembilan belas mufti, dimulai dari
Hasunah an-Nawawi hingga mufti terkini Syauqi ‘Abdul Karim ‘Allam. Untuk lebih mengenal
mereka maka peneliti akan cantumkan secara singkat biografi mereka satu persatu: a. Hasunah an-
Nawawi (1895-1899). Lahir di Provinsi Asyut pada tahun 1893. Beliau menduduki beberapa
jabatan penting, mulai guru besar di Fakultas Dar al-Ulum/Universitas Kairo, Grand Syekh al-
Azhar menggantikan Syekh al-Inbani, Mufti Dar al-Ifta’ al-Misriyah pertama -sebelum Syekh
Muhammad ‘Abduh- dari tahun 1895-1899 M. beliau pun berhasil mengumpulkan sekitar 287
fatwa selama masa jabatannya. Salah satu karya tulisnya yang terkenal adalah Sullam al-
Mustarsyidin fi Ahkam al-Figh wa ad-Dm. Beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada
24 Syawwal 1343 H sekitar tahun 1924 M; b. Muhammad ‘Abduh (1899-1905). Beliau lahir di
Delta Nil tahun 1849 M dan meninggal di Iskandariyah 11 Juli 1905 M pada umur 55 atau 56
tahun. Beliau resmi menjabat sebagai mufti Mesir dengan dikeluarkannya surat resmi dari Khedive
Abbas Hilmi. Pada masa sebelumnya jabatan mufti merangkap Grand Syekh al-Azhar namun
setelah turunnya surat keputasan tersebut maka Muhammad ‘Abduh menjadi mufti pertama yang
independen dari jabatan Syekh al-Azhar. Selama 6 tahun masa jabatannya beliau telah menelurkan
944 fatwa di mana sekitar 80 persen fatwanya mencakup berbagai problematika khususnya
ekonomi dan harta; c. Bakr as-Sidfi (1905-1915). Lahir di Provinsi Asyut. Masa hidup beliau
selalu disibukkan dengan kegiatan mengajar, baik di masjid al-Azhar bahkan di rumah beliau
sendiri. Hal ini juga yang membuat beliau tidak terlalu produktif menghasilkan karya tulis, bahkan
karya-karya yang ada berupa beberapa pembahasan belum terbit hingga sekarang. Beliau
meninggal pada bulan Maret 1919 M; d. Muhammad Bukhit al-Muti’i (1915-1920). Lahir di
daerah Muti’ Provinsi Asyut. Seperti ulama lainnya kesibukan beliau pun sangat fokus untuk
mengajar di al-Azhar. Ulama yang bermazhab Hanafi ini juga banyak menelurkan karya di
antaranya; Irsyadu al-Ummah ila Ahkam Ahli az-Zimmah, Hagiqah al-Islam wa Usul al-Ahkam,
Al-Qaul al-Mufid fi ‘Iim at-Tauhid dan lain-lainnya. Beliau menemui ajalnya tahun 1354 H atau
1935 M; e. Muhamad Isma’il al-Bardisi (Enam bulan 1920). Beliau dilahirkan di Bardis, daerah di
Jurja. Keilmuannya sangat terpengaruh dari keluarganya yang berilmu. Beliau termasuk salah satu
murid Jamal ad-Din al-Afgani. Selama enam bulan menjadi mufti beliau dapat melahirkan 260
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fatwa. Kesibukannya dalam kehakiman di Mesir membuatnya tidak banyak membuat karya tulis,
salah satu karyanya yang berjudul al-Ittihaf fi Ahkam al-Augaf masih berupa manuskrip di
perpustakaan al-Azhar; f. ‘Abd ar-Rahman Qurra’ah (1921-1928). Lahir di daerah Bundar provinsi
Asyut. Selain mempelajari kitab-kitab di al-Azhar beliau juga mendalami sastra, kamus-kamus
Arab hingga menjadi seorang penyair dan salah satu pencetus kebangkitan bahasa Arab. Mufti
pada masa Raja Fuad I ini telah membuat sekitar 3065 fatwa; g. ‘Abd al-Majid Salim (1928-1946).
Terlahir di daerah Mayit Syuhalah, daerah asy-Syuhada Provinsi Munufiyah pada 13 Oktober
1882 M. Beliau berguru para Muhammad ‘Abduh, Ahmad Abi Khatwah, Hasan at-Tawil dan lain-
lain. Beliau sempat menjadi Grand Syekh al-Azhar dua kali. Pertama pada 1950 namun
dilengserkan karena menentang pemerintah dan diangkat kembali pada 1952 M. Selama menjabat
mufti beliau telah menyumbangkan 15000 fatwa; h. Hasanain Muhammad Makhluf (1946-1950).
Lahir di Bab al-Futuh Kairo pada 6 Mei 1890 M. Setelah tamat dari al-Azhar beliau sibuk menjadi
hakim. Kemudian diangkat menjadi mufti pada 5 Januari 1946 M. Banyak karya tulis yang lahir
dari tangan beliau diantaranya; Syarh Baiquniyah, Hukm al-Islam fi ar-Rifqi bi al-Hayawan dan
lain-lain. Karena kontribsinya terhadap Islam beliau mendapat penghargaan Internasional Raja
Faisal (Jaizah Malik Faishal al-‘dlamiyah li Khidmat al-Islam). Selama jabatannya beliau telah
mengeluarkan sekitar 8588 fatwa; h. ‘Allam Nasar (1950-1952). Lahir di Desa Mayt al-‘Iz
Provinsi Munufiyah 20 Februari 1891 M. Usai menyelesaikan studinya di al-Azhar beliau berkarir
sebagai gadhi hingga diangkat menjadi mufti. Beliau mencurahkan seluruh usahanya untuk
mengajar dan menjadi mufti. Karya-karyanya banyak berkisar pada masalah masalah fikih namun
belum tercetak hingga kini. Adapun jumlah fatwa selama jabatannya berkisar 2189 fatwa; i. Hasan
Makmun (1955-1964). Terlahir di kampung ‘Abidin Kairo. Usai menyelesaikan belajarnya di al-
Azhar beliau melanjutkan ke sekolah Qada Syar‘i. Selain menguasai bahasa Arab beliau juga
pandai bahasa Prancis. Beliau ditugaskan sebagai gadhi bahkan hingga ke Sudan. Selain menjadi
mufti beliau juga pernah menjadi Grand Syekh al-Azhar ke 39. Sekitar 12.311 fatwa berhasil
dikeluarkan selama masa jabatannya; j. Ahmad Muhammad ‘Abd al-‘Aal Huraidi (1960-1970).
Lahir di Provinsi Bani Suwaif 15 Mei 1906 M. Masuk Kuliyah Syariah di al-Azhar dan menjadi
alumni pertamanya. Karena kedalaman ilmunya beliau ditunjuk menjadi mufti dalam beberapa
periode dan dapat menghasilkan sekitar 8.983 fatwa. Beliau wafat bulan Maret 1984 M; k.
Muhammad Khatir Muhammad al-Syekh (1970-1978). Lahir di daerah Manzalah Provinsi
Daghaliyah tahun 1913 M. Selain menjadi mufti beliau juga menduduki beberapa posisi penting
seperti anggota Majma‘ Buhus$ al-Islamiyah, anggota Majlis ‘Ala li asy-Syu‘un al-Islamiyah serta
ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Faisal. Selama menjadi mufti beliau berhasil mengeluarkan
sekitar 2872 fatwa. Beliau berpulang ke rahmatullah pada 20 Januari 2004 M; k. Jad al-Haq ‘Ali
Jad al-Haq (1978-1982). Lahir pada 5 April 1917 di Provinsi yang sama dengan mufti sebelumnya.
Beliau sangat terkenal dengan keilmuan dan kedisiplinannya. Tak heran beberapa jabatan penting
di Mesir pernah beliau duduki mulai Mufti Mesir, Mentri Wakaf hingga Grand Syekh al-Azhar.
Beliau juga banyak membuat terobosan baru di lembaga yang dipimpinya. Di Dar al-Ifta’ al-
Misriyah beliau yang berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh fatwa mulai dari mufti pertama
hingga zaman beliau. Di Kementrian Wakaf beliau banyak mengadakan seminar untuk menjadikan
para dai dapat mengoptimalkan tugasnya. Di al-Azhar sendiri beliau banyak melakukan banyak
inovasi di antaranya; membuka cabang-cabang al-Azhar hingga ke daerah-daerah bahkan luar
negeri, membuka pintu selebar-lebarnya kepada para mahasiswa asing dan menambah beasiswa
mereka. Pada masanya Dar al-Ifta’ al-Misriyah melahirkan sekitar 1.284 fatwa. Tepat 15 Maret
1996 beliau menghembuskan nafas terkhirnya; 1. ‘Abd al-Latif Hamzah (1982-1985). Dilahirkan
pada permulaan bulan Mei 1923 di Provinsi Delta Nil (Buhairah). Selama tiga tahun menjadi mufti
beliau telah menelurkan sekitar 1115 fatwa. 15 September 1985 M menjadi hari terakhir beliau di
dunia ini; m. Muhammad Sayyid Tantawi (1986-1996). Tanggal 28 Oktober 1928 menjadi awal
kali beliau menghirup udara Provinsi Suhaj. Usai menamatkan doktoralnya dengan predikat
imtiyaz tahun 1966 beliau banyak melanglang buana. Hingga pada 26 Oktober 1986 beliau
diangkat menjadi Mufti Mesir. Sepuluh tahun beliau menduduki kursi mufti dapat membuat beliau
melahirkan 7557 fatwa. Pada 27 Maret 1996 beliau pun diangkat menjadi Grand Syekh al-Azhar
hingga wafatnya pada 10 Maret 2010 M; m. Nasr Farid Wasil (1996-2002). Lahir pada 1937 M.
Dilanjutkan dengan pengembaraan keilmuannya hingga dipinjamkan ke berbagai Universitas
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banyak kesuksesan lainnya adalah berhasil mengumpulkan fatwa-fatwa
mufti Mesir dan menjadikan sebuah ensiklopedi fatwa ulama Mesir. Dari
fatwa sahabat Ugbah bin Amir, hingga Mufti Besar Mesir ‘Ali Jum‘ah telah
disusun sampai 22 jilid. Demikian pula dibukukan dalam 23 jilid fatwa Dar
al-Ifta’ al-Misriyah yang mencakup fatwa di masa Hasunah an-Nawawi
menjadi mufti tahun 1895 hingga di masa ‘Ali Jum‘ah dan fatwa yang

tertulis dalam kumpulan ini sendiri mencapai 100000 fatwa.**

5. Karya-Karya ‘Ali Jum‘ah
Sebagai seorang Mufti Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim
dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan Islam seluruh dunia, maka Syekh ‘Ali

Jum‘ah terkenal produktif dalam berbagai tulisan yang tersebar tidak hanya

seperti San’a, Madinah, King Saud dan lain-lain. Tepat pada 10 November 1996 M beliau
menjabat mufti dan menghasilkan sekitar 7378 fatwa dalam masa khidmahnya. Beliau akhirnya
mundur dari jabatan ini karena sudah memasuki usia pensiun dengan berumur 65 tahun; n. Ahmad
at-Tayyib (2002-2003). Lahir di ujung Provinsi Mesir (Luxor) pada 6 Januari 1946 M. Beliau
berhasil menamatkan doktoralnya di Universitas al-Azhar pada 1977 dan pernah melakukan
perjalanan beberapa bulan di Prancis atas undangan beberapa universitas di sana. Selama menjadi
mufti beliau berhasil mengeluarkan sekitar 2835 fatwa. Beliau diangkat menjadi rektor Universitas
al-Azhar kemudian Grand Syekh al-Azhar hingga saat ini. Beliau pun yang pertama kali
menggagas pembentukan lkatan Alumni al-Azhar Internasional; o. ‘Ali Jum‘ah (2003-2013).
Tanggal 3 Maret 1952 beliau dilahirkan di Bani Suweif. Selain menyelesaikan studinya di al-
Azhar (hingga doktoral dan Profesor). Beliau juga menamatkan jenjang sarjananya (strata satu) di
Fakultas Perdagangan Universitas Ain Syams. Beliau juga banyak mendapatkan sanad tertinggi
dari para masyayikh. Beliau juga yang menghidupkan kembali halagah-halagah (talaqgi) di masjid
al-Azhar setelah beberapa saat fakum. Berkat usaha dan jerih payah beliau maka Dar al-Ifta’ al-
Misriyah sudah dapat go internasinal. Beberapa penghargaan juga diraih oleh beliau serta lembaga
fatwa Mesir ini, baik dari kalangan Muslim bahkan Barat dan non-Muslim; p. Syauqi Ibrahim
‘Abd al-Karim ‘Allam (2013-sekarang). Lahir di Delta Nil pada 1961 dengan bermazhab Maliki.
Pendidikannya diselesaikan di Fakultas Syariah Univerisitas al-Azhar. Jabatan terakhir yang ia
pangku adalah Kepala Yurisprudensi Islam dan Hukum Syariah di Universitas al-Azhar, cabang
Tanta dan Kepala Departemen Fikih di Fakultas ilmu Islam atas rekomendasi Kesultanan Oman.
Beberapa karya tulisnya menyoroti tentang ekonomi dan wanita. Pengangkatan mufti kali ini
berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana Kkali ini sang mufti dipilih dari seleksi para
pembesar ulama-ulama al-Azhar bukan penunjukkan langsung dari Presiden sebagaimana yang
terjadi pada beberapa mufti sebelumnya. Setelah menyaring beberapa nama calon mufti terpilihlah
beberapa kandidat yang nantinya akan disaring menjadi lima kemudian tiga dan terakhir menjadi
mufti terpilih. Akhir tahun lalu Syekh ‘Ali Jum‘ah mengeluarkan wacana untuk menyatukan
lembaga fatwa di seluruh dunia. Respon berbeda terjadi dalam menyambut gagasan ini. Beberapa
mufti menyetujui dan mendukungnya dan sebagiannya belum searah dengan pandangan eks-mufti
Mesir ini. Berbagai argument pun coba diajukan namun belum menemukan titik temu. Lihat:
Www.hidayatullah.com, diakses pada tanggal 1 Februari 2016.
Ibid.
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di Mesir saja bahkan sampai ke mancanegara. Di antara karangannya bisa
dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 2

Karangan Ali Jum‘ah

No Nama Kitab Pembahasan
1) ) ®)
e Gededl ‘.})«"W CLLA\
1 o) s
(Al-Mustalah al-’Usuli wa al-
Tatbiq ‘Ala Ta ‘rif al-Qiyas)
. & L. . Menggunakan ilmu ushul figih untuk
) Oy ) e (2l (S mendalami hukum syariat.
(Al-Hukm al-Shar T “Inda al-
"Usuliyyin)
. Mendalami hukum syariat antara
("<';" & 1 o ST | menghilangkan atau tidak kaitan
3 (4sr Zihab al-Mabl fi al- dengan perubahan hukum syariat agar
Hukm) tidak terjadi menghalalkan yang haram
' dan sebaliknya.?
dgadl Calddl anhd s all
4 LWL
(Al-Madkhal li-Darasah al-
Mazahib al-Fighiyyah al-
Islamiyah)
3 il aadl) ol % Ushul figih untuk memahami
5 ' > perkataan manusia, mampu mencerna
(‘Alagah °Usul al-Figh bi al- dengan dalam apa yang difikirkan
Falasifah) manusia.
eV s —
6 (Al-Nashkh ’Inda al-
"Usuliyyin)
7 LL\JW;Y\ s t\.«*}!\
(Al-Iima* ‘Inda al-’Usuliyyin)
8 sl oUT

! Al-Azhari, Asanid al-Misriyyin, h. 541.

2 1bid..
% Ibid.




o1

(Aliyat al-Ijtihad)
9 <yl (L»’}I\
(Al-Imam al-Bukhari)
dgadll aiydeg g,;ud\ plsy!
10 (Al-Imam asy-Syafi i wa
Madrasatuhu al-Fighiyyah)
11 L;M)'J‘J 19y
(Al-Awamir wa an-Nawahi)
(Al-Qiyas ‘Ind al-"Usuliyyin)
(Qaul al-Sahabi)
14 Cﬁ)‘ﬁ“ﬁ Jﬁi&l‘
(Al-Makayil wa al-Mawazin)
15 Sl AL gl
(At-Tariq ila al-Turas)
Bt (S5l L edal) WS
16 (Al-Kalim at-Tayyib Fatawa
‘Asriyyah vol 1 dan 2)
spolan (ol L oLty -yl
17 (Ad-Din wa al-Hayah Fatawa
Mu ‘asirah)
18 Ay (3 sl
(Al-Jihad fi al-Islam)
19 N alen
(Syarh Ta ‘rif al-Qiyas)
100 .. 03V faiy L oL
20 So2
Al-Bayan Lima Yusygal al-
(Al-Bay Vg
"Azan.. 100 Fatwa)
21 | kel b Jswry Aozt L
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(Sayyidina Muhammad
Ras-lillah li al- ‘Alamin)

22

(Slmat al-‘Asr..Ru’yah
Muhtam)

23

iyl LYl Jlsg (592l
(Al-Fatawa wa Dar al-Ifta’
al-Misriyah)

24

&) sds dast syl (goli
dJ ad3q o\Listle dned
(& pog o))y

(Fatawa al-Imam

Muhammad ‘Abduh (A ‘tini bi
Jum ‘ah wa Iktiyarih wa

Qadm Lahu))

25

Aexlye & Ol Sl

(ﬂWYL{) RSl sl
Haqd’iq al-Islam fi

Muwajihah Syubhdt al-
Masyakkin (bi al-Isytirak))

26

il Jgol s il
(Qadiyah Tajdid Usul al-
Figh)

27

Jiles [ o) Lo
Ry o]

(Sabil al-Mubtadi 'in Syarh
Manazil as-Sa ’irin)

28

eS0T — )
(Al-Wahyu — Alquran al-
Karim)

29

A Q) gl

(At-Tariq ila Allah)

30

(An-Nabri Sallallahu ‘Alaihi
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wa Salam)

hols =08 3 ) s

31 CJ-\
(Taisir al-Nahj fi Syarh
Manasik al-Hajj)

Ayl 8 lad) (3 6l
(Al-Mar’ah fi al-Hadarah al-
Islamiyyah)
DY) sl (3 510 Ll
(Qadaya al-Mar’ah fi al-Figh
al-Islami)

LY ol oy S

34 AN Ol
(Al Mar’ah Baina Inshaf al-
Islam wa Syubhat al-akhir)

32

33

Masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau baik dalam buku maupun di
harian lokal Mesir yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan
perkembangan sosial baik yang terjadi dalam negeri maupun dunia Islam

pada umumnya.

B. Kitab al-Kalim a¢-Tayyib Fatawa Asriyyah

Islam merupakan agama yang sesuai bagi setiap waktu dan tempat.
Permasalahan yang terus berkembang, tentunya memerlukan jawaban yang
konkrit tentang keabsahan sebuah hukum yang tidak terjadi di era ulama-ulama
klasik. Sudah menjadi keharusan bagi ulama mujtahid memahami hal ini yang
akan menjadi jawaban dari banyak permasalahan dan solusi bagi semua manusia.
Tidak menghilangkan pendapat dan jalan pemikiran ulama-ulama terdahulu
bahkan menjadikannya acuan dalam melihat dan mengistinbat sebuah hukum.

Seorang ulama yang mujtahid pemikirannya mampu merangkumi semua
pertanyaan dan memberikan jawaban yang tepat. Menggambarkan pertanyaan

yang diajukan kepadanya, kemudian memadainya, mencari hukumnya, dan
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memberikan jawabannya. Menganalisa pertanyaan merupakan hal yang penting
untuk membatasi hukumnya.

Terdapat perbedaan yang besar antara fikih dan fatwa, fikih adalah
mengenal hukum-hukum syariat, sedangkan fatwa memerlukan kerja keras
tentang suatu hukum yang harus sesuai dengan waktu dan keadaan, hal ini
menjadi penting sekali, karena kebanyakan orang ketika berhadapan dengan
permasalahan tertentu, mereka dengan mudahnya menyatakan para ulama
mujtahid yang faham agama dan memegang teguh Alquran dan sunah dengan
kata-kata ‘bid’ah’, mereka memberikan penghalang antara mereka dan kaum
Muslimin. Oleh karena itu yang menjadi sangat penting mengemukakan pendapat-
pendapat/fatwa yang dikemas dengan kondisi umat saat ini.

Dalam kitab Fatawa Asriyyah ini terangkum semua segi kehidupan, di
antaranya masalah ibadah, muamalah, ahwal syakhsiyah, permasalahan
kontemporer, dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang jelas dan menyeluruh.

Di antara kandungan isi kitab Fatawa Asriyyah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kandungan Kitab al-Kalim at-Tayytb Fatawa ‘Asriyyah

No Fatwa Kandungan Isi

1) @) ©)

oo oS LA Bel3y L) el
iy xS Ll G oY (Sl
T Wty pally SV S k) et
Lkl & sl | Gl s 15 pladl oS ol e oS ik
[Fatwa seputar : TR L ' » -
bersuci] aihatiaite v_{_, S by At e
ar9) CA\:- o V-<> QL”SL’&? I3Ls ;.)J}.U Lo u.,aﬂ.;\

OTA 35139 soosll csadglly ddl (adl (LT
gl B3l (S slaidlly Aol sl s




55

.J.iia.!\ P V'<'> cﬂgyﬂ.\ (..<.>- CC:’LA\ JMJJ\
[Menyentuh dan membaca al-Quran bagi orang yang
sedang haid, hukum menyentuh aurat, hukum darah
yang keluar di selain waktu haid, haid, hukum makan
dan minum dan selainnya ketika sedang junub, hukum
orang yang selalu buang air kecil, hukum berhubungan
intim sebelum isteri mandi dari haid, hukum orang
yang habis darah haidnya ketika magrib bagaimana
shalatnya?, hukum orang yang mendatangi isterinya di
pertengahan haid, merokok dan berwudhu, wudhu’ dan
membaca al-Qur’an, masuk masjid bagi orang yang
haid dan nifas, hukum kebiasaan yang tidak jelas, tata
cara mandi yang benar, hukum mewarnai kuku, hukum
najis anak-anak].

Ol 3 sold

[Fatwa seputar
shalat]

L2 V'<> it — (lj ined) o e ("’<>
r2s oS dlall Gy all el e dxls (3
o dlall @i Cgall Sl CL,(L\
(S Gle Do O G dal Do (gl

g

3 ol e @ el gl o Dl s (S
o ) B danadl Gl (S gl sl
i el el e 3 Wld) e s )

Jim 1A aalel (S Lgids Balely s

[Hukum orang yang shalat jum’at akan tetapi tidak

mendengarkan khutbah, hukum shalat di dalam
masjid-mesjid yang didalamnya terdapat kuburan,
shalat dan orang yang meninggalkan shalat, hukum
orang yang menggunakan make up untuk menutupi
kejelekan wajahnya, penutup shalat, shalat tarawih,
shalat hari raya di dalam toilet, shalat orang yang
telanjang dada, hukum menggashar shalat, shalat
tarawih bagi perempuan di rumah atau di masjid,
menguburkan non muslim di perkuburan muslim,
mengeluarkan mayat manusia dan menguburkanya
kembali, hukum perempuan menjadi imam bagi
lelaki].
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S (3 ol

[Fatwa seputar
zakat]

S e AT D) (S e ) ) (S
Gyl JE1 315 eadll JU 315 gl pasnndl
3 el LSS e sl e oLl S wis
Llad s ) S L kdl 5SS ladll G5 A
ooV g el Rl oY) (ke
Jeedl Sy B wis Gy e G
e B8 el daasdl 2 S (S
geial) B sllae) GlezmaW) gl ()Yl
Lmsy L o 3 ) e 310 (S (e aly

- PCENAE RN LS KV PO -

[Hukum sadagah jariyah dari harta warisan,
mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, zakat
harta yang sedikit, zakat harta perniagaan,
membayarkan zakat untuk pemuda yang tidak sanggup
menanggung biaya pernikahan, zakat fitrah, untuk
siapakah zakat fitrah?, mengeluarkan zakat untuk
merenovasi rumah sakit, zakat tanah yang akan
dibangun, mempersiapkan zakat untuk keperluan
saudara perempuan, pinjaman dan zakat, membayar
zakat bagi penderita cuci ginjal, zakat tanah yang
dikhususkan untuk dibangun, zakat saham dan laba,
dana investasi, zakat saham dan laba, memberikan
zakat kepada orang yang meminta-minta dan perokok,
hukum zakat atas anak perempuan yang suaminya pelit
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya], ukuran zakat
pinjaman investasi].

[Fatwa seputar
haji]

oW psd dn ) o 0 b b e WS L
B ) e ) (b 3 2 il agsY1 gl

[Hukum orang yang bermalam di luar Mina atau
melempar setelah hari kedua, mengambil obat-obatan
pencegah haid dalam masa haji, haji dari hasil hadiah,
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nafkah isteri ketika berhaji].

[Fatwa seputar
puasa]

ot 1S e SN ) (S bl (S
pldssial QAall Al L Olasy Jl8 3 worg) sl
el QYL e bl ol sl
(o) ol B sl (il jad| b Uiy
Uys 25, o pball (SaeW calll ks o oLl
3 shaall BTN aliscal €L UabY) Ry (s
cosd Jlaaaly Ll € cladll o 30 (Ol
S Jold o copall T (3 Ll g5 s
JE 3L e bl (asST Ol 4 (3 il
@ (S (Y ik sl (WS> Ol

sl axl alisaal (Ll of 2

[Hukum berbuka bagi orang yang menyusui, hukum
berbuka bagi perempuan yang uzur, hukum orang yang
melakukan hubungan intim di siang hari Ramadhan,
kelebihan lalitul gadar, menggunakan obat, yang
paling disukai ketika berpuasa, terang-terangan
berbuka puasa, orang-orang yang diberi keringanan
berbuka, keutamaan berbuka bagi orang yang
berpuasa, puasa enam hari dari ayyam al-bidh, puasa
itu rahasia hanya Allah yang mengetahuinya, iktikaf,
berpuasa melihat Negara lain berpuasa, perempuan
menggunakan wewangian pada bulan Ramadhan,
hukum suntik di siang hari Ramadhan, perempuan
menggunakan wewangian di bulan Ramadhan, kapan
gadha dilaksanakan?, perempuan dan pemakaian obat,
masuk teater di siang hari puasa, puasa perempuan
hamil, hukum injeksi di siang Ramadhan, seorang
dokter memeriksa pasien perempuan di siang
Ramadhan, hukum menggunakan obat tetes hidung].

g & ol

P S Yl Sl 3 1Y) iy g
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2 Sl

[Fatwa seputar
jual beli dan
bertransaksi]

) S Gy b oWl (Sl
3 ke Ko dlall d bl (Ko sl
(Byitl 3y gadl ON2 Ol Lla (S (JIsaYl
) B dd (S md) (oleB 3 Y (S

oy Jgd) moe

[Menyimpan uang di Bank Islam, hukum berdagang

alat-alat mandi, hukum games dan computer, hukum
melukis dan gambar, hukum hadiah untuk
mempermudah kemaslahatan, hukum ragu-ragu dalam
harta, hukum hadiah yang tidak jelas asal-usulnya,
menolak hak, hukum berdagang dengan benda yang
haram, jual beli, hukum membatasai keuntungan tanpa
mengetahui ukurannya].

ol & ol

[Fatwa seputar
sewa-menyewa]

B AR TR L V- DT I
o JW s (S T O 3 Jen 529 Jos o
TN S T U TP (..§> (ladl saalic
ool (G gy e JUW LN G (S
Sl e WS 055 O e Ja S o2
v_<\> gl e BEY! xe 33 v—<> (Lazb x4l
Wl Dl 3 Joal) oS Bls o sl OIST13) L)
LY el ol Wl Je B (S (el
e Y WSy aoldl eyl dadl (LgaSmg

G V) Ozl Aablis (S~

[Mengambil uang lebih karena takut rumah yang

disewa meninggalkan rumah tersebut, hukum
mengambil upah dari suatu pekerjaan akan tetapi dia
bekerja di tempat yang lain, hukum taubat orang yang
sakit parah, hukum isteri mengambil harta suaminya,
hutang, asuransi terhadap pemain bola, apakah sah
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zakat harta dengan niat pinjaman saja, hukum zakat
dan infak dari hasil deposito, hukum menunaikan
nazar apabila tertunai janjinya, hukum bekerja di
Bank, hukum zakat terhadap bunga bank, bank Islam
dan hukumnya, Bank Islam swasta dan hukum
deposito, hukum memboikiot produk-produk asing].

sled! (3 sl

[Fatwa seputar
jihad]

ro o5 ol ¢ RS 55y ) 23 psede
(Sl Wlas (S (lgmgy O3 gy slemld S
ST W by e S i) e S el

>l or bl s sl

[Memahami fardhu ‘ain dan fardhu kifayah dalam ber
jihad, hukum seorang perempuan keluar untuk berjihad
tanpa seizin suaminya, hukum tawanan perang,
mengetahui dan bagaimana kita membantu, hukum
penjarahan selama negara diserang negara asing].

[Fatwa seputar
akidah]

o 2 el s OLSY o el oldis
el e S S ieadly Bl caelisd) (g )l
o B S el b ey Wede Jo )
M WS o)l Wl pie 3 gl 2ol WS- ¢ 235

wly e B Loy oo b 13)

[Tanda-tanda akhir zaman apakah manusia diberi

pilihan atau ditahan? jiwa, ruh, dan syafaat,
menceritakan  keburukan orang lain, hukum
bersilaturahmi bagi orang yang menyakiti dirinya,
hukum mematuhi suami untuk tidak bersilaturami,
hukum seorang isteri yang meminta kepada suaminya
untuk tidak terlalu sering berhubungan dengan
ibunya).

10

[Fatwa seputar
ilmu]

05 gl (LY Ol (S b 39,000 Ol (S
& ally Ol B uldl sV A
S Ol V) e ol all (S ol Wsl (gl
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o oS syl e ol alee Jo 2 AT
oy ikl 330N Lo (S dlpdl) sy QL)
LA gee Leosldally el plisl (Gl
SUsSa @) @ aeladl e (BIReNT ¢ iy
Cedl aih Jaol e il OOl fae

ENPN IRV

[Hukum berkhitan untuk kebutuhan medis, hukum

perempuan  berkhitan, undang-undang pertama
terhadap penyalahgunaan reproduksi, kaitan khitan
dengan keinginan untuk menikah, dalil-dalil khitan,
hukum memakai cadar, hukum perempuan bekerja di
universitas, menghormati ilmu dan ulama, pengertian
privasi dan pengkudusan, beberapa pertentangan
tentang kesucian dalam Islam, perbedaan dalam
masalah fikih, ilmu ushul fikih, sihir, kaidah-kaidah
ushul].

11

SNETREFIE

[Fatwa seputar
keluarga]

T G (S ol Bl xS
o oS edlony s @loe 3 3L o oS U
doasll (3 ool 2slb pis (S mgll sl e JU
S Ll 3 Sl 3 ) sl e (S
B alailll (S YU Ayl BV (sl Pl
o oS b s e 1) 055 L )
& Jodl) oS- @S Vg 20 Y Calll )
god) Wdlas oS el 18 SN 3 Ll OleS
Sl e 83 3 opaBly dmgll I B
S Opb Byl e (S UY) Ol
Sl s O gl pl) pie s 302
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Cf«c’{) sy\.«pj USJJU ;\.C«J.Sb dL_Zj\ las 3;\]3
PR I PN U U - YO v,<> el Leay

“

el e ISl (et (S

b2

[Hukum keluar dari ketidaksepakatan suami, hukum

suami mengadu kepada ibunya, hukum wanita bekerja
yang didominasi oleh lelaki, hukum mengambil harta
tanpa sepengetahuan suami, hukum tidak menta’ati
suami dalam hal maksiat, hukum orang Yyang
mengemukakan bebrapa nama yang disuka dalam
pernikahan di dalam masjid, hukum mendengar musik,
hubungan isteri dan ibu, hukum barang temuan,
hubungan suami isteri, untuk siapa semua seserahan
jika terjadi fasakh pinangan, hukum memakai emas
putih dan bebatuan bagi lelaki, hukum bekerja di teater
di Negara non muslim, hukum tuntutan suami atas gaji
isteri untuk mengurangi pemberian nafkah isteri,
hukum musafir tanpa mahram, hukum harta ketika
pernikahan tidak sempurna, kedudukan iddah isteri,
hukum bacaan-bacaan setelah selesai shalat dan
kataman Alquran dan do’a stelah shalat, shalat dua
raka’at untuk mengijabah do’a, hukum seorang khatib
yang berbicara tentang para sahabat tanpa hormat].

12

gl B ool

[Fatwa seputar
wakaf]

Sl Wlgh a3y (S Wl e gl AT (S
Sl (S Sy Byl Baall s (el Al e
oAl e BN G 535 b e (S (i)
J8 bl Baall ) by Jao Cs das 055
S pladl e Bl b sasl ks Sl
S B 3 ) (S gl ol e 31

Al e ) Aoy Legd b das A JUW
[Hukum mengambil wakaf dari tempatnya, hukum
mewakafkan bunga bank untuk mencari ilmu, apakah

sadagah  jariyah  merupakan  wakaf?,  hukum
menginvestasikan ~ wakaf, apakah  disyaratkan
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mengeluarkan sadagah jariyah, hukum mengurangi
pajak dari wakaf untuk siapa konsekuensi wakaf?,
adakah disyaratkan sadagah jariyah sebelum mati?,
menginterpretasikan  kaidah syarat orang yang
berwakaf sama seperti nas Allah swt, hukum zakat
berdasarkan sumber wakaf, hukum merujuk dalam
wakaf, hukum uang yang tidak dapat digunakan].

13

[Fatwa seputar
warisan]

M&m\ﬂ}‘jumyw&,)sug}
o) olys e e cdy OLY sl & Sl
da Sl r S oS By 5553 sis £V
58 85 Gpetsk dn ooVl e pn Ly el e
O 5 bl ‘Ci J‘Mj ffy g,;-Tj q;ﬁl g;:—Tj o
Bl o cds oY Sy dids ey o) s
clsly 25 S5y ol eas o SNgly olaasdl
08 G5 Ok Olply Ol oly Oly iy on B0
ol oVely VI e T aVly dRds cotly wem
sloly 1 slly OV woly gl dmgy oo 35 caRds
s 5 g o ol SVgl o g (DY e
oiRs Gely wmy e B9 ARRE oty
WV el gy oo 39 ks T sy oY ey
g8 s s des oy Je e 3 elasl Sl
3y ks E by oaly S5 lasl sty Gy o0
i) sl e cg LUy B3 SNyl gy oo

2 JlasY 33 Chany oy =S5y Ty

[Hukum orang yang memberikan hartanya kepada

anak perempuannya semasa hidupnya, hukum
pembagian warisan dalam kehidupan manusia, hukum
pembagian warisan jika seorang wafat meninggalkan
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dua orang anak perempuan, beberapa cucu perempuan,
dan anak-anak dari saudara kandung lelaki dan
perempuan, hukum warisan bagi orang yang
meninggal setelah tersebar keislamannya dan apakah
agama anak-anaknya setelah mereka baligh?,
seseorang wafat meninggalkan anak perempuan,
saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu,
dan anak-anak saudara kandung, seseorang wafat
meninggalkan saudara-saudara perempuan kandung
dan beberapa cucu lelaki pamannya, seseorang wafat
dan meninggalkan diyat asuransi dan ahli waris yang
terdiri dari isteri ayah ibu dua anak perempuan dan dua
saudara lelaki kandung, seseorang wafat meninggalkan
isteri dua orang saudara perempuan kandung dan anak-
anak lelaki saudara seayah dan anak-anak dari saudara
perempuan kandung, seorang wafat meninggalkan
isteri saudara lelaki saudara perempuan seayah,
seseorang wafat meninggalkan beberapa cucu lelaki,
seseorang wafat meninggalkan dua cucu lelaki dan
saudara perempuan kandung, seseorang wafat dan
meninggalkan isteri, saudara perempuan kandung,
saudara perempuan seibu, dua nak lelaki saudara
kandung, seseorang wafat meninggalkan anak lelaki
dan perempuan, seseorang wafat meninggalkan anak-
nak lelaki saudara seayah dan seibu dan meninggalkan
wasiat setengah dari peningalan untuk aaml
kebajikan].

14

[Fatwa seputar
pernikahan]

faml ) aimgy b o o 3 (3 o) S
Wmcb)\)yﬁ&?s”ayj
pe ma g ity oy Baledy inl) i (el
e e die 09y Aergll SALL W s €0l
sre Ol slesl b Jay s LIS s (W
Wl b oo B SO e E e L)
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[Hukum nikah ‘urfi, apabila menikah dengan orang

yang menceraikan isterinya yang keempat adakah
baginya iddah? Hukum bagi sebagian bentuk
pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswa akad
dengan dua orang saksi (lelaki dan perempuan) dan
tidak dicatatkan, apakah dianggap sah?, apakah
dibenarkan hubungan suami isteri jika terjadi akad
tanpa memberitahu orang lain, apakah islam menerima
pernikahan  yang tidak diiklankan?  Apakah
diberitahukan pelaku zina atas orang yang ingin
menikahninya?, hukum meninggalkan tunangan ketika
si perempuan menemui lelaki lain yang ia cintai,
hukum nikah tanpa wali, hukum orang yang masuk
islam lalu menceraikan isterinya dan menikahi seorang
muslimah yang dilaksanakan di dalam gereja, halal
atau haram?, seorang ayah melihat aurat anak gadis
yang akan dinikahi anak lelakinya, haramkah
menikahinya?, hukum orang yang melakukan zina
kepada ibu isterinya, hukum orang yang menceraikan
isterinya hingga habislah masa iddahnya dengan
melahirkan, kemudian menikahinya kembali tanpa
pencatatan, hukum menikahi saudara perempua isteri
ayah, hukum anak lelaki  menikahi anak
perempuansuami ibunya, hukum harta benda suami
isteri, hukum muslimah menikah dengan non muslim,
hukum harta benda yang sudah diserahkan jika terjadi
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fasakh peminangan, hukum menuliskan nilai-nilai
barang-barang bawaan suami isteri, melahirkan tanpa
akad nikah, apakah diisbatkan pernikahan tersebut?
perbedaan antara iddah perempuan yang bercerai
dengan perempuan janda, hukum nikah bagi orang
yang menyusui dengannya sekali susuan saja,
sesusuan.

15

[Fatwa seputar
thalaq]
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[Hukum janji menceraikan namun tidak ditepati,

menyalahi janji setelah bersumpah, hukum percerain
dengan ta’liq dan perkataan suami kepada isterinya
‘engkau haram bagiku sama seperti ibu dan saudara
perempuanku’, hukum suami menceraikan isterinya
tiga kali, orang yang tidak tahu bertanya lalu dijawab
‘atasku thalaq’ serta ta’lig, apabila isteri mensyaratkan
untuk menceraikan dirinya, kemudian terjadi atas
dirinya dan tidak dilafazkan serta suaminya tidak tahu,
hukum apabila suami berkata kepada isterinya
‘perhatikanlah dirimu adalah orang yang dicerai’,
bercerai dalam keadaan haid, hukum pernikahan
apabila  berulang-ulang  cerai, adakah isteri
menanggung dosa yang demikian? Kapan perceraian
terjadi?, hukum orang yang meragukan bilangan cerai,
hukum saksi dalam cerai, pernikahan dengan kertas
yang telah hilang, hukum orang yang bersumpah
dengan cerai kemudian ingin merubahnya, hukum
orang yang bercerai tiga kali akan tetapi dia tidak
mengetahuinya, hukum cerai sebelum persetubuhan,
hukum orang yang menceraikan isterinya dalam
keadaan sangat marah, suami yang mengatakan kepada
isterinya ‘engkau tercerai dan haram atasku seperti ibu
dan saudariku’, hukum orang yang menceraikan
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isterinya, kemudian setelah habis iddahnya, menikah
kembali dan melahirkan kemudian suaminya yang
pertama menggugatnya bahwa ia telah merujuknya,
hukum orang yang menggugat setelah bercerai, hukum
suami menyesali perceraian dengan lafaz sharih,
hukum orang yang mengatakan kepada isterinya ‘kalau
seandainya saudaramu masuk ke rumahku maka
jadilah  engkau tercerai, hukum orang yang
mengatakan dua kali ‘atasku cerai bersama ta’liq’].
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o [Fatwa seputar ?JU‘ & Oﬂ‘j Jf% ('wb A e B
criminal] [Hukum aborsi jika ragu kesehatan janin, apakah puasa
dua bulan untuk kafarah dosa membunuh yang tidak

disengaja memadai sebagai diyat (denda)].
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[silaturranmi, melampaui batas terhadap mahram,

hukum berbakti kepada ibu yang jahat, hukum doa ibu
kepada anak-anaknya, hukum permintaan ayah/ibu
untuk menceraikan isterinya, hukum bersikap tegas
terhadap orang tua demi kemaslahatan, hukum
menciptakan robot, hukum mendengarkan musik,
hukum olahraga yoga, hukum menonton filim atau
sinetron yang melalaikan, hukum mengaitkan sebuah
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musibah dengan kedatangan seseorang].
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[Fatwa seputar ) ey F]
peli’(r;:;slegahan [Perbedaan sunni dan syiah, bid’ah dan sunah,
kontem g)r/er] pengertian hadis tentang ‘aku tinggalkan kepadamu
P dua perkara].
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[Mencukur janggut, menjual alat-alat kecantikan,
apakah surat al-Ahzab menunjukkan dalil wajibnya
menggunakan cadar, hukum memberikan make-up di
daerah yang ada aibnya, hukum memakai cadar,
hukum memakai perak, hukum memakai pakaian
hitam bagi perempuan, hukum memakai make-up yang
ringan, hukum melepas hijab ketika bekerja].
Boim 5 (Sold a2l Oladly 314y QLY Boi> o5 (sl
ST,L\j oLy [Hak-azasi manusia dan pertambahan penduduk,
kedudukan  perempuan dalam Islam, hukum
20 W o2y | perempuan bekerja sebagai dokter gigi].
[Fatwa seputar
hak azasi
manusia,

perempuan dan
wacana
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keagamaan]

‘Ali  Jum‘ah seorang ahli fikih yang ilmunya seluas samudera
mensyaratkan dirinya tidak sebatas paham tentang fikih, namun juga diuji
kedalaman fikihnya dalam memahami manhaj bermazhab, serta memahami khilaf
para ulama. Bahkan, untuk masa sekarang fikih tidak hanya cukup dengan
pengetahuan fikih semata.

Tentu di samping memahami bidang disiplin agama lainnya, juga dituntut
untuk memiliki wawasan luas, ilmu humaniora, serta pengetahuan umum.
Sehingga menghasilkan reproduksi fikih yang senafas dengan perkembangan
zaman. Makin dalam kemampuannya makin terlihat sikap toleran yang
dimunculkan, serta luwesnya dalam berfikih, hingga sudah jauh meninggalkan
gerbong fanatisme mazhab, yang kadang membabi buta dan intoleran.

Gambaran ini akan bisa kita temukan pada sosok ‘Ali Jum‘ah. Kitab ini
menjadi semacam bunga rampai fatwa-fatwa beliau yang mengedepankan sikap
moderat dan humanis, sembari tetap tidak melupakan jatidirinya sebagai seorang
penganut mazhab Syafi‘i, namun dalam wajah masa kini.

‘Ali Jum‘ah dalam kitabnya al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyvah telah
merangkum beberapa pertanyaan umat masa kini dan merupakan jawaban yang
memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kekinian yang dirangkum menjadi
sebuah buku dan menjadi rujukan bagi beberapa kalangan. Kitab al-Kalim at-
Tayyib Fatawa Asriyyah yang beliau tulis ini sangat memudahkan bagi kalangan
yang ingin kepastian hukum kontemporer atas permasalahan yang kontemporer
pula dan merangkumi beberapa permasalahan kontemporer yang tidak terjadi di
zaman ulama terdahulu namun tetap merujuk kepada mereka dan merupakan
ijtihad seorang ulama. Kaitannya dengan penelitian ini adalah pembahasan ‘Ali
Jum‘ah tentang kebolehan nikah ‘urfi dan apa saja dampak dari pernikahan ini di

dalam masyarakat.




BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

Beberapa peneliti, di antaranya: Duraiwisy, 2010; Hoda, Osman dan
Fahimi, 2005; Jabarti, 2005; Zakaria, 2010, mengemukakan bahwa di sejumlah
negara Arab dan negara-negara Islam terdapat sebuah fenomena pernikahan yang
dikenal dengan istilah nikah ‘urfi dan nikah misyar. Mereka menyatakan bahwa
pemerintah Mesir dan Saudi Arabia misalnya akan menjatuhkan hukuman
berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pelaku nikah ‘urfi dan misyar
bahkan status anak-anak yang terlahir dari wanita Mesir yang menikah ‘urfi
dengan lelaki luar Mesir, tidak memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan
Mesir.!

Abdul Bagi Muhammad Farj al-Ham, dalam Jurnal University of Bakht
Alruda Scientific Journal Issue menjelaskan bahwa:
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[Akad nikah dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus

mendapat perhatian sebagai langkah waspada. Di antara fenomena pernikahan

! http://ilkom.journal.ipb.ac.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2015.
2 Abdul Baqi Muhammad Farj al-Ham, “Al-Hukm asy-Syar‘i li al-Ziwaj al- ‘Urfi”, dalam:
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue, no. 9, Desember 2013, h. 17.
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yang penting juga adalah pencatatan dengan perantara saksi, maka hukum Islam
menjadikan saksi dan wali sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan, karena
pernikahan yang tidak tercatat, pernikahan tersebut batal. Pernikahan sirri
termasuk juga dalam kategori nikah ‘urfi, dikarenakan pernikahan ini juga tanpa
wali. Pernikahan yang tidak tercatat, maka pemimpin berhak memberikan sanksi
bersamaan dengan iktikad baik mereka untuk mencatatkan pernikahan].

Gorak Sosnowska, dalam artikelnya mengatakan bahwa: Unofficial
marriage (nikah ‘urfi / zawag ‘urfi) is an innovation used primarily in Egypt. In
view of the high cost of marriage, ‘urfi’s role is instrumental in religiously
legitimising a relationship. At the same time it is a step to enter the true, i.e.
official, marriage. The ‘urfi institution has been applied over the last few years to
relationships between Western female tourists and local men within so-called sex
tourism or romance. The article analyses ways of understanding and perception
of ‘urfi marriage by Western female tourists. The source material consists of the
women’s online posts on forums devoted to intimate touristic contacts between
European women and Arabs. Several types of the narrative can be specified, such
as the partner’s sexual potential, ‘urfi as the tool of discrediting Western women
engaged in the model, legitimacy for having sex, or impure intentions of habib
(‘lover’). Family affairs are of minimal importance in the discourse, which
emphasises instrumental nature of the relationship.® [Pernikahan tidak resmi
(nikah ‘wrfilzawag ‘urfi) merupakan suatu temuan yang sering digunakan di
Mesir. Mengingat tingginya biaya pernikahan, peran ‘urfi menjadi alat agama
untuk melegitimasi sebuah hubungan. Pada masa yang sama juga merupakan
langkah untuk memasuki sebuah pembenaran tentang pernikahan resmi. Nikah
‘urfi telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir bagi hubungan wisatawan
perempuan Barat dan laki-laki lokal yang disebut wisata seks atau asmara. Artikel
ini menganalisa cara pemahaman dan persepsi nikah ‘urfi oleh wisatawan
perempuan Barat. Sumber-sumber yang terdiri dari postingan perempuan secara

online di forum-forum khusus untuk menjalin kemesraan antara perempuan Eropa

¥ Katarzyna Gorak-Sosnowska dan Maciej Klimiuk, “Romans Czy Rodzina? Malzenstwo
Urfi a Wyobraenia o Nim Zachodnich Turystek w Egipcie”, dalam: InterAlia. A Journal of Queer
Studie, vol. 8 tahun 2013, h. 201.
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dan lelaki Arab. Beberapa jenis narasi dapat dipastikan, seperti adanya potensi
mencari pasangan seks, dan ‘urfi menjadi alat untuk menyudutkan wanita Barat
yang terlibat dalam model ini, legitimasi untuk berhubungan seks, atau niat yang
tulus dari seorang habib ‘kekasih’. Keluarga menjadi hal yang tidak begitu
penting dari hubungan ini, yang lebih ditekankan adalah kealamian sebuah
hubungan].

Khofid Tahtayani, dalam skripsinya mengungkapkan sebuah penelitian di
Indonesia bahwa tidak semua masyarakat Islam Indonesia mengikuti prosedur
atau aturan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebagian
masyarakat yang melaksanakan praktek nikah yang tidak tercatat secara resmi dan
tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan, dan ada
juga sebagian masyarakat yang menyebutnya dengan nikah agama atau nikah
sirri. Nikah ini pada sebagian masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman
tentang terminologi dan konsep nikah di bawah tangan. Peneliti menggunakan
metode lapangan untuk mengungkap fakta ini yang berlokasi di Desa Tambaharjo
Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dari hasil penelitian beliau diketahui bahwa di
Kecamatan tersebut terdapat 10 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah
tangan, menurut masyarakat setempat pernikahan tersebut adalah persepsi nikah
berdasarkan agama Islam, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Secara
legal formal (fikih) Islam dinyatakan sah, hal ini didasarkan pada alasan bahwa
saat peresmian nikah di bawah tangan semua syarat dan rukun yang telah
ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menjadi sebab melakukan
nikah di bawah tangan adalah mahalnya biaya pernikahan, kendala pada masa
studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama, sedangkan tujuan
yang ingin dicapai adalah, pertama, tujuan yang bersifat normatif, merupakan
keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan
karena belum menikah, kedua, tujuan yang bersifat psikologis, yakni untuk
memperoleh ketenangan atau ketentraman jiwa, ketiga, tujuan yang bersifat
biologis yakni untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan keempat,
tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka untuk

merahasiakan pernikahannya. Dari analisis penelitian di Kecamatan tersebut
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ditemukan bahwa prilaku nikah di bawah tangan merupakan tindakan rasionalis,
karena dilakukan atau berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan
bahwa tindakan itu dinyatakan.*

Hamdani Rokan, dalam tesisnya mengatakan bahwa pernikahan sirri yang
terjadi di masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
khususnya desa Medan Estate memiliki norma dan tata cara tertentu dalam
melangsungkan pernikahan baik anak gadis, jejaka, maupun janda dan duda.
Sebagaimana pernikahan pada umumnya, praktek pernikahan sirri ini
dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu terpenuhi rukun dan
syarat, yang membedakan hanya pada pencatatan, karena nikah ini hanya
mendapatkan selembar kertas dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan
sebagai bukti telah menikah. Menurut masyarakat setempat nikah sirri adalah
pernikahan yang sah karena telah memenuhi aturan yang ada dalam Islam. Prosesi
pelaksanaannya biasanya diakukan dihadapan orang yang memahami agama
Islam atau ditokohkan, seperti Imam masjid, Nazir masjid, atau Kepala
Lingkungan. Di antara faktor terjadinya nikah sirri adalah karena keinginan
orangtua, budaya, pendidikan dan ekonomi.”

Muhammad Saleh Ridwan, dalam sebuah jurnal mengatakan bahwa
pernikahan dalam Islam diistimewakan sebagai bentuk ikatan sangat kuat untuk
mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pentingnya pernikahan
harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu
keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan yang
berlaku agar pernikahan tersebut memilki kekuatan hukum, karena kalau tidak
maka tidak akan bisa dikatakan pernikahan yang kuat dari segi hukum. Dalam
suatu masyarakat masih banyak ditemukan adanya praktek pernikahan seperti
nikah siri, masyarakat memahami nikah sirri sebagai sebuah pernikahan yang
tidak dicatat di kantor urusan agama alias nikah di bawah tangan. Keberadaan

nikah sirri dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum positif

* Khofid Tahtayani, Nikah di Bawah Tangan dan Faktor Penyebabnya (Skripsi: Fakultas
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006), h. 67.

® Hamdani Rokan, Praktek Nikah sirri Pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan
Medan Estate (Tesis: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2012), h. 98.
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(hukum Negara), nikah sirri adalah nikah tanpa wali pihak isteri, maka hukumnya
tidak sah secara agama maupun secara hukum Negara.®

Nova Ridha Soraya, dalam skripsinya menjelaskan bahwa nikah sirri
adalah akad antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang pelaksanaanya
hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam tanpa memperhatikan
ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat di kantor pencatatan
nikah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan
Sumatera Utara, dan ditemukan di Kecamatan tersebut banyak sekali pasangan
yang melakukan nikah sirri, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum para
warga masyarakatnya. Para warga menganggap bahwa pernikahan yang mereka
lakukan sudah sah menurut hukum agama walaupun pernikahan mereka tidak
memiliki bukti autentik dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan siri masih dilakukan oleh beberapa
warga, karena biayanya murah dan prosedurnya murah, karena ingin menghindari
perbuatan zina, ingin berpoligami, hubungan yang tidak direstui orangtua dan
terjadi kehamilan sebelum nikah.’

Shahreena Shahrani, dalam tesisnya menjelaskan bahwa: In the past, ‘urfi
marriage was used to describe all social and religious marriages in Egyptian
society. However, when Egypt imposed the requirement for marriage registration,
in 1931, it created a rupture between the established culture and modern laws,
rendering the traditional definition of ‘urfi marriage obsolete. Since the late
twentieth century, ‘urfi marriage has been re-imagined as a viable alternative to
legal marriage by those who find the modern marriage tradition socially or
financially unviable. This study seeks to understand the complexities in
reconstructing and redefining ‘urfi marriage and ponders whether this

contemporary social practice (in one or more variations) will one day become

® Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan sirri” dalam: Jurnal Al-Qadau, vol. 1, No. 2,
Agustus 2014, h. 30.

" Nova Ridha Soraya, Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan sirri dan Akibat
Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Skripsi: Fakultas Hukum, USU,
2011), h. 86.
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fully accepted in Egyptian society. In order to accomplish this, | draw on Berger
and Luckmann’s classical work on the social construction of reality to shed light
on how various popular discourses —film, blogs, legal discourse, television and
others— interrogate the category of ‘urfi, contest its definition as deviant, and
seek to unpack the on-going social negotiation surrounding its multiple and
conflicting meanings in order to understand why it has re-emerged and gained
legitimacy among many segments of society. Like my research into the treatment
of ‘urfi and related topics as obliquely presented through the artistic medium of
film, “field research” of online resources also allowed me to gain a broader
understanding of the perceptions, meanings, and ideas associated with marriage
as well as of the current practices of ‘urfi marriage, often considered a taboo
topic, by varied segments of Egyptian society. Because marriage is such a
powerful icon for “coming of age” in Egypt, in the end, this debate on what
form(s) of ‘urfi marriage will emerge as acceptable will have far reaching
repercussions on other complex, intertwined issues such as individual freedom,
adulthood, familial and societal duties, individual choice in marriage, hereditary
rights, ethics of medical science, morality, and, especially the relevance and the
integration of young adults in contemporary and future Egyptian society.® [Di
masa lalu, nikah ‘urfi digunakan untuk menggambarkan semua pernikahan sosial
dan keagamaan di masyarakat Mesir. Namun, ketika Mesir memberlakukan
persyaratan untuk pendaftaran pernikahan, pada tahun 1931, hal ini menciptakan
perpecahan antara budaya yang telah ada dan hukum modern, yang
menghancurkan tradisi dari nikah ‘urfi ini yang sudah ada sejak lama. Sejak akhir
abad dua puluh, nikah ‘urfi kembali menjadi alternatif sebagai pernikahan yang
sah bagi mereka yang menemukan tradisi pernikahan modern secara sosial atau
belum mapan dari segi finansial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami
kompleksitas dalam merekonstruksi dan mendefinisikan ‘nikah ‘urfi dan
merenungkan apakah praktek sosial kontemporer (dalam satu atau lebih variasi)

suatu hari sepenuhnya akan diterima dalam masyarakat Mesir. Untuk mencapai

® Shahreena Shahrani, The Social (Re) Construction of ‘Urfi Marriage (Thesis: Graduate
Program in Near Eastern Languages and Cultures The Ohio State University 2010).
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hal ini, peneliti mengambil karya-karya klasik dari Berger dan Luckmann, pada
konstruksi sosial dari realita untuk menjelaskan bagaimana berbagai wacana film,
blog, wacana hukum, televisi dan populer lain-menginterogasi kategori ‘urfi,
konteks definisi sesat, dan berusaha untuk membongkar negosiasi sosial
berlangsung di sekitarnya dan yang bertentangan pengertiannya dalam rangka
untuk memahami mengapa hal tersebut muncul kembali dan memperoleh
legitimasi di antara banyak segmen masyarakat. Seperti penelitian dalam
permasalahan ‘urfi dan topik terkait yang disajikan melalui media seni film,
"penelitian lapangan” sumber daya online juga memungkinkan untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang persepsi, makna, dan ide-ide
yang berkaitan dengan pernikahan juga pada praktek saat ini nikah ‘urfi sering
dianggap topik tabu, dengan segmen bervariasi dari masyarakat Mesir. Karena
pernikahan adalah suatu ikon yang kuat untuk "generasi yang akan datang” di
Mesir. Pada akhirnya, perdebatan ini dalam bentuk apa pun dari nikah ‘urfi akan
menimbulkan dampak yang kompleks, isu yang terkait seperti kebebasan
individu, kedewasaan, keluarga dan kewajiban bermasyarakat, pilihan seseorang
dalam perkawinan, hak pewarisan, etika ilmu kedokteran, moralitas, dan terutama
relevansi dan integrasi orang dewasa muda di masyarakat Mesir kontemporer dan
masa depan].

Beberapa penelitian di atas menyoroti fenomena nikah ‘urfi yang terjadi di
Mesir sebagai pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pemerintahan. Para
peneliti lebih memandang kemashlahatan dari segi sosial, hal ini dikarenakan
banyak terjadi penyalahgunaan pernikahan yang seharusnya untuk tujuan mulia,
akan tetapi digunakan untuk kepentingan sesaat atau alasan-alasan lainnya.
Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menitik beratkan kajian pada fatwa
‘Ali Jum‘ah semasa beliau menjabat sebagai mufti Republik Arab Mesir selama
dua priode, fatwa-fatwa tersebut dihimpun dalam satu buku yang diberi judul al-

Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah.



BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS FATWA
‘ALI JUM‘AH TENTANG NIKAH ‘URFI

A. Maksud Nikah ‘Urfi
1. Nikah ‘Urfi

Masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini jika dilihat dalam
istilah figih kontemporer, maka dikenal dengan istilah “Zawaj ‘urfi” atau
“Zawag ‘Urf” menurut dialek orang Mesir, yaitu suatu pernikahan yang
memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh
pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.® Secara etimolgi al- urfu
dihubungkan kepada al- ‘Urf, dalam bahasa Arab diartikan sebagai al- ‘7lim

(mengetahui). Orang Arab mengatakan Lgsl — @xe — Ul — e — abm — 4
dalam bahasa Arab kalimat ini penggunaannya sebagai berikut: «lsi: ¥ s
oLl contoh lain: < «lef 1y w6, Sedangkan Zu8ey) tawadl. Ibnu Manzur dan

Ibnu Faris mengatakan ‘urf dalam bahasa arab memiliki dua makna asal.

Pertama, tersambungnya sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya ( ~ts
Lane aam Sla ¢ ), Makna ini menunjukkan istimrar (berkelanjutan). Kedua,
tenang dan tentram (asLk) 5 0,1, makna ini menunjukkan sifat terpuji dan

kebaikan, oleh karena itu Ibnu Manzur mengkategorikan ‘urf sebagai

antonim kejelekan (<) dan mengartikan dengan sesuatu yang baik dan

menentramkan hati.
Sedangkan secara terminologi ‘urf memiliki pengertian yang

berbeda menurut beberapa ulama, di antaranya: a. Abdul Wahab Khalaf:

! Ar-Ri’asah al-‘Amal i Idarah al-Buhas al-‘Tlmiyah wa al-Ifta’ wa ad-Da‘wah wa al-
Irsyad, Majalah al-Buhiis al-Islamiyah (Kairo: Ad-Dirasat Islamiyah, 1999), h. 194.

? Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzir, Lisan Arab (Beirut: Dar Thya’ at-
Turas al-‘Arabi, t.t.), jilid II, h. 745-757.

¥ Jamal al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), jil. IX, h. 239, Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah, al-‘Urf wa Asaruhu fi al-Tasyri’ al-
Islam (Libya: Dar al-Kutub al-Wataniyah, 1986), h. 57.
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‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam
kebiasaan baik berupa perkataan, perbuatan maupun bentuk perbuatan yang
pasif (meninggalkan);* b. Wahbah al-Zuhaili: ‘urf adalah segala sesuatu
yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum
diantara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui
memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak
menimbulkan kesalahfahaman.” Muhammad Abu Zuhrah: ‘urf adalah
sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal muamalah dan
berkelanjutan dalam semua aktifitas mereka;® c. Abdul Aziz al-Khayyat:
‘urf adalah sesuatu yang orang-orang mengenalnya dengan baik, diterima
akal sehat, sesuai dengan kebiasaan yang baik, dan tidak bertentangan
dengan syariat.” Abdul Aziz Khayyat menambahkan ‘urf adalah kebiasaan
yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;® d. Muhammad al-Ruki: ‘urf
adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dibiasakan, baik berkaitan
dengan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan, sehingga hal itu
menjadi umum dan lumrah;® e. Menurut Undang-Undang terbagi menjadi
dua: 1). ‘Urf adalah adanya kebiasaan yang terdahulu dan berkelanjutan,
akan tetapi tidak menyalahi adab dan sumber-sumber yang asas; 2). ‘Urf
adalah sesuatu yang ditetapkan oleh masyarakat dan harus dihormati.*®
Sementara pengertian nikah ‘urfi terdapat beberapa pengertian, di
antaranya: a. Nikah ‘urfi adalah suatu pernikahan yang terpenuhi syarat dan
rukunnya dan digunakan untuk akad pernikahan yang tidak tercatat;'! b.

Nikah ‘urfi adalah akad yang terjadi antara lelaki dan wanita, terpenuhi

* Abdul Wahab Khalaf, llmu Usil al-Figh (Kairo: Dar al-Kalimah, 1998), h. 99.

® Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz Fi Ushul al-Figh (Syiria: Dar al-Fikr, 1999), h. 97.

® Muhammad Abu Zuhrah, Usli Figh (Kairo: Dar al-Qaumiyah, 1998), h. 81.

" <Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin as-Suyiti, Al-Asybah wa an-Nazdir (Beirut:
Dar al-Kitab al-‘Tlmiyah, 1990), h. 93.

® Abdul Aziz al-Khayyat, Nazariyat al-‘Urfi (Yordan: Maktabah al-Aqsa, 1970), h. 24.

® Muhammad al-Ruki, Qawa’id al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), h.
217.

19 Abdul Fattah Abdul Baqi, Nazarivat al-‘Agd wa al-ldarah al-Munfaradah: Dirasah
Mu’ammaqah wa Mugaranah bi al-Figh al-Islami (Kairo: Mausu’at al-Qanun al-Madani al-Misri,
t.t.), h. 199.

" Kamal Saleh al-Bana, az-Ziwaj al- ‘Urfi wa Munaza’at al-Bunuwah (Kairo: Dar al-
Kutub al-Qanuniyah, 2005), h. 6.
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syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, tidak terdapat halangan untuk
menikah. Pernikahan ini tidak didokumentasikan, dan tidak memiliki surat
nikah;'? c. Nikah ‘wrfi adalah pernikahan yang tidak tercatat akan tetapi
memenuhi rukun dan syarat pernikahan, karena akad nikah dan pencatatan
adalah dua hal yang berbeda;"® d. Nikah ‘urfi adalah pernikahan yang tidak
tercatat, akad yang tertulis di atas kertas biasa dan hanya di antara suami dan
isteri saja;** e. Nikah ‘wrfi adalah pernikahan yang tidak tercatat, dan
merupakan gambaran dari kesepakatan antara lelaki dan perempuan atau
pemuda dan pemudi yang masih bergelar mahasiswa, yang terjadi tanpa
sepengetahuan keluarga dan masyarakat, dengan menuliskan di atas
selembar kertas kesepakatan atau tanpa menuliskan apa pun, kemudian
menyewa dua orang saksi, lantas keduanya hidup bersama.

Melihat dari beberapa defenisi di atas, defenisi a, b dan c, jJumhur
ulama mengatakan nikah ini sesuai dengan syariat karena akad tersebut
terjadi sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, rukun dan syarat
tersebut adalah: adanya calon suami, calon istri, ijab gabul, wali dan saksi.

Dalam hal ini ulama berbeda pandangan dalam permasalahan wali
dan saksi, menurut mazhab Hanafi, sah akad nikah yang dilakukan oleh
perempuan itu sendiri, tanpa ada wali, sedangkan jumhur berpendapat, batal
akad pernikahan yang dilakukan tanpa wali.*> Sementara kaitannya dengan
saksi menurut ulama empat mazhab telah sepakat bahwa saksi merupakan
syarat sah pernikahan, pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali,
persaksian dapat menjaga hak isteri dan anak.'® Hanya saja ulama Malikiyah
berpandangan berbeda masalah waktu persaksian, maka ulama selain
Malikiyah menyatakan bahwa saksi wajib hukumnya ketika melakukan
proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan gabul ketika diucapkan

12 Abdullah bin Sulaiman bin Mani’, “Hukmu Ziwaj al-‘Urfi wa Ziwaj al-Misyar wa
Ziwaj al-Mut’ah”, dalam: Majalah Dakwah, 12 Rabi’ul Awal 1423 H., h. 56.
B3 <Ali Jum‘ah, al-Kalim at-Tayyib Fatawa 4sriyyah (Kairo: Dar as-Salam, 2005), h. 325.
Y Faris Muhammad Imran, az-Ziwaj al-‘Urfi (Kairo: Majmu’ah an-Nail al-Arabiyah,
2001), h. 17.
12 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikri, 2007), h. 183.
Ibid, h. 74.
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oleh kedua belah pihak, sementara ulama Malikiyah menyatakan bahwa
saksi merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad
maupun selesai akad dan sebelum berhubungan suami isteri.'’

Adapun nikah ‘urfi menurut defenisi d dan e, dikatakan bahwa nikah
ini berlangsung tanpa ada wali dan tanpa sepengetahuan wali, akad ini
hanya berlangsung antara dua orang saja. Jumhur ulama mengharamkan
nikah seperti ini.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik garis menjadi: Pertama, akad
yang terpenuhi semua rukun dan syarat, akan tetapi tidak tercatat di lembaga
pencatatan nikah,*®akad ini sah sesuai syariat. Nikah ini menghalalkan
istimta’ (bersenang-senang), dan konsekuensi dari akad tersebut, seperti hak
waris, hak keturunan dan lain-lain. Kedua, akad yang tidak terpenuhi rukun
dan syarat nikah, hanya cukup dengan saling ridha antara kedua belah pihak
untuk menikah tanpa diketahui oleh seorang pun dari saksi atau selain saksi,
maka terjadilah akad di antara lelaki dan perempuan tanpa saksi, dan ini
yang biasa disebut dengan nikah sirri, dan terkadang terjadi akad dengan
dua orang saksi namun tanpa wali, akad ini dianggap batal.

Pernikahan ini disebut dengan nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan
ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat Muslim
sejak masa Nabi dan para Sahabat yang mulia, di mana tidak perlu untuk
mencatat akad pernikahan tanpa ada pertentangan dari waktu ke waktu.'®
Ibnu Taimiyah mengatakan: “Tidak perlu wali hakim untuk menikahkan
seorang perempuan menurut kesepakatan para ulama”.?’ Adapun kaitannya
dengan pencatatan, tidaklah terjadi di dalam akad, karena para ulama ketika
mereka mendefenisikan akad tidak menyertakan pencatatan di dalamnya,
begitu pun dengan ulama-ulama kontemporer. Abdul Halim menyatakan

" Ibid., h. 75.

'8 Perbedaan antara Ulama: Sebagian ulama membolehkan nikah ‘urfi dengan melihat
rukun dan syarat yang benar, sebagian yang lain mengharamkannya, karena tidak akan tercapai
tujuan dari syariat, dan tidak adanya pencatatan, akan menyebabkan terabaikan hak anak, waris,
serta akan sulit mendapatkan akta lahir bagi anak dan perjalanan pendidikannya.

9 Mamduh Azmi, al-Agqdu al- ‘Urfi (Kairo: Dar al-Fikri al-JTami‘i, t.t.), h. 11.

2 |bnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, ed. Abdur Rahman bin Muhammad bin Qasim al-
‘Asimi al-Najdi al-Hambali, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1412 H), h. 34.
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bahwa pernikahan itu adalah akad saling ridha, dan bukanlah akad yang
menjadi masalah yang mengharuskan pencatatan, hal ini bukanlah harus
dalam syariat, perundang-undangan juga tidak mensyaratkan melainkan
saksi. Pencatatan ini diperlukan ketika mendengarkan dakwaan
pengingkaran saja.”*

Defenisi nikah ‘urfi dapat difahami bahwa sebenarnya tidak ada
perbedaan yang menonjol antara pernikahan secara hukum dengan nikah
‘urfi. Perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena nikah
‘urfi adalah sah dalam pandangan Islam disebabkan terpenuhinya semua
persyaratan nikah seperti adanya ijab gabul, mahar, wali dan saksi, hanya
saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat pada
pegawai pencatat pernikahan setempat sehingga mudah untuk digugat.

Abdul Fattah Amr berkata: “Nikah ‘urfi mudah untuk dipalsukan
dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit untuk digugat”.?

Dari pernyataan tersebut wajar jika terjadi kontradiksi di antara
ulama, karena memandang konsep kemaslahatan di tengah-tengah
masyarakat Muslim. Namun pada lain kesempatan hal ini dianggap sebagai
solusi bagi orang yang ingin menikah tapi tidak mempunyai harta yang

cukup untuk menikah dan menyediakan akomodasi.

2. Sejarah Nikah ‘Urfi
Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa kaum muslimin di era
Nabi saw melaksanakan akad dengan lafal-lafal khusus dan menjadikan
pencatatan melalui saksi, tidak diperlukan pencatatannya secara tertulis.
Seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi, dan yang berlaku
terhadap para saksi yang dimungkinkan lupa, atau pun meninggal dunia,

! Hamid Abdul Halim asy-Syarif, az-Ziwaj al- ‘Urfi (Kairo: Dar al-Baidha’, t.t.), h. 20.
22 Abdul Fattah ‘Amr, As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi al-Ahwal asy-Syakhsyiyyah (Jordan:
Dar an-Nafa’is, 1998), h. 43.
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maka diperlukanlah akad nikah secara tertulis, sebagaimana yang ditetapkan
oleh Undang-Undang yang berlaku.?

Dari sini diketahui bahwa awal mula pencatatan nikah ketika kaum
Muslimin saat itu melambatkan mahar, yang secara tidak langsung sebagai
pengukuhan dari pernikahan itu sendiri. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa
para Sahabat tidak menuliskan mahar, karena mereka tidak pernah
melambatkan mahar, bahkan mereka menyegerakannya, apabila mereka
melambatkannya hal ini sudah diketahui. Akan tetapi ketika terjadi
keterlambatan mahar, dikuatirkan lupa, maka mereka menuliskannya. Oleh
karena itu, inilah yang menjadi alasan dalam menetapkan mahar, sekaligus

sebagai pengukuhan bahwa isteri adalah milik suaminya. 2

3. Faktor-Faktor Pendorong Nikah ‘Urfi
Dilihat dari kondisi di lapangan, ada beberapa faktor yang

menyebabkan seorang untuk memilih pernikahan ini, di antaranya adalah:

a. Faktor Sosial

Pertama: Problem Poligami; Islam membolehkan bagi seorang
laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu isteri. Sebagian
kaum lelaki ingin mempraktekkan hal ini, namun ada hambatan sosial
yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh
masyarakatnya atau undang-undang negara yang mempersulit poligami
atau bahkan melarangnya. Tatkala ada seorang yang ingin berpoligami
dan dalam waktu yang sama dia ingin menjaga keutuhan keluarganya, di
situlah dia memilih jalan pernikahan model ini.

Kedua: Sistem Militer; Sebagian Negara Arab dan Islam
memiliki aturan militer yang mewajibkan seorang lelaki untuk latihan
menjadi tentara selama beberapa waktu tertentu, dan tidak dibenarkan

menikah, sebagian lelaki tidak mampu bertahan dengan kondisi seperti

% Ar-Ri’asah al-‘Amal li Idarah al-Buhiis al-Ilmiyah wa al-Ifta” wa ad-Da‘wah wa al-
Irsyad, Majalah al-Buhiis, h. 194.
2 onu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, h. 131.
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ini disamping juga ingin menjaga dirinya dengan menikah, maka nikah
‘urfi menjadi solusi untuk permasalahan ini.

Ketiga: Undang-Undang Usia; Suatu negara biasanya memiliki
undang-undang tentang batas usia yang layak untuk menikah. Seorang
pemuda atau pemudi yang sudah siap menikah tetapi belum terpenuhi
usia dalam undang-undang, maka pada akhirnya akan memilih jalan ini.

Keempat: Tempat Tinggal yang Tidak Menetap; Sebagian orang
tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaan yang
digelutinya. Terkadang harus tinggal beberapa waktu yang cukup lama
sedangkan isterinya tidak bisa menemani. Di situlah pernikahan model

ini dilakukan guna menjaga kehormatan.?

b. Faktor Harta
Sebagian suku atau negara masih mengakar adat jual mahal
maskawin atau mahar sehingga menjadi medan kebanggaan. Tatkala ada
pasangan suami isteri yang ridha dengan mahar yang relatif murah, maka
pernikahan ini menjadi alternative karena khawatir diejek oleh

masyarakat.

c. Faktor Agama

Termasuk faktor penting juga adalah lemahnya iman seseorang, di
mana sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi
hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu
pernikahan resmi.?® Tidak diragukan bahwa kekuatan agama menjadi
jaminan yang kuat untuk menghindari kezaliman dan kerusakan, karena
orang yang takut kepada Allah akan melarang dirinya dari mengikuti
hawa nafsunya, akan tetapi kebanyakan manusia saat ini lebih banyak

takut kepada hukum manusia dari pada hukum Allah.

% Ahmad bin Yasuf bin Ahmad ad-Daryuwisy, Az-Zawaj al-‘Urfi (Riyadh: Dar al-
‘Asimah, 2005), h. 85-89.
% Ihid.
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B. Pandangan ‘Ali Jum‘ah dalam Kitab al-Kalim az-Tayyib Fatawa Asriyyah
dan Dalil-Dalilnya

Fenomena nikah ‘urfi yang sedang berkembang di tengah masyarakat
Mesir, mengharuskan ‘Ali Jum‘ah, untuk mengeluarkan fatwa yang bertujuan
memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum yang terkait. Sebagai
seorang mufti beliau mempunyai kapabilitas dalam hal tersebut. ‘Ali Jum‘ah
dalam bukunya al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah, memberikan penjelasan
yang ringkas dan padat tentang hukum nikah ‘urfi. Dalam buku yang merangkum
berbagai fatwanya itu disebutkan beberapa argumennya dalam mengeluarkan
fatwa tentang nikah ‘urfi, diungkapkan sebagai berikut:

Sledl s Gkl pd Bl Zlo) Aol ol aas e Jlas 8587 Bl sy
To S 84N 4 bty o 0T ale (575 o Sl ol IV 58 o (i)
sl 5 Sauis ¥ ol e pdis Aokl a4 Sl (3 adigaloy Sl adisn Lo

LS Iyadny OF AU 35 csls 5 st G 3l o) sy st Jg 50
& il ke Ala il ey Los Al g Al Badie pdB 2y Ll A
@l Jots 5 bl die JedS g gl dis fetS g adl die JeiS pdluYl
Gogl) dinl 344 5 camsr 3ad amid> (3 alels oLl J Wie ISTOT gm taie
BB Ao deie <SS 13) 1A ssial IS il ST ale o O olims

276V Leeke o Y S0l Iagae ilSTI3lg cleede WayBT Lo
[Telah sampai kepadaku banyak sekali surat yang mempertanyakan tentang
permasalahan nikah khususnya nikah ‘urfi yang tidak tercatat di pencatatan resmi,
apakah halal atau haram? Apakah memiliki akibat hukum? Apakah disyaratkan
padanya wali? Bagaimana pelaksanaannya? Bagiamana kedudukannya dari segi
undang-undang? Bagaimana kedudukannya dalam masyarakat? Dan kesemuanya
ini kami kemukakan atau tidak? Dan bermacam-macam jenis dan bentuk nikah
‘urfi yang berkembang di masyarakat dan mereka ingin mengetahui hukum Allah
pada nikah ini. Sebagai pendahuluan kami menjelaskan apa yang dinamakan
dengan akad: di sana ada pandangan untuk akad dalam Islam yang meliputi akad
jual beli, akad pernikahan, akad hibah, dan akad apa pun: yaitu setiap akad
memiliki konsekuensi tersendiri. Apabila akad itu sah, maka harus diikuti dengan

27 <Ali Jum‘ah, al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah (Kairo: Dar as-Salam, 2005), h. 325.
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konsekuensi akad tersebut, namun apabila tidak sah maka tidak ada konsekuensi
baginyal].

Dalam menjawab pertanyaan masyarakat, ‘Ali Jum‘ah, tidak langsung
memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepadanya.
Namun, beliau memberikan pemahaman tentang akad terlebih dahulu, baik
tentang akad jual beli, akad nikah maupun akad yang lainnya. Beliau juga
memberikan penjelasan bahwa setiap akad yang disebutkan dalam bukunya itu
memiliki konsekuensi tersendiri pula. Untuk Akad pernikahan, ‘Ali Jum‘ah

menjelaskan konsekuensi nya adalah sebagai berikut:

Gyl e e plasa V) e tade (IR Sade (S Bl gl die
13 ol gl tade o g Ll s ol 13 2T &y Lages DSTOT ale
OF (Sl e il ans cade ey ol il s oW1 ol call 1da (3 55Yy Sod>
Do lenl g an) sa gl s OB A Ltie 5 bl 2y 3l lb 6 o)) 06
i g el el e amall Cogmg tade L s RSl dnadl 3 el
AN e st O Lo e gl ol amg) e st OF o)) Jo 22 & talde
93T o) B e G g el ol and (306G L O aat )l s
Lol oz OF a1 131 cedll s 3 el gz 9 STA o)l o S ol
L@;:‘-chﬂ;ﬂbwfcLﬁMﬁf&#&&megc&jy\d@dfw
ijjsusijijsu\wcé\@%ﬁap s ol Lgias of
O tade i g el gl s e G )l pa M ISl 5 51
Leorgy ekl 130 W) =T Sy g OF Lk o2 Gy gy giion SN s

BT g pod OT 3L e 22 &Y Gl 23U
[Akad pernikahan konsekuensi nya adalah: 1. Boleh bersenang-senang antara
suami dan istri; 2. Saling mewarisi antara salah satu dari keduanya apabila
meninggal di tengah-tengah akad; 3. Memiliki kejelasan dalam keturunan apabila
terjadi kelahiran dalam akad ini atau di tengah-tengah akad ini, yakni
kemungkinan suami menceraikan isterinya sedangkan isteri dalam keadaan hamil,

2 bid., h. 326.



86

apabila melahirkan, maka anak tersebut merupakan anak keduanya tanpa ragu
dalam hukum Islam; 4. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri; 5.
Diharamkan bagi suami mengumpulkan isteri lebih dari empat, karena yang
menjadi tanggung jawabnya hanya empat saja; 6. Haram mengumpulkan antara
istri dan saudara perempuannya (suami tidak boleh menikahi istri dan saudara
perempuannya dalam waktu yang sama, apabila suami ingin menikahi saudara
perempuan istrinya maka harus menceraikan istri pertama terlebih dahulu, setelah
itu menunggu sehingga habis iddahnya, kemudian menikahi saudara perempuan
isteri atau saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya,
sesungguhnya haram mengumpulkan isteri dan saudara perempuannya, isteri dan
saudara perempuan ayahnya, isteri dan saudara perempuan ibunya, semua ini
adalah akibat dari akad yang sah); 7. Istri melayani keperluan suami, diharamkan
atas isteri menikahi lelaki lain melainkan suaminya telah menceraikannya dan
habis masa iddahnya, karena haram hukumnya isteri mengumpulkan dua suami
selama-lamanya].

Dari konsekuensi yang telah disebutkannya tersebut, akad juga memiliki
rukun-rukun sebagai syarat sahnya akad. Hal ini dijelaskan oleh ‘Ali Jum‘ah

sebagai berikut:
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[Terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang menjadikan akad ini sah, kita dapat
mengambil unsur-unsur (rukun dan syarat) pernikahan ini memberikan implikasi
terhadap akad yang sah. Semua akad baik akad nikah, cerai, jual beli, terdiri dari
tiga rukun, yaitu: 1. Dua orang yang melakukan akad; sudah seharusnya ada
penjual ada pembeli, ada istri dan suami, dalam akad nikah orang yang melakukan
akad tahu tujuannya untuk menikah, dan dia tahu apa yang dilakukannya, dia
tidak dalam keadaan gila, tidak pula anak-anak, tidak dalam keadaan yang
diharamkan untuk menikah, seperti menikah untuk yang kelima kalinya setelah
memiliki istri empat; karena hal ini haram dan akad menjadi batal, serta apa yang
dilakukannya adalah zina, hal ini ditolak dan tidak memiliki akibat apap pun,
seorang muslim waib menjauhi dari perbuatan ini; 2. Qabul dan ijab, perempuan
berkata: aku nikahkan diriku kepadamu, dan diterima oleh lelaki].
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[Dan di antara kebaikan syariat bahwa pihak perempuan yang memulai, karena
syariat telah meletakkan urusan ditangannya, suami tidak memiliki kekuasaan di
dalam rumah, hanya bertugas mencari nafkah di luar rumah, sebagaimana dalam
surat al-Bagarah: 228 (para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada
isterinya) dan surat an-Nisa’: 34 (Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian merka atas sebagian yang
lain). Dari sana diketahui posisi suami dan isteri dalam keluarga, kecuali sebelum
itu kami memberi hak bagi perempuan untuk memulai perkataan dengan
mengatakan: aku nikahkan diriku denganmu, lalu lelaki berkata: aku terima,
kedua ungkapan ini termasuk rukun kedua dari rukun-rukun nikah. 3. Di hadapan
dua orang saksi, pernikahan ini terlaksana menurut Imam Hanafi, karena Hanafi
tidak mensyaratkan wali dalam akad, sedangkan Imam Syafi’i mensyaratkannya,
beliau mengatakan haruslah dalam pernikahan bahwa disana ada wali perempuan
dan dia yang menyetujui dan melakukan akad].

% 1bid., h. 327.
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Setelah membahas akad dan rukun-rukunnya, kemudian ‘Ali Jum‘ah
memulai untuk menjelaskan permasalahan wali dalam akad pernikahan. Dalam
hal ini beliau merujuk kepada beberapa mazhab yang masyhur dan diakui, hal ini
dijelaskannya sebagai berikut:
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[Di Mesir semenjak lima ratus tahun dan semenjak Dinasti Usmaniyah mengambil
mazhab imam besar Abu Hanifah al-Nu’man, Imam Abu Hanifah dan mazhabnya
memandang bahwa wali hanya sebagai syarat penyempurnaan saja, bukan sebagai
rukun dari akad, karena ada hadis yang mengatakan: “Dengan wali da dua orang
saksi yang adil.” Sedangkan menurut Imam Syafi’i wali merupakan rukun dari

akad, beliau bersandarkan kepada hadis “Setiap pernikahan tanpa wali adalah
batal.” Sedangkan Imam Abu Hanifah bersandar kepada ayat Alquran: &f 24,02 56
% oy i e ) 222 5255 [Maka jangan kamu halangi mereka menikah
(lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin di antara mereka dengan
cara yang baik]. Menurut Imam Hanafi, seorang perempuan jika sudah mencapai
usia 21 tahun, maka dia boleh melakukan akad sendiri. Oleh karena itu rukun
dalam mazhab Imam Hanafi terdiri dari; dua orang yang melakukan akad, sigat
(Qabul ljab), dan dua orang saksi yang adil].**

%! |bid., h. 327-328.
%2 Q.S. Al-Bagarah/2: 232.
% Jum‘ah, al-Kalim at-Tayyib, h. 327.
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Hal ini juga diterangkannya dalam sebuah Surat Keterangan tahun 2005,

yang menyatakan tentang wali sebagai syarat pelengkap, sebagai berikut:
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[‘Ali Jum‘ah, ditanya tentang hukum pernikahan antara seorang lelaki dan
perempuan yang balig, berakal, cerdas, berumur lebih dari 21 tahun dan pihak istri
mewakilkan perwaliannya kepada seseorang dengan ridha calon suami beserta
adanya dua saksi dan shigat. Jawaban beliau adalah: Akad pernikahan yang sah
adalah yang sempurna syarat dan rukun menurut syariat yaitu: ijab gabul, dua
orang saksi, mahar, adanya wali calon istri menurut jumhur ulama. Mazhab Abu
Hanifah -yang menjadi mazhab resmi di pemerintahan Mesir dalam permasalahan
ini- tidak menjadikan wali sebagai rukun dari rukun-rukun akad dengan syarat
perempuan yang akan menikah itu cerdas, sekupuh dengan calon suami dan
adanya mahr misl. Apabila telah terjadi akad di antara lelaki dan perempuan yang

tidak ada halangan syar i, beserta lengkap semua rukun dan syarat maka akad
tersebut adalah akad yang syah, dan ada konsekuensinya secara hukum Islam].

‘Ali Jum‘ah, memberikan fatwa tentang sahnya pernikahan tanpa wali
karena merujuk kepada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wali
merupakan syarat pelengkap sebuah akad dan bukan sebagai syarat mutlak,
dengan argument bahwa “Mesir menggunakan mazhab Abu Hanifah sejak lima

ratus tahun yang lalu pada masa pemerintahan Dinasti Usmaniyah”.35

% <Ali Jum‘ah, Tasdig Dar al-lfta al-Misriyah (Kairo: Jumh-riyah Misr al-Arabiyah
Wizarah al-‘Adl Dar al-Ifta’ al-Misriyah, 2005).
% Jum‘ah, al-Kalim at-Tayyib, h. 329.
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Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi‘i yang menjadi mazhab mayoritas
masyarakat Mesir. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut: Sementara Imam Syafi‘i

menjadikannya rukun dalam pernikahan, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa: 5
S 713 C\i; [Setiap pernikahan tanpa wali maka pernikahannya batil].*®

Pendapat ini didukung oleh hadis Rasul saw, adapun redaksi lengkap hadis

tersebut adalah sebagai berikut:
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[Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir, mengkhabarkan kepada
kami Sufyan, menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari
az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dia berkata, Rasul saw, bersabda: ‘Perempuan
mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya bathil, bathil, bathil,
Maka jika suaminya menyetubuhinya, maka ia berhak mendapatkan maharnya.
Maka jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak
mempunyai wali. Menurut al-Albani hadis ini shahih].

Hadis serupa juga diriwatkan oleh Ibnu Majah, dengan sanad yang berbeda

sebagai berikut:

* Ibid,. h. 327.
¥ Abii Daud Sulaiman bin al-Asy‘as as-Sajastani, Sunan Abiz Daud (Beirut: Dar al-Kitab
al-“Arabi, t.t.), jilid I, h. 634.



91

o R 8 S o8 A o i e U G e U o W
f»\dl.sa:)é\JyJJ\é :Y\éwgpdﬁ\yaﬁﬁfd&j&“jQ&f»\y&ﬁ\
Bty ¥ oty Ol R a3y e W Y g

[Bercerita kepada kami Abu Kuraib bercerita kepada kami Abdullah bin al-
Mubarak dari Hajjaj dari Urwah dari Aisyah dari Nabi saw, dan dari Ikrimah
dan Ibnu Abbas mereka berdua berkata: bersabda Rasul saw Tidak ada
pernikahan kecuali adanya wali" dan pada hadits Aisyah tambahan lafaz dan
Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali].

Hadis yang sama dalam sanad yang berbeda dijelaskan sebagai berikut:
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[Bercerita kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, bercerita kepada kami Mu ‘adz
bercerita kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah
dari Aisyah berkata: bersabda Rasul saw: Wanita manapun yang menikah tanpa
wali maka nikahnya batal; maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Maka jika
suaminya menyetubuhinya, maka ia berhak mendapatkan maharnya. Maka jika
mereka berselisih maka penguasa adalaha wali bagi yang tidak mempunyai wali].

Gl o gl Bln] ol W ilge of 0 O)ls2dl T oy Gl de o e Wl
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% Muhammad bin Yazid Aba Abdullah al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-
Fikr, t.t), jilid VII, h. 605.

¥ Ibid.

“* 1bid.
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[Bercerita kepada kami Muhammad bin ‘Abdul Mdlik bin Abi Abi Syawdrib,
bercerita kepada kami Abu ‘Awanah bercerita kepada kami Abu Ishaq al-
Mahdani dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: bersabda Rasul saw ‘Tidak ada
pernikahan kecuali ada wali’].

Dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam redaksi berbeda namun
memiliki makna yang sama:
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[Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, bercerita kepada kami Ibnu
Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah ia berkata,
telah bersabda Rasul saw: ‘Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya,
maka pernikahannya adalah batal. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.
Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yg ia peroleh
darinya, kemudian apabila mereka berselisin maka penguasa adalah wali bagi
orang yg tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabi, telah
menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu

Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi semakna dengannya. Abu Daud
berkata; Ja'far tak mendengar dari Az-Zuhri, ia menulis surat kepadanya].

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan:
39,5 5 GAH 5 s o Olake el B ) Wi Jeler) W
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* Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, jilid 1, h. 604.
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[Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu
Juralij, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Sulaiman bin Musa dari
Zuhri dari Urwah dari Aisyah ia berkata, Telah bersabda Rasul saw: ‘Apabila
perempuan menikah tanpa walinya, maka nikahnya bathil, bathil, bathil. Apabila
ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh
darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi
orang yang tidak memiliki wali. Ibnu Juraij berkata, aku bertemu Zuhri lalu aku
tanyakan tentang hadis ini, dia tidak mengetahuinya].

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan:
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“2 Ahmad bin Hanbal Abi Abdullah asy-Syaibani, Musnad al-lmam Ahmad bin Hanbal
(Kairo: Mu’asasah Qartabah, t.t.), jilid VX, h. 243.
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[Telah menceritakan kepada kami lbnu Abi Umar telah menceritakan kepada
kami Sufyan bin Ayyinah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari
Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasul saw berkata, wanita manapun menikah
tanpa izin wali, maka nikahnya bathil, bathil, bathil, maka apabila ia
menyetubuhinya, maka ia berhak atas maharnya dari apa yang diperolehnya,
apabia mereka berselisih maka wali hakim bagi orang yang tidak memiliki wali.
Abu Isa berkata ini hadis hasan. Diriwayatkan dari Yahya bin Sa’id al-Anshari
dan Yahya bin Ayyub dan Sufyan Tsauri dan satu dari para penghafal hadis, dari
Ibnu Juraij, abu Isa berkata, dan hadis Abu Musa hadis yang didalamnya ada
perselisihan, telah meriwayatkan Israil dan Syarik bin Abdullah dan Abu Uwanah
dan Zuhair bin Muawiyah dan Qais bin Rabi’ dari abu Ishaq dari Abu Burdah
dari Abu Musa dari Rasul saw, dan diriwayatkan Asbath bin Muhammad dan
Zaid bin Hayab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari
Rasul saw, diriwayatkan dari Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus bin Abu Ishaq
dari Abu Burdah dari abu Musa dari Rasul saw, dan tidak disebutkan di
dalamnya (dari Abu Ishag). Diriwayatkan dari Yunus bin Abu Ishag dari Abu
Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw juga, diriwayatkan
Syu’bah dan Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul
saw, tidak ada nikah melainkan dengan wali. Telah menyebutkan sebagian
sahabat Sufyan dari Sufyan dari Abu Ishaqg dari Abu Dardah dari Abu Musa dan
tidak sah, dan satu riwayat orang-orang yang mereka meriwayatkan dari Abu
Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Rasul saw, tidak ada nikah tanpa wali
disisku dan ini yang paling sahih karena mereka mendengarnya dari Abu Ishaq
dalam waktu yang berbeda-beda, dan jika Tsauri dan Syu’bah lebih hafal dan
lebih tsabit dari mereka semua yang meriwayatkan dari Abu Ishaq akan hadis ini,
maka sesungguhnya riwayat mereka yang ada disisiku sama, karena Syu’bah dan
Tsauri mendengar hadis ini dari Abu Ishag dalam waktu yang sama. Dan dari
dalil yang menunjukkan demikian atas apa yang telah menceritakan kepada kami
Mahmud bin Ghilan ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Daud ia
berkata, telah memberitakan kepada kami Syu’bah ia berkata, aku mendengar
Sufyan al-tsauri ia bertanya, saya Ishaq, apakah engkau mendengar Abu Burdah
berkata, Rasul saw bersabda tidak ada nikah melainkan dengan wali? Lalu ia

“* Muhammad ‘Isya Abii ‘Isya at-Turmuzi as-Salmi, Sunan at-Turmuzi (Beirut: Dar *Thya
at-Turas, t.t.), jilid I11, h. 407.
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menjawwab ‘ya’, yang menunjukkan hadis ini adalah yang didengar Syu’bah dan
Tsauri dari Makhul tentang hadis ini dalam waktu yang sama, Israil merupakan
orang yang bisa dipercaya, telah tetap pada Abu Ishag, aku mendengar
Muhammad bin Mutsna berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi
berkata tidak ada yang hilang dariku hadis Tsauri dari Abu Ishaq mealinkan apa
yang aku dapatkan dari Israil, karena ia datang padaku menyampaikan hadis
tersebut. Dan hadis Aisyah dalam bab ini dari Rasul saw tidak ada nikah
melainkan dengan wali merupakan hadis yang ada padaku dan hadis hasan, telah
diriwayatkan Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari
Aisyah dari Rasul saw, dan telah meriwayatkannya al-Hajjaj bin Arthah dan
Ja'far bin Rabi’ah dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Rasul saw sama
dengannya. Dan telah berbicara sebagian ahli hadis, dalam hadis Zuhri dari
Urwah dari Aisyah dari Rasul saw berkata Ibnu Juraij kemudian aku bertemu
Zuhri lalu aku bertanya kepadanya dan ia mengingkarinya, dan mereka
melemahkan hadis ini. Telah menyebutkan dari Yahya bin Mu’in bahwasanya ia
berkata, tidak disebutkan huruf ini dari Ibnu Juraij melainkan Ismail bin Ibrahim
ia berkata, Yahya bin Mu’in dan yang didengar Ismail bin Ibrahim dari Ibnu
Juraij tidaklah demikian, hanya saja telah mensahihkan kitab-kitabnya atas kitab-
kitab Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Ruwad dia tidak mendengar dari Ibnu
Juraij dan Yahya melemahkan periwayatan Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Juraij
dan beramal dalam bab ini menurut hadis Rasul saw, tidak ada nikah melainkan
dengan wali menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasul saw, di antara
mereka adalah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu
Hurairah dan selain mereka. Demikianlah diriwayatkan dari sebagian Ulama
tabi’in, bahwa mereka berkata, tidak ada nikah melainkan dengan wali, di antara
mereka Sa’id bin al-Musayyib, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim al-Nakh’i,
Umar bin Abdul Aziz, dan selain mereka. Dan ini yang dikatakan Sufyan Tsauri,
Auza’i, Abdullah bin al-Mubarak, Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Abu Musa
berkata, hadis ini hasan dan ia berkata: Hadis Abu Musa adalah hadis yang
banyak diperselisihkan].

Dalam redaksi yang lain hadis ini berbunyi:
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[Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Husin bin Muhammad bin
Hatim dan Muhammad bin Husin al-Mugri an-Nugasy, keduannya berkata, telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Hamim bin Yusuf at-Tirmizi, telah
menceritakan kepada kami ismail bin Basyar al-Balkhi, telah menceritakan
kepada kami Isham bin Yusuf dengan sanad yang sama, melainkan ia berkata:
tidaklah sempurna wudhu melainkan dengan keduanya (berkumur kumur dan
memasukkan air ke hidung), dari Juraij dari Sulaiman bin Musa mrsal dari Nabi
saw, Barang siapa yang berwudhu, hendaklah berkumur-kumur dan memasukkan
air ke dalam hidung. Dengan sanad yang sama ibnu Juraij dari Sulaiman dari
Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari NAbi saw berkata, Wanita manapun yang
menikah tanpa wali, maka nikahnya bathil, wallahu a’lam].
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[Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin
Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi saw bersabda: ‘Apabila
perempuan menikah tanpa walinya, maka nikahnya batihil, bathil, bathil.
Kemudian apabila mereka berselisih berkata Abu Ashim dan Murrah, apabila
mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yg tidak memiliki wali.
Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yg ia peroleh
darinya,. Husin Salim Asad berkata, hadis ini sanadnya Hasan].

* Ali bin ‘Umar Daruqutni, Sunan Daruquni (Beirut: Mu’assah ar-Risalah, t.t.), jilid I, h.
84.

% <Abdullah bin ‘Abdurrahman Abii Muhammad ad-Darimi, Sunan ad-Darimi (Beirut:
Dar al-Kitab al-*Arabi, t.t.), jilid I, h. 185.
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Serta sabda Rasul saw, yang berbunyi:
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[Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ahmad bin al-Haitam al-Bazzar dan
Muhammad bin Ja far al-Muthairi keduanya berkata, telah menceritakan kepada
kami Isa bin Abi Harb telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bakir telah
menceritakan kepada kami Adi bin al-Fadhl dari Abdullah bin Usman bin Khasim
dari Sa’id bin Jabir, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasul saw bersabda: ‘Tidak ada
pernikahan melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil, dan wanita mana
saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batil].

Dalam nikah ‘urfi selain ditemukan masalah yang berkaitan dengan akad
dan perwalian juga ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan mahar
perempuan yang akan dinikahi apakah termasuk rukun dalam akad atau
merupakan konsekuensi dari akad tersebut. Dalam hal ini ‘Ali Jum‘ah,
memadukan pendapat dua mazhab besar di Mesir yaitu mazhab Syafi‘i dan

mazhab Hanafi. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut:
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“® Daruqutni, Sunan Darugugni, jilid 111, h. 221.
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[Setelah itu timbul permasalahan mahar, apakah mahar termasuk rukun dalam
akad atau dampak dari akad? Imam Hanafi dan Syafi‘i sepakat bahwa mahar
termasuk dampak dari akad ini, sekiranya tidak dibatasi mahar sebelum akad dan
ketika akad, maka akad itu sah, oleh karena itu berlaku semua konsekuensi akad
sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas bahwa diharamkan suami menikahi
saudara perempuan isterinya, menikahi ibunya selama-lamanya, menikahi saudara
perempauannya kecuali telah diceraikannya. Adapn apabila akad terjadi atas
seorang perempuan yang memiliki putri, maka diharamkan putrinya tersebut
selamanya untuk dinikahi jika ia terjadi persetubuhan dengan ibunya, karena akad
yang terjadi terhadap anak perempuan secara langsung mengharamkan ibunya,
dan hal ini menunjukkan konsekuensi akad, dan hal ini telah berjalan sehinggalah
tahun 1931].

‘Ali Jum‘ah, mengungkapkan tentang urgensi pencatatan nikah di lembaga
yang ditunjuk oleh pemerintah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi jika
sebuah pernikahan tidak tercatat. Akan tetapi menurut ‘Ali Jum‘ah, pencatatan
nikah bukan merupakan keharusan dengan alasan bahwa nikah dan pencatatan
nikah merupakan dua dimensi yang berbeda. Hal ini dijelaskannya sebagai

berikut:
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*7 Jum‘ah, al-Kalim at-Tayyib, h. h. 328.
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[Pemerintah menganjurkan pencatatan nikah ini, sehingga hakim mau
mendengar gugatan ketika terjadi perselisinan antara suami isteri, karena
dikuatirkan bahwa saksi-saksi bisa saja lupa, meninggal dunia, atau si suami
berbohong, dan manusia saat ini telah berkembang pesat, jauh berbeda dari
masa Rasul saw. Hal ini merupakan permasalahan yang baru, dan
permasalahan-permasalahan yang lain untuk respon gugatan dan memunculkan
nikah. Menurut ‘Ali Jum‘ah akad pernikahan dan pencatatan merupakan dua
dimensi yang berbeda, karena kalau tidak ditemukan halangan-halangan
menikah, dan si perempuan pun demikian dengan mengatakan aku nikahkan
diriu padamu, kemudian diterima oleh lelaki dihadapan dua orang saksi, maka
akad ini sah menurut syara’. Apabila akad tersebut sudah diakadkan secara
syara’, maka tidak ada kekuragan didalamnya kecuali hanya penctatan di
pemerintahan, sementara pencatatan beruna untuk menjaga aibat-akibat yang
timbul, dan bukan nikah itu sendiri. Kalau seandainya seorang perempuan
menyerahkan sepenhunya dan segala akibat yang timbul dari akad tersebut
dengan menyatakan kepada seorang lelaki ‘aku menikah denganmu dan aku
tidak meminta apa pun darimu baik nafkah, warisan dan yang lainnya’, maka
sebagai lelaki yang saleh yang bertakwa kepada Allah swt mereka adalah
adalah orang-orang yang tidak ingin mengingkari keturunannya selam-

8 1bid., h. 328-329.
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lamanya. Akad yang ada dalam nikah ini adalah akad yang sah sekalipun tidak
dicatatkan dan menimbulkan konsekuensi akad. Sudah selayaknya Kkita
mengetahui hal ini, maka tidaklah boleh bagi isteri yang menikah secara ‘urfi
merasa dia tidak menikah, lalu dia meniah dengan lelaki lain, ini akan menjadi
musibah yang besar, karena pernikahan ini yang disebut dengan nikah ‘urfi,
pernikahan yang sah dan berakibat atas konsekuensi akad, maka wajib atas
suami isteri menjaga Allah swt pada yang demikian. Dan apabila keduanya
ingin berpisah, keduanya tahu bahwa mereka tidak bias membawa kasus
perceraiannya ke pengadilan, dikarenakan tidak adanya pencatatan].

Penjelasan di atas sangat jelas sekali diungkapkan bahwa sebuah
pernikahan tidak selamanya harus dicatat, dengan alasan histori yang terjadi pada
zaman Rasul dan diikuti oleh para sahabat dan tabi‘in. ‘Ali Jum‘ah, beranggapan
positif terhadap setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan dan
mempertahankan pernikahannya. Selanjutnya menurut beliau pernikahan yang
demikian inilah yang dikenal dengan nikah ‘urfi, yang terjadi dengan kerelaan
kedua belah pihak baik terhadap akad, mahar dan kesepakatan untuk hidup
bersama. Hal ini dijelaskannya sebagai berikut: Akad ini adalah akad yang sah
menurut syariat, walaupun tidak tercatat namun tidak akan mengurangi hak dan
kewajiban terhadap kedua belah pihak, inilah yang dinamakan dengan nikah ‘urfi,
dan pernikahan ini sah. Apabila di pertengahan jalan keduanya bercerai, mereka
sudah mengetahui bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan masalah mereka di
pengadilan agama.*®

Dari pemaparan analisa fatwa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:
Nikah ‘urfi yang saat ini sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Mesir
pada umumnya telah mendapatkan legalisasi dari lembaga fatwa Mesir yang
dikenal dengan sebutan Dar al-Ifta’ al-Misriyah, melalui fatwa muftinya ‘Ali
Jum‘ah (Mufti Agung Mesir).

Secara sosiologis pernikahan ‘urfi ini muncul dikarenakan mahalnya biaya
pernikahan yang ada di Mesir, tentunya permasalahan biaya ini menjadi sangat
rumit bagi sebagian kalangan, munculnya fatwa ‘Ali Jum’ah tentang nikah ‘urfi

ini sedikit memberikan pencerahan, dan menjadikan urusan nikah menjadi mudah

* 1bid., h. 329.
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dan tidak mendapatkan tantangan maupun tuntutan hukum baik sanksi pemerintah
maupun sanksi sosial.

Di Mesir seorang lelaki calon pengantin harus menyediakan sebuah rumah
yang mafrusyah (Fasilitas lengkap mulai dari tempat tidur sampai semua
perabotan rumah yang lain), tradisi di Provinsi Fayoum misalnya, sekitar 100 km
di Timur Kairo, seorang mempelai lelaki harus menyediakan uang £.10.000
Juneh/Pound Mesir (sekitar Rp. 17.000.000), dan ini tercatat pada tahun 2001,
emas murni senilai £ 5.000 (sekitar Rp. 8.000.000), dilengkapi dengan
pendapatan tetap, dan itu belum termasuk rumah tinggal yang biayanya mencapai
£. 80.000 (sekitar Rp. 138.000.000), ditambah segala isinya dan diatasnamakan
kepada isteri. Di kota-kota besar semisal Kairo, tentu biaya itu lebih tinggi, biaya
hidup seorang isteri Mesir juga sangat tinggi. Akibat mahalnya biaya nikah ini,
lelaki Mesir banyak yang terlambat menikah, banyak yang menjadi lajang tua, dan
banyak yang menjadi perawan tua. Dari celah inilah, poligami menjadi tempat di
masyarakat, poligami semakin kokoh karena juga mendapat tambahan legitimasi,
sosiologis dan psikologis. Seorang lelaki tua yang kaya raya, bisa dengan mudah
menambah isteri. Tradisi memahalkan biaya nikah pada mempelai lelaki memang
tidak menguntungkan kedua pihak, karena pernikahan sangat sulit terwujud, nikah

di usia tiga puluh tahun keatas adalah akibat dari lamanya menunggu kemapanan.

C. Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Nikah ‘Urfi
Melihat fenomena nikah ‘urfi yang berkembang di masyarakat, para ulama
selain ‘Ali Jum’ah juga memandang ini suatu permasalahan serius yang harus
mendapatkan kepastian hukum. Nikah ‘urfi di awal masanya, tidak ada masalah
dan pernikahan ini sah, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, seperti sigat (ijab
gabul), wali dan saksi, sekalipun tidak tercatat. Nikah ‘urfi merupakan istilah yang
baru yang sering disalah gunakan di masa kini, dan erat kaitannya dengan
pernikahan yang tidak tercatat, karena pencatatan tidak ada di masa dahulu, akan
tetapi saat ini menjadi undang-undang kekeluargaaan dalam sebuah pemerintahan.
Perkembangan tentang nikah ‘urfi mulai menyeleweng dari makna awal

sebuah pernikahan, saat ini menjadi terbalik dan sering disalah gunakan, sehingga
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para ulama berbeda pendapat terhadap permasalahan nikah ‘urfi yang menuai pro
dan kontra.

Di antara ulama-ulama Kklasik dan kontemporer yang membolehkan nikah
‘urfi adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas ulama klasik terdiri dari Hanafiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah
berpendapat bahwa nikah ‘urfi hukumnya sah dan boleh. dengan
terpenuhinya syarat dan rukun nikah.*

2. Nasir bin Sulaiman al-‘Umar, berpendapat bahwa nikah ‘urfi apabila
terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan ini sah secara
hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi.”*

3. Jad al-Haqg: Nikah ‘urfi dalam hukum Islam merupakan akad gauli
(diucapkan dengan ijab dan gabul dari kedua mempelai dalam satu majlis),
dan kehadiran dua orang saksi, maka akad ini sah dan berlakulah di
dalamnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam pernikahan.*

4. Hasanain Makhluf, mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan boleh, tidak
ada kaitan dengan pencatatan dan dokumentasi, akan tetapi lebih utama
dicatatkan jika itu keperluan untuk masa sekarang.>®

5. Yusuf Qardhawi: Nikah ‘urfi adalah pernikahan Islam yang sah, hanya saja
tidak tercatat, pernikahan ini akan berbuah tanggung jawab terhadap

pemenuhan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.**

Pendapat-pendapat di atas memiliki dalil yang sama, yaitu:

1. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa: Ji= sisls 5 1 N #<$ ¥ [tidak ada

pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil]. Sedikit
perbedaan dalam hal wali, Imam Hanafi menganggap wali bukanlah syarat
sahnya pernikahan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Sementara

* Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,
2002), h. 29.

*! |bid.

>2 |bid., h. 30.

% Imran, az-Ziwaj al- ‘Ui, h. 17.

% vyusuf Abdullah al-Qardhawi, Nikah Misyar Hakikatuhu wa Hukmuhu (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1999), h. 10.
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Malikiyah membolehkan pernikahan ini, akan tetapi dengan syarat harus
diiklankan (resepsi pernikahan)

2. Nikah ‘urfi sah dan dibolehkan secara syariat, selama terpenuhi rukun dan
syarat pernikahan, pernikahan ini adalah pernikahan yang dikenal sebelum
adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini diakui syariat dari waktu ke
waktu.>®

3. Nikah ‘urfi ditandai dengan tidak tercatat secara resmi, sedangkan
pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan. Pencatatan
merupakan peraturan baru yang ada saat ini sebagai bentuk antisipasi dari
pengabaian hak-hak isteri. Hukum Islam mensyariatkan saksi dalam
pernikahan, dan menjadikan kesaksian sebagai syarat sah dari akad, tujuan
dari kesaksian adalah untuk menjaga hak isteri.>®

4. Pencatatan bukanlah syarat dan rukun dalam menentukan sah tidaknya suatu
pernikahan, dan tidak ada dalil baik dari kitab maupun sunah yang
menyatakan wajib mencatatkan suatu pernikahan, maka hal ini hanya sunah

saja.>’

Adapun ulama-ulama klasik dan kontemporer yang mengharamkan nikah
‘urfi adalah sebagai berikut:

1. Malikiyyah berpendapat bahwa nikah ‘urfi hukumnya adalah haram dan
tidak sah jika tidak diiklankan, karena menurut beliau iklan merupakan
syarat sah nikah.

2. Sayyid Tantawi:>® Nikah ‘wrfi adalah pernikahan yang ditolak dalam syariat
Islam, karena pernikahan ini menyia-nyiakan hak isteri dan anak-anak.

> Imran, az-Ziwaj al- ‘Urfi, h. 25-26.

*bid., h. 30.

> |bnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, h. 131.

% pada tahun 1986, Tantawi ditunjuk sebagai Mufti Besar Mesir pada ulang tahunnya
yang ke-58, 28 Oktober 1986. la memegang posisi ini selama hampir sepuluh tahun, sampai ia
diangkat menjadi Imam Besar Masjid Al-Azhar dan Guru Besar Universitas Al-Azhar oleh
Presiden Mesir, Hosni Mubarak, pada tanggal 27 Maret1996. Masjid al-Azhar adalah salah satu
yang paling berpengaruh dan penting bagi lembaga-lembaga Muslim Sunni.


https://id.wikipedia.org/wiki/1986
https://id.wikipedia.org/wiki/28_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Al-Azhar
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Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang ada wali dari mempelai
wanita, saksi yang adil, sedangkan nikah ‘urfi tidaklah demikian.

3. Nasr Farid Wasil:®® Nikah ‘urfi adalah permasalahan yang akan menyia-
nyiakan keturunan.

4. Muhammad Nabil Ganayim:®* Nikah ‘urfi merupakan tindak kejahatan
masa kini yang hukumnya adalah haram.®

5. Ahmad Umar Hasyim®® dengan tegas mengatakan: Nikah ‘urfi hukumnya
haram, meskipun semua rukun dan syarat terpenuhi, tanpa adanya
pencatatan, maka pernikahan ini sia-sia. Pendapat yang sama juga
dikemukakan oleh ‘Atiyah Sagar (Pimpinan Komisi Fatwa al-Azhar) dan
Abdul Mu’ti Bayumi (Dosen Tafsir Universitas al-Azhar).®*

6. Hisyam Qarisah: Nikah ‘urfi adalah pernikahan yang tidak terdiri dari rukun
yang paling penting dari pernikahan syar’i, yaitu wali, adapun saksi yang
merupakan salah satu syarat sahnya akad telah terlebih dahulu diminta untuk
menyembunyikan pernikahan ini.

7. Abti Haisam Muhammad Darwisi menyatakan: Nikah ‘urfi adalah
pernikahan yang tidak didokumentasikan, dan banyak terjadi di kalangan
masyarakat Arab dan kalangan mahasiswa. Pernikahan ini merupakan yang
haram dilakukan.

8. Sayid Mubarak mengatakan: Pernikahan ini melanggar pilar dasar
keabsahan pernikahan, pernikahan ini hanya membawa kemudharatan jika
dalam pernikahan tersebut tidak cukup syarat dan rukunnya, dan pencatatan

pernikahan juga sangat diperlukan. Ulama harus segera membuat

% Abd Rab an-Nabiy al-Jarihi, az-Ziwaj al- ‘Urfi al-Musykilatu wa al-Hillu, wa Nikah al-
Mut‘ah wa az-Ziwaj al- ‘Urfi ‘Inda al-Masihiyah wa Ziwaj al-Misar (Kairo: Dar ar-Raudah 1i an-
Nasyri wa at-Tauzi’, 2001), h. 49.

% Beliau adalah Pimpinan Lembaga Syariat Huquq wa al-Islah, menjabat sebagai mufti
diyar republik arab mesir pada priode 1996-2002, lahir pada tahun 1937 di Mit Badr di sebelah
Barat Saudi.

®1 Beliau adalah Ketua Prodi Hukum Islam, Fakultas Dar al-Ulum Universitas al-Azhar
Kairo, lahir tahun 1360 H di kota Abu Bakar di sebelah Timur Mesir.

%2 Muhammad Nabil Ganayim, Nadwah az-Ziwaj al- ‘Urfi (Kairo: Fakultas Dar al-‘Ulum,
1997), h. 12.

% Mantan Direktur Universitas al-Azhar.

® Ahmad Umar Hasyim, “Dirasat Ijtima’iyah fi az-Ziwaj al-‘Urfi”, dalam Harian al-
Ahram, 14 September 2010.
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pernyataan untuk melegitimasi, untuk mendidik masyarakat di berbagai
media, dan memberitahukan akibat dari pernikahan ini adalah suatu hal

yang merusak, dan juga merupakan azab di dunia dan akhirat.®

Landasan ulama-ulama yang melarang nikah ‘urfi adalah sebagai berikut:
1. Allah swt dalam ayat-Nya:
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[Dan kalau kalian ingin mengganti isteri dengan isteri yang lain
sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka
(isteri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali
sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan
kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? Dan bagaimana
kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu
sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian].

Alquran menyatakan bahwa sebuah pernikahan adalah akad yang
mengandung misagan galiza, akad ini sangat dalam maknanya, di dalamnya

ada keagungan dan peraturan yang sudah ditentukan.

2. Rasul saw bersabda:
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% Ibid.
% QS. An-Nisa’/4: 21.
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[... Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki
kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukan
pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu,

maka berpuasalah, karena hal itu bisa menjadi kendali baginyal].

3. Sebuah pernikahan harus diiklankan, yang berdasarkan pada hadis:
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[... Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah

bunyi rebana dan suara perayaan...]..

Malikiyah memahami hadis ini sebagai perintah yang mengikat (al-
amr al-mulzim) untuk merayakan pernikahan meskipun sederhana,
sehingga perayaan pernikahan dan pengumuman menjadi salah satu
persyaratan keabsahan nikah. Dengan dirayakan dan diumumkan, maka
masyarakat luas akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah resmi
menikah. Menurut Malikiyyah, perwalian dan persaksian saja®® belum
cukup memenuhi ketentuan kewajiban mengumumkan dan merayakan

pernikahan.”

" Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Mansurah: Dar al-Gad al-Jadid,
2011), h. 195.

% Muhammad bin ‘Abdullah Abu ‘Abdullah al-Hakim an-Naisabari, Mustadrak (Beirut:
Dar al-Kitab al-‘IImiyah, 1990), jilid 11, h. 201.

% Endang Ali Ma’sum, “Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya”,
dalam: Musawa, Vol. 12 No 2 Juli 2013.

"0 Wahbah az-Zuhaili, Figh al-Islami wa ‘Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid
IX, h. 63.
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Rasul saw juga telah bersabda dalam redaksi yang berbeda:
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[Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah menceritakan
kepada kami Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan kepada kami ‘Isa bin
Maimun al-Anshari dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ia berkata:
Rasul saw bersabda: ‘Beritahukanlah pernikahan itu, dan buatlah di
masjid-mesjid, dan pukullah rebana].

Dalam hadis lain disebutkan juga:
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[Telah menceritakan kepada kami nashr al-Jahdhomi dan Khalil bin Amru,
keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari
Khalid bin Ilyas dari Rabi’ah bin Abu Abdu al-rahman dari Qasim dari
Asiyah; Dari Nabi saw beliau telah bersabda; ‘iklankanlah pernikahan dan
pukullah rebana].

Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis:

™ Abu Isa mengatakan hadis ini garib hasan, Isa bin Maimun al-Anshari daif dalam hadis
ini, Isa bin Maimun yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dalam tafsir mengatakan dia $iqah,
Syekh al-Albani mengatakan hadis ini lemah kecuali dalam hal iklan. Lihat As-Salmi, Sunan at-
Turmuzi, jilid 111, h. 398.

2 Al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, jilid 1, h. 611. Khalid bin llyas al-Hasimi al-Aduwwi,
mengatakan bahwa hadis ini lemah, sedangkan menurut Ibnu Hibban dan Hakim, Abu Sa’id al-
Nugqasy hadis ini maudu’, sementara itu al-Albani mengatakan hadis ini hasan.
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[Telah megkhabarkan kepada kami Mujahid bin Musa ia berkata, telah
menceritakan kepada kami Hasyim dari Abi Balaj dari Muhammad bin
Hatib ia telah berkata, Rasul saw bersabda: ‘Pemisahan antara halal dan
haram adalah rebana dan bunyi-bunyian dalam pernikahan].

4. Pernikahan ‘urfi hanya akan menghancurkan pondasi sebuah keluarga, dan
rusaknya tatanan sosial yang jauh dari norma-norma agama. Orang yang
melakukan nikah ‘urfi berarti telah melakukan dosa besar dan kerusakan
yang banyak: a) Nikah ‘urfi adalah sebuah langkah untuk mengabaikan hak
dan tanggung jawab; b) Nikah ‘urfi hukumnya batal dan haram, serta
pelakunya dianggap berdosa; c) Nikah ‘urfi merupakan kumpulan dari
dosa-dosa besar dan keburukan-keburukan

5. Pernikahan ini tidak bermasalah jika syarat dan rukunnya lengkap dan
dihadiri oleh wali dan diadakan resepsi pernikahan. Akan tetapi pencatatan
merupakan suatu hal yang penting, dikuatirkan jika terjadi kematian atau
perceraian sebagai jaminan atas akad pernikahan yang sudah terjadi, namun
banyak orang dibutakan dengan kebenaran ini, bahkan ada ulama yang
memfatwakan akan kebolehannya. Fenomena yang disebut dengan nikah
‘urfi ini adalah sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh setan dan bala
tentaranya, khususnya bagi para pemuda yang melakukan pernikahan ini
hanya untuk berikhtilat (bercampur baur) dengan lawan jenis yang dipenuhi

dengan gejolak nafsu. Dalm hal ini Abu Haisam melarang nikah ‘urfi

" Ahmad bin Syw’aib bin ‘Ali an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, t.t.), jilid VI, h. 127.
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dengan alasan, pertama; dalam hal perwalian, kedua dalam hal
mengiklankan pernikahan.™

6. Salah satu tujuan terbesar dari pernikahan adalah selamanya, hubungan ini
tidak dimaksudkan untuk sementara, siapa pun yang masuk dalam lembaga
pernikahan, maka dia tidak boleh berniat sedikit pun untuk membatasi
dengan jangka waktu tertentu/sementara. Apabila nikah ini menjadi legal
dalam suatu masyarakat tertentu, maka harus dilihat apa latar belakang dan

motif mereka memilih pernikahan ini.”

Selain dalil-dalil yang dinyatakan di atas, para ulama di atas juga sepakat
dengan argumen yang menyatakan nikah ‘urfi adalah haram, dengan pernyataan
sebagai berikut: 1. Nikah ‘urfi kebanyakannya dilakukan secara rahasia, dan
pernikahan yang dirahasiakan adalah pernikahan yang diharamkan;’® 2. Tidak ada
unsur pencatatan di instansi pencatatan, menghilangkan pencatatan sama dengan
menimbulkan kemudharatan yang banyak. Pencatatan di masa ini sangat penting,
karena melihat zaman yang penuh dengan fitnah dan kerusakan;’’ 3. Walaupun
pencatatan bukan termasuk rukun dan syarat dalam pernikahan Islam, akan tetapi
banyak sekali maslahat di dalamnya, sebagai bentuk penjagaan hak dalam rumah
tangga yang juga berimbas dengan anak keturunan.’

Sementara jika dikaitkan dengan fikih yang ada di Indonesia, dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tatacara pernikahan. Aturan pencatatan
resmi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 merupakan hal yang
penting dan memiliki dasar hukum Islam yang kuat. Dalam QS. Al- Bagarah: 282
Allah swt memerintahkan agar hutang piutang dan transaksi perdagangan
dicatatkan supaya dapat dijadikan sebagai bukti manakala terjadi sengketa.

™ Ahmad Darwisy, az-Ziwaj al-‘Urfi wa al-Mut’ah wa al-Siyahi wa al-Shaifi (Riyadh:
Dar al-Ashimah, 2010), h. 68.

™ Hisyam Qarisah, “Az-Ziwaj al-‘Urfi Laisa Syar’iyan”, dalam majalah As-Syuriig, 2012.

"® Imran, az-Ziwaj al- ‘Urfi , h. 25-26.

" Tbrahim Abduh Syarqawi, az-Ziwaj al- ‘Urfi fi Mizan al-Syar’i (Kairo: Maktabah al-
Safa, 1421 H), h. 37. Lihat juga: Said Abdul Adhim, az-Ziwaj al- ‘Urfi (Iskandariyah: Dar al-Iman,
tt), h. 57.

8 Abii al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa
Nihayah al-Mugtasdid (Beirut: Dar Kutub al-limiyah, 1416 H), jilid 1V, h. 232.
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Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencatatkan hutang dan
transaksi. Sebagian ulama menilai bahwa perintah tersebut menunjukkan
kewajiban, sedangkan sebagian ulama lainnya menilai bahwa perintah tersebut
menunjukkan hukum sunah.” Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa, dalam
konteks pencatatan nikah, ayat tersebut perlu dipahami dengan teori interpretasi
mafhum aulawt,”® sehingga memunculkan kesimpulan hukum bahwa jika hutang
saja diwajibkan untuk dicatat, maka pernikahan yang merupakan ikatan sakral
lebih wajib untuk dicatat.®! Pencatatan resmi yang diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan juga selaras dengan salah satu spirit magasid al-syariat yaitu menjaga
keturunan (hifzu al-nasl) dan kaidah fikih yang pada intinya bertujuan
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (ijad al-masalih wa dar’u al-
mafasid).®

Dalam kaidah fikih juga dikenal sebuah prinsip bahwa hukum senantiasa
berubah sesuai dengan perubahan alasan hukum, ruang waktu, dan tuntutan
kondisi sosial (al-Aukm yadiru ma’a ‘illatihi/al-ahkam tataghayaru bitaghayuril
amkinah wal azminah).®

Di era klasik, para fugaha menilai bahwa kehadiran wali dan dua saksi
sudah cukup dijadikan bukti keabsahan nikah dan dapat menepis fitnah dari
masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosial, menikah tanpa
pencatatan selalu menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga pencatatan nikah
hukumnya wajib, untuk menolak fitnah dari masyarakat. Pencatatan nikah
hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan alasan
hukum (‘illat) yang sama, yaitu menolak fitnah. Selain itu, pencatatan pernikahan
memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan

bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi

™ Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, Jami’ al-Bayan an-Ta ‘wil Ayi Alquran
(Beirut: Muassasah Risalah, t.t.), jilid VI, h. 47.

8 Berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas
dibandingkan dengan berlakunya hukum yang disebutkan dalam lafal.

8 T3j ad-Din Abd al-Wahhab bin ‘Ali as-Subuki, Jam ul Jawami (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyah, 2004), h. 245,

% Ahmad al-Raysuni, Nazariyyah al-Magasid ‘Inda al-Imam asy-Syatibi (Kairo: al-
Ma’had al-‘alami li al-Fikr al-Islami, 2007), h. 365.

8 Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyiti, al-Asybahu wa al-Na zair fi
Qawai’id wa Furii’i Figh al-Syafi’iyah (Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiyyah, 1399 H), h. 68.
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pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah
tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-
administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum
wajibnya pencatatan.®*

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua
ulama klasik dan kontemporer yang mengharamkan nikah ‘urfi. Walaupun ada
dalil yang menjelaskan tentang keharaman nikah tersebut, namun sebagian ulama
menilai dengan cara yang berbeda. Faktor kemashlahatan rumah tangga dan
keturunan menjadi pertimbangan ulama dalam memutuskan hukum nikah ‘urfi
tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa: Nikah ‘urfi sah dan dibolehkan secara
syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, pernikahan ini adalah
pernikahan yang dikenal sebelum adanya pencatatan secara resmi, pernikahan ini
diakui syariat dari waktu ke waktu. Nikah ‘urfi dikenal dengan nikah yang tidak
tercatat secara resmi, sedangkan pencatatan bukanlah rukun dan syarat dalam akad
pernikahan dan bukan pula penentu sah dan tidaknya pernikahan, serta tidak
adanya dalil yang dengan jelas menyatakan bahwa pencatatan ini wajib dilakukan,
meskipun pencatatan sebagai bentuk antisipasi dari terabaikan hak-hak kedua

pasangan.

D. Pembahasan Hasil Temuan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan yang
menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka
mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi ketentraman dan kasih
sayang yang penuh dengan keridaan Allah swt. Hukumnya menurut pendapat
yang paling kuat adalah wajib bagi orang yang mampu yang jiwanya akan tenang
dengan pernikahan tersebut.®®

Setelah melihat beberapa pendapat ulama tentang nikah ‘urfi dapat ditarik

benang lurus bahwa memang harus terlebih dahulu dibedakan antara nikah dan

8 Abu Ja‘far al-Tabari, Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran (Riyad: Muassasah Risalah,
2000), h. 100. Lihat: Taj ad-Din Abd al-Wahhab ibn as-Subuki, Jam ‘ul Jawami (Kairo: Dar Thya
al-Kutub, 1947), h. 245.

8 At-Thahir al-Hadad, Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1993), h. 59.
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pencatatan, karena kedua hal ini berbeda hukumnya. Sebuah pernikahan akan
dianggap sah secara syariat jika terpenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan ini
akan tetap sah dalam Islam meskipun tanpa pencatatan, karena pencatatan tidak
termasuk dalam rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan.

Tidak bisa dikatakan nikah tanpa pencatatan adalah tidak sah, jika telah
terpenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi pendapat inilah yang menjadi
anggapan banyak orang dan juga pendapat sebagian ulama kontemporer.
Perdebatan antara ulama dalam hal ini, tentunya dilandasi dengan argument yang
ditujukan untuk kemaslahatan bersama.

Walaupun nikah ‘urfi ini diperdebatkan, nikah urfi ini memberikan
dampak yang banyak bahkan bisa menjadi solusi bagi sebagian kalangan, baik
dalam hubungan pernikahan itu sendiri dan juga sosial masayarakat, di antara
dampaknya adalah: Pertama, Dampak terhadap suami, bisa berupa dampak yang
positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain adalah; sebagian suami ingin
menjaga dirinya, akan tetapi tidak sanggup memenuhi biaya pernikahan;
kemungkinan isteri adalah janda dan memiliki anak; aturan-aturan yang berlaku di
dalam masyarakat; atau pekerjaan suami yang menuntut untuk sering melakukan
perjalanan ke beberapa tempat dan menetap di sana beberapa waktu, pernikahan
seperti ini tidak bisa dilangsungkan secara resmi, maka nikah ‘urfi menjadi
solusinya.®® Adapun dampak negatifnya bagi suami adalah; akan membuka
banyak prasangka apabila tidak diiklankan, sudah selayaknya bagi suami untuk
menghindari hal ini, karena dengan begitu akan tercipta ketentraman bagi
pasangan khususnya dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, Dampak terhadap
isteri, nikah ‘urfi memberikan solusi bagi perawan tua, janda, wanita yang tinggal
sendirian, dan wanita dengan keadaan khusus,®’akan sulit bagi mereka untuk
mendapatkan nikah secara resmi, seperti halnya bagi seorang pemudi yang ingin
menjaga dirinya, akan tetapi peraturan membatasi usia pernikahan, maka nikah
‘urfi ini diperlukan ketika ini. Isteri yang ditinggal wafat suaminya memerlukan

dana pensiunan untuk melanjutkan kehidupannya dan anak-anaknya, jika si isteri

8 Al-Mutlak, Ziwaj al-Misyar, h.157
¥ Ibid,.
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ingin menikah kembali dan dilakukan secara resmi, maka akan terputuslah dana
pensiunan tersebut.®® Nikah ‘urfi juga memberikan dampak negatif bagi isteri,
antara lain akan sulit digugat jika terjadi perselisihan antara kedua pasangan,
karena tidak adanya pencatatan, dan adakalanya saksi bisa saja lupa atau mereka
telah tiada, ketika suami meninggalkannya begitu saja, maka hak isteri akan
terabaikan.®® Menimbulkan stigma negatif seperti zina,* isteri akan menanggung
lebih banyak penderitaan jika suami mengingkari pernikahan ini. Ketiga, Dampak
terhadap sosial, dampak positifnya antara lain adalah: Bagi pemuda yang ingin
menikah dan tidak memiliki biaya pernikahan serta tidak terikat dengan peraturan
pemerintah. Memberikan kemudahan bagi suami yang ingin berpoligami, karena
Islam membolehkan menikah lebih dari satu isteri. Adapun dampak negatifnya
antara lain; terabaikan hak anak dan sulit mengisbatkannya, tidak tercapai tujuan
syariat dalam nikah ini di beberapa keadaan, seperti kasih sayang, rasa aman,
tentram, melahirkan keturunan yang saleh, apabila tujuan suami menikah hanya
untuk mendapatkan kesenangan semata. Nikah ‘urfi membawa kerusakan di
masyarakat, menjadi sebab menyebarnya penyakit kelamin, karena suami yang
suka mengganti isteri-isterinya.®*

Dari sekian banyak dampak yang ada, bagi sebagian kalangan tentu ini
akan menguntungkan dan satu-satunya solusi. Namun seharusnya sebagai
manusia yang menjalankan amanah di muka bumi ini dan menggunakan akalnya
dengan sehat, maka tidak akan juga mengabaikan pencatatan sebagai suatu
maslahat yang ditawarkan agama. Bagi yang benar-benar menyayangi
pasangannya, dan menghargai keberadaanya, maka ada baiknya pencatatan
dilakukan, dan juga manfaatnya begitu banyak, karena zaman yang berubah-ubah
saat ini, dan dimungkinkan banyak terjadi tipu daya, walaupun sebenarnya tidak
ada jaminan sebuah pernikahan akan utuh dan damai selamanya jika pernikahan
dicatatkan atau tidak, namun setidaknya ada kejelasan status hukum dari negara

yang akan dijadikan kekuatan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,

% Hamid Abdul Halim Syarif, az-Ziwaj al- ‘Urfi (Kairo: Dar al-Baidho’, t.t), h.11.
8 Imran, az-Ziwaj al- ‘Urfi, h. 29.

* Ibid, h. 30.

% Al-Muthlaq, Ziwaj al- ‘Urfi, h. 166.
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karena Kkita pasti akan bersinggungan dengan pemerintah, karena akan menjadi
kesulitan bagi pasangan untuk menjelaskan statusnya di pengadilan.

Diantara manfaat pencatatan adalah: 1). Menjaga hak dari kesia-siaan,
baik hak suami isteri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya.
Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk
mendapatkan hak tersebut; 2). Menyelesaikan persengketaan antara suami isteri
atau para walinya ketika mereka bersengketa dan berselisih, karena bisa jadi salah
satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan
pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan adanya
catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari; 3). Catatan dan tulisan akan bertahan lama
jangka waktunya, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia
namun catatan masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama
menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum. 4). Catatan
nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan
diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-
penghalangnya; 5). Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan,
di mana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi
seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan
kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah di atas, maka hampir
semua Negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya
dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini
merupakan politik syar i yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang
manfaat di baliknya yang sangat besar sekali yaitu untuk menjaga hak dan
khawatir adanya pengingkaran, meskipun secara histori tidak dijelaskan dengan
jelas adanya pencatatan nikah di zaman Rasul saw dan para sahabat, kaum

% Ad-Daryuwisy, Az-Zawdj al-“Urfi, h. 74-75.

% Politik yang syar’i adalah yang tidak bertentangan dengan syariat, bukan hanya yang
diperintahkan syariat. Semua undang-undang yang membawa kepada keadilan dan kemaslahatan
selagi tidak bertentangan dengan syariat maka itulah politik syar’i. Lihat: Aba ‘Abdullah
Muhammad bin Abi Bakr bin Ayytb Ibn al-Qoyyim al-Jauziah, I’lam al-Muwdqqi ‘m ‘an Rabb al-
‘Alamin (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1968), jilid VI, h. 517. Lihat juga: Abi
Ubaidah Masyhur bin Hasan Ali Salman, As-Siyasah allati Yuriduha Salafiyyin (t.t.p: Maktabah
asy-Syamilah, t.t.), h. 14-16.
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Muslimin pada zaman dahulu hanya mencukupkan diri untuk melangsungkan
nikah dengan lafaz dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan
resmi. Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum Muslimin mulai
mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar
tersebut dijadikan sebagai bukti pernikahan. Ibnu Taimiyah, mengatakan:

Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya,
bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada
yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang baik. Tatkala manusia
mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan terkadang lupa maka
mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu
merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah
isterinya.**

Arti mengakhirkan di sini adalah, suami berhutang kepada isterinya dalam
masa yang tidak ditentukan dalam melunasi mahar pernikahannya. Namun
kejadian ini terjadi setelah masa sahabat, pada masa Rasul saw, dan para Sahabat,
kebanyakan mereka membayar kontan mahar mereka walaupun dalam jumlah
yang besar. Namun belakangan mahar di kalangan bangsa Arab merupakan suatu
hal yang menyulitkan sehingga calon suami merasa berat untuk memenuhinya
kecuali dengan cara berhutang kepada isteri atau mencicilnya. Bahkan fenomena
yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab baik Mesir maupun sebagian yang lain,
akad tetap boleh dilangsungkan namun pasangan tidak dibolehkan untuk tinggal
serumah kalau mahar belum dilunasi.

Islam dibangun di atas maslahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja
undang-undang ini disepelekan pada zaman sekarang niscaya akan terbuka lebar
kerusakan dan bahaya yang sangat besar serta pertikaian yang berkepanjangan,
tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan syariat kita yang indah. Apabila
pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad
pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk

mematuhinya dan tidak melanggarnya. Allah berfirman:

% Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, jilid X111, h. 131.
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[Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil

amri di antara kamu].

Al-Mawardi berkata: “Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaati para
pemimpin kita”.*® Masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mewajibkan kepada
kita untuk taat kepada pemimpin selama perintah tersebut bukan suatu yang

maksiat, dan dalam sebuah kaidah fikih yang populer dikatakan: e e say S
wlady Dy [Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat

(kebaikan)].*’

Sekalipun demikian, yang perlu digaris bawahi dan dipahami adalah
bahwa nikah ‘urfi atau nikah sirri (bagi sebagian kalangan) hukumnya sah dengan
catatan terpenuhi semua rukun dan syarat nikah, jika tidak terpenuhi maka tidak
sah. pencatatan akad nikah dalam catatan resmi bukanlah sebuah syarat sahnya
sebuah pernikahan. Artinya, suatu pernikahan tetap hukumnya sah apabila telah
terpenuhi semua syaratnya sekalipun tidak tercatat pada lembaga pemerintahan.
Pemerintah sudah seharusnya mengakomodasi sebuah pernikahan dan bukan
malah membebani, dan memudahkan pencatatan bagi mereka yang tinggal di
pelosok-pelosok desa, sehingga sulit untuk meregister pernikahan mereka.
Memandang perlunya pernikahan mendapat legalisasi dari pemerintah

% S. an-Nisa’/4: 59.

% <Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Akkam as-Sultaniyah (Kuwait:
Maktabah Ibn Qutaibah, 1989), h. 30.

% As-Suyuti, al-Asybah, h. 121. Lihat juga: Abii ‘Abdullah Badar ad-Din Muhammad bin
‘Abdullah bin Bahadir az-Zarkasyi, al-Mansur fi al-Qawa’id al-Fighiyyah (Kuwait: Wizarah al-
Augaf al-Kuwaitiyah, 1985), jilid I, h. 309.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa
kesimpulan: Pertama, pengertian nikah ‘urfi adalah nikah yang terpenuhi semua
rukun dan syarat, hanya saja tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah dan
pernikahan ini sah. Nikah ‘urfi sudah dikenal dalam Islam sebelum adanya
pencatatan secara resmi seperti pada masa sekarang ini, sedangkan pencatatan
bukanlah rukun dan syarat dalam akad pernikahan.

Kedua, fatwa ‘Ali Jum’ah menyatakan bahwa nikah ‘urfi merupakan nikah
yang lengkap syarat dan rukunnya, nikah ini sah dan telah dilegalisasi oleh
lembaga fatwa Mesir yang dikenal dengan sebutan Dar al-Ifta’ al-Misriyah,
melalui fatwa muftinya ‘Ali Jum‘ah (Mufti Agung Mesir). Latar belakang
lahirnya fatwa ini karena maraknya praktik nikah ‘urfi yang terjadi di tengah
masyarakat disebabkan mahalnya biaya pernikahan, maka dengan adanya fatwa
pernikahan menjadi mudah dan tidak mendapatkan tantangan baik sanksi
pemerintah maupun sanksi sosial.

Ketiga, para ulama berbeda pandangan tentang hukum nikah ‘urfi, dalam
hal ini ulama klasik tentunya membolehkan nikah ‘urfi, karena masalah
pencatatan tidak ada di zaman sebelumnya, sementara menurut sebagian ulama
kontemporer terdapat perbedaan pendapat, sebagian menghalalkan dan sebagian

lagi mengharamkan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini.

B. Saran-saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah: Kepada pihak dan
kalangan yang mendalami fatwa-fatwa kontemporer terutama yang berkaitan
dengan nikah ‘urfi dan fatwa ‘Ali Jum‘ah. Peneliti melihat masih banyak peluang
untuk mengkaji fatwa-fatwa beliau yang berkaitan dengan hukum dan
permasalahan-permasalahan sosial lainnya. ‘Ali Jum‘ah, sangat berhati-hati dalam

mengeluarkan fatwanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam.
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Oleh sebab itu diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas fatwa-
fatwa beliau yang lainnya, karena masih berkaitan dengan peramasalahan sosial
baik di Mesir maupun dunia Islam pada umumnya. Mengingat Mesir dan
Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam pandangan terhadap pemahaman
keagamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran mahasiswa
khususnya dan masyarakat umumnya agar tidak fanatik pada satu mazhab saja,
akan tetapi diharapkan dapat bersikap moderat dalam menghadapi setiap
persoalan dewasa ini, sehingga dapat menjadi wacana pembaharuan dalam hukum

Islam.
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